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PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Konsonan
Arab Indonesia Arab Indonesia
| b ‘[
< b L V4
o t ¢ ¢
& th ¢ gh
c j < f
c h g q
& kh 4 k
5 d J I
3 dh . m
) r o n
J z 9 W
o S » h
5 sh s X
o s ¢ y
- d

Hamzah (s) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi

tanda apa pun. Jika hamzah (<) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis

dengan tanda ().

B. Vokal

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,

transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
[ Fathah A A
! Kasrah I I
f Dammah U U
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Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
& Fathah dan ya Al Adanl
k]l Fathah dan wa lu Adan U
Contoh:
(xS kaifa
J3s : haula
. Maddah (Vokal Panjang)
Harakat dan Nama Huruf dan Tanda Nama
Huruf
N\ Fathah dan alif _ a dan garis di
= a
atau ya atas
_ i dan garis di
= Kasrah dan ya 1 atas
5 Dammah dan wa a u dan garis di
atas
Contoh:
ol . mata
3 . rama
4 . gila
&3 . yamiitu

. Ta’ Marbuthah (3)

Transliterasi untuk ta marbiitah ada dua, yaitu: ta marbitah yang hidup
atau mendapat harkat fatkah, kasrah, dan dammabh, transliterasinya adalah (t).
Sedangkan ra marbiitah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya

adalah (h).



Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbitah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta

marbitah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

JEBA i35  raudah al-azfal
Wi &80 al-madinah al-fadilah
| : al-hikmah

. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda tasydid (:3), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

S : rabbana
5  najjaina
551 - al-haqq
sl - al-hajj

(..;j s nu’’ima
fve : ‘aduwwu

Jika huruf s ber- tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf

berharakat kasrah (::), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (7). Contoh:

(e . 'Al7 (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
S . 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)
. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf J!
(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang

ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketia ia diikuti oleh huruf syamsiah



maupun gamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang
mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan

dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

2% al-syamsu (bukan asy-syamsu)

e : al-zalzalah (bukan az-zalzalah)
1dd : al-falsafah
5L : al-biladu

. Hamzah

Huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi hamzah yang
terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia

tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

0546 . ta’muriina
tedl - al-nau’
toss - syai 'un
}"n I: . H

Y - umirtu

. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah
atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa
Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi
ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-
Qur'an), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut
menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus

ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Xi



Ftilal al-Qur’an
Al-Sunnah gabl al-Tadwin
Al-"Ibarat ft 'umum al-Lafz la bi khusis al-Sabab
Lafz al-Jalalah
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya
atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa

huruf hamzah. Contoh:
all 23s - dmullah

Adapun ta marbitah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-
jalalah, ditransliteasi dengan huruf (t). Contoh:
Al a5 s 2a hum frragmatillah
Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps),
dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang
penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang
berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf
awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan
kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis
dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata
sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang
tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku

untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik
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ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan
DR). Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasil

Ingat awwala baitin wudi'a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-Lazi unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tis

Abit Nasr al-Farabt

Al-Gazalt

Al-Mungqiz min Dalal
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ABSTRAK

Attahiraa Prajna Paramitha, 210201110198, 2024. Putusan Hakim Tentang
Keabsahan Wakaf Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi
Putusan Nomor 453/Pdt.G/2020/PA.Kdi). Skripsi. Program Studi Hukum
Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang.

Pembimbing: Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H.

Kata Kunci: Keabsahan Wakaf, Hukum Positif, Hukum Islam.

Penelitian ini berfokus pada analisis putusan hakim mengenai keabsahan
wakaf tanah dari sudut pandang hukum positif dan hukum Islam, berdasar kepada
studi kasus putusan nomor 453/Pdt.G/2020/PA.Kdi. Dalam konteks masyarakat
Indonesia yang mayoritas beragama Islam, praktik wakaf memiliki peranan yang
signifikan, baik sebagai bentuk ibadah maupun sebagai aset sosial yang mendukung
pembangunan. Namun, seringkali muncul sengketa terkait pengelolaan dan
pemanfaatan tanah wakaf yang tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Salah satu fakta yang terjadi di masyarakat terkait sengketa tanah wakaf
adalah adanya gugatan terhadap tanah yang telah diwakafkan, dengan tujuan agar
tanah tersebut tidak lagi diakui sebagai tanah wakaf. Contohnya, di Kelurahan
Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, nazhir menggugat tanah wakaf karena
tanah tersebut masih dikuasai oleh nazhir sebelumnya yang merasa masih memiliki
hak atasnya. Hal ini dikarenakan wakif mewakafkan tanahnya sebanyak dua kali
kepada orang yang berbeda.

Melalui pendekatan normatif, penelitian ini mengkaji bagaimana proses
wakaf yang tidak memenuhi syarat hukum dapat menyebabkan sengketa. Kasus di
Kelurahan Kadia menjadi contoh nyata di mana tanah wakaf digugat oleh nazhir
sebelumnya, yang mengklaim hak atas tanah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk
memberikan pemahaman mendalam tentang putusan hakim serta implikasinya
terhadap pengelolaan wakaf di Indonesia.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim mengakui
keabsahan wakaf yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor
41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan menetapkan bahwa pewakafan yang dibuat tanpa
akta otentik adalah tidak sah. Meskipun putusan hakim mengabulkan gugatan
Penggugat untuk mencabut status wakaf, namun dari perspektif hukum Islam,
wakaf tersebut masih sah karena telah memenuhi rukun wakaf. Dengan begitu,
dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan antara hukum positif dengan hukum Islam.
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan ilmu
pengetahuan dan praktik hukum terkait sengketa wakaf di Indonesia.
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ABSTRACT

Attahiraa Prajna Paramitha, 210201110198, 2024. The Judge's Decision on the
Validity of Waqf in the Perspective of Positive Law and Islamic Law
(Study of Decision Number 453/Pdt.G/2020/PA.Kdi). Thesis. Islamic
Family Law Department. Faculty of Sharia. State Islamic University
Maulana Malik Ibrahim Malang.

Supervisor: Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H.

Keywords: Validity of Waqf, Positive Law, Islamic Law.

This research focuses on the analysis of the judge's decision regarding the
validity of land wagf from the perspectives of positive law and Islamic law, based
on the case study of decision number 453/Pdt.G/2020/PA.Kdi. In the context of
Indonesian society, which is predominantly Muslim, the practice of waqf plays a
significant role both as a form of worship and as a social asset that supports
development. However, disputes often arise concerning the management and
utilization of waqgf land that do not comply with applicable legal regulations.

One of the facts occurring in society regarding waqf land disputes is the
existence of lawsuits aimed at revoking the status of land that has already been
designated as waqgf. For instance, in Kadia Subdistrict, Kadia District, Kendari City,
a nazhir filed a lawsuit over waqgf land because the land was still controlled by the
previous nazhir who claimed to retain rights over it. This issue arose because the
wakif had donated the land as waqf twice to two different individuals.

Using a normative approach, this research examines how the waqf process
that fails to meet legal requirements can lead to disputes. The case in Kadia Village
serves as a real example where waqf land was contested by a previous nazhir
claiming rights over the land. This research aims to provide an in-depth
understanding of the judge's ruling and its implications for waqf management in
Indonesia.

The research findings indicate that the judge's decision recognizes the validity
of wagf conducted in accordance with the provisions of Law Number 41 of 2004
concerning Wagqf and establishes that wagf executed without an authentic deed is
invalid. Although the judge granted the plaintiff's request to revoke the wagf status,
from the perspective of Islamic law, the waqf remains valid as it has fulfilled the
essential requirements of waqgf. Thus, it can be observed that there are differences
between positive law and Islamic law. This study is expected to serve as a reference
for the development of knowledge and legal practices related to wagf disputes in
Indonesia.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Saat manusia menjalani kehidupannya, mereka tentu memerlukan
bantuan dari orang lain untuk mendukung usaha yang diperlukan demi
kelangsungan hidup. Hal ini penting agar manusia selalu ingat bahwa mereka
adalah makhluk sosial yang tidak dapat terpisah dari interaksi dengan sesama.
Dengan adanya hubungan antar manusia, kehidupan bermasyarakat pun
muncul. Maka, sebagai dari masyarakat yang tinggal di Indonesia, yang
merupakan negara hukum, penting untuk mematuhi semua peraturan yang
berlaku di negara ini.2

Indonesia merupakan negara yang sebagian besar penduduknya
beragama Islam, dengan begitu hukum yang berlaku di Indonesia sering
merujuk terhadap hukum Islam, seperti contoh pada hukum yang mengatur
mengenai praktik ekonomi Islam. Tujuan hukum tersebut agar dapat mengatur
serta menentukan batas-batas dari hak dan kewajiban masyarakat sehingga
dapat menciptakan suasana tentram pada masyarakat.®

Salah satu praktik ekonomi Islam yang sering digunakan oleh
masyarakat, yaitu wakaf. Harta yang boleh untuk diwakafkan harus berwujud
benda yang menyimpan sebuah manfaat yang baik, merupakan barang pribadi

atau milik sendiri. Benda yang sudah berstatus wakaf tidak dapat diperjual

2 Masduha Abraham, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Perdata Islam, (Surabaya: Central Media,
1992), 74.
8 Zainuddin Ali, Hukum Islam: Pengantar IImu Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika,
2006), 10.



belikan atau digadaikan, sebab wakaf merupakan suatu perkara yang wajib
ditunaikan tanpa adanya hak khiyar (membatalkan atau melangsungkan barang
yang sudah berstatus wakaf).*

Wakaf sebagai suatu lembaga agama digunakan dengan fungsi untuk
ibadah kepada Allah SWT serta untuk sosial. Pada fungsi ibadah wakaf
diharapkan menjadi amal untuk kehidupan di akhirat sedangkan pada fungsi
sosial yaitu sebagai aset yang memiliki nilai pada pembangunan.®

Mengingat sebagian besar objek wakaf adalah tanah, maka sebagai
pelindung untuk mengatur ketetapan dan kejelasan hukum mengenai tanah
wakaf, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
Tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan
Kompilasi Hukum Islam. Tujuan adanya peraturan ini untuk kepastian aset
wakaf yang dikelola dan digunakan sebagai kepentingan umum sesuai dengan
prinsip wakaf pada Islam.

Seiring berjalannya waktu, pengelolaan manfaat wakaf terkadang tidak
sesuai seperti tujuan pada awal wakaf dilaksanakan. Pemanfaatan wakaf juga
sering tidak sesuai seperti yang telah diatur pada Undang-Undang tentang

wakaf. Selain itu, pada proses wakaf yang terjadi sering tidak sama dengan

4 Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 243.

® Abdul Rahman, “Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf (Studi Kasus di Kampung Haji
Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah)” (Skripsi, IAIN Metro, 2019),
https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1989/1/ABDUL %20RAHMAN%20296459.pdf



https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1989/1/ABDUL%20RAHMAN%20296459.pdf

ketentuan hukum yang sedang berlaku sehingga wakaf tersebut
menjadi objek sengketa.®

Salah satu fakta yang terjadi di masyarakat terkait sengketa tanah wakaf
adalah adanya gugatan terhadap tanah yang telah diwakafkan, dengan tujuan
agar tanah tersebut kehilangan kekuatan hukum yang mengikat atau tidak lagi
diakui sebagai tanah wakaf. Contohnya, di Kelurahan Kadia, Kecamatan
Kadia, Kota Kendari, nazhir menggugat tanah wakaf karena tanah tersebut
masih dikuasai oleh nazhir sebelumnya yang merasa memiliki hak atasnya. la
berargumen bahwa wakaf yang dilakukan pada awalnya tidak sah, sehingga
nazhir sebelumnya sebagai penanggung jawab objek wakaf tidak memiliki
dasar hukum. Maka, suatu tindakan penguasaan fisik, baik dengan cara
menempati maupun menduduki tanah wakaf, baik sebagian maupun
seluruhnya, tanpa persetujuan dari nazhir yang sah dianggap sebagai tindakan
melawan hukum dan tanpa hak.

Sengketa yang menjadi perhatian utama dalam masalah ini adalah objek
wakaf berupa sebidang tanah yang telah dibangun di atasnya. Hal ini
disebabkan oleh proses pewakafan tanah yang dilaksanakan oleh wakif tidak
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pewakafan tanah tersebut hanya
didasarkan pada surat wakaf yang disusun secara informal (bukan akta otentik),
dan surat tersebut tidak dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf

(PPAIW) serta tidak diikuti dengan penerbitan sertifikat tanah wakaf. Oleh

® Muhammad Jawad Mughniyah, Figih Lima Mazhab:Ja fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali,
(Jakarta: Lentera, 2011), 670.



karena itu, proses wakaf tersebut tidak memenuhi syarat yang ditetapkan dalam
Undang-Undang.

Dalam putusan nomor 453/Pdt.G/2020/PA.Kdi, dijelaskan bahwa pada
tahun 1994, H. Husein bin Awad (Tergugat I11) telah mewakafkan sebidang
tanah kepada Pimpinan Wilayah Al-Irsyad Al-Islamiyyah Sulawesi Tenggara
(Tergugat I1). Proses wakaf tersebut hanya didasarkan pada surat wakaf yang
dibuat secara informal dan tidak dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf
(PPAIW). Tujuan dari wakaf tersebut adalah untuk kepentingan umat Islam
tertapi Tergugat 111 berpendapat bahwa pengelolaannya tidak dilakukan secara
optimal. Oleh karena itu, pada tahun 2015, Tergugat 111 mewakafkan kembali
objek wakaf tersebut kepada H. Naguib Husein (Penggugat), yang juga
berperan sebagai nazhir. Dalam proses wakaf kedua ini, Tergugat Il
melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang.
Namun, dalam pengelolaan seluruh objek wakaf, Penggugat menghadapi
berbagai kendala dan hambatan terkait rencana renovasi gedung untuk
kepentingan pendidikan Yayasan An-Nur Kendari, disebabkan oleh tindakan
Ibrahim (Tergugat 1l) yang menempati bangunan tersebut. Penggugat telah
beberapa kali dengan sopan meminta Tergugat Il untuk segera meninggalkan
bangunan tersebut, namun Tergugat Il menolak dengan alasan bahwa ia
merupakan bagian dari pengurus Al-Irsyad Al-Islamiyah dan merasa berhak
untuk mengelola objek wakaf itu.

Pada penyelesaian sengketa wakaf, langkah pertama yang diambil adalah

upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, dengan tujuan untuk



menyelesaikan masalah ini secara damai dan kekeluargaan melalui proses
mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama dengan melibatkan seorang
mediator. Namun, dalam kasus ini, kedua belah pihak sepakat untuk tidak
mencapai kesepakatan damai, sehingga perkara tersebut dibawa ke ranah
hukum dan diajukan ke Pengadilan Agama Kendari untuk diperiksa dan diadili
sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh pengadilan agama.

Berdasarkan  putusan nomor  453/Pdt.G/2020/PA.Kdi,  hakim
mengabulkan sepenuhnya gugatan dari Penggugat dan menyatakan bahwa
wakaf yang diberikan oleh Tergugat Il kepada Tergugat Il dalam bentuk
sebidang tanah tidak sah menurut hukum. Hakim juga memutuskan bahwa
surat wakaf yang bertanggal 7 Mei 1994 tidak memiliki kekuatan hukum yang
mengikat. Di sisi lain, wakaf yang dilakukan oleh Tergugat Il kepada
Penggugat berupa sebidang tanah dinyatakan sah menurut hukum. Hakim
menyatakan bahwa Akta Ikrar Wakaf (AIW) dengan nomor KK.24-05-08/1-
a/161/1X/2015, yang dibuat di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Kadia Kota Kendari pada 28 September 2015, serta Sertifikat
Tanah Wakaf No. 00002/Kelurahan Kadia yang dikeluarkan pada 29 Oktober
2015 atas nama Nazhir H. Naguib Husein (Penggugat), adalah sah dan
memiliki kekuatan hukum yang mengikat terhadap objek wakaf tersebut.
Hakim juga menetapkan bahwa Penggugat adalah nazhir yang sah dan
menyatakan bahwa tindakan Tergugat I, yang mengklaim sebagai pengelola
sah objek wakaf, serta tindakan Tergugat 11, yang menempati dan menduduki

objek wakaf, merupakan tindakan yang melanggar hukum. Selanjutnya, hakim



memerintahkan kedua Tergugat untuk mengosongkan objek wakaf tersebut
dan menyerahkannya kepada Penggugat.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti memilih topik ini sebagai fokus
penelitian dengan judul: “Putusan Hakim Tentang Keabsahan Wakaf
Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor
453/Pdt.G/2020/PA.Kdi).”

. Batasan Masalah

Penelitian ini difokuskan pada putusan hakim dalam perkara Nomor
453/Pdt.G/2020/PA.Kdi yang membahas keabsahan wakaf tanah dengan
perspektif hukum positif dan hukum Islam. Objek penelitian dibatasi pada
analisis dokumen putusan tersebut tanpa mencakup perkara lain atau putusan
di luar kasus ini, serta hanya menganalisis prosedur dan legalitas wakaf tanah
sebagaimana yang dipertimbangkan hakim dalam putusan tersebut.

Dari sudut pandang hukum positif, penelitian ini mengacu pada Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 mengenai Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, serta ketentuan yang ada dalam
Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sedangkan dalam perspektif hukum Islam,
penelitian ini menyoroti prinsip-prinsip wakaf menurut imam mazhab, rukun
wakaf menurut Islam, ayat-ayat al-Qur’an dan hadis.

Fokus kajian diarahkan pada legalitas prosedur wakaf tanah menurut
hukum positif dan hukum Islam, serta argumentasi hakim dalam menilai

keabsahan wakaf tersebut. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk



memberikan analisis mendalam terkait perbedaan dalam konteks sistem hukum
positif dan prinsip hukum Islam pada putusan hakim dalam perkara tersebut.
C. Rumusan Masalah
1. Bagaimana putusan hakim tentang keabsahan wakaf tanah perspektif
hukum positif di Indonesia pada putusan Nomor 453/Pdt.G/2020/PA.Kdi?
2. Bagaimana putusan hakim tentang keabsahan wakaf tanah perspektif
hukum Islam pada putusan Nomor 453/Pdt.G/2020/PA.Kdi?
D. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui putusan hakim tentang keabsahan wakaf tanah
perspektif hukum positif di Indonesia pada putusan Nomor
453/Pdt.G/2020/PA.Kdi.
2. Untuk mengetahui putusan hakim tentang keabsahan wakaf tanah
perspektif hukum Islam pada putusan Nomor 453/Pdt.G/2020/PA.Kdi.
E. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangsih
bagi perkembangan ilmu pengetahuan mengenai bagaimana hakim di
pengadilan agama menangani berbagai kasus dan menghasilkan putusan
yang dapat dijadikan referensi untuk menganalisis serta memahami isu-isu
hukum yang berkaitan dengan sengketa wakaf.
2. Manfaat Praktis
Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan

kontribusi yang signifikan bagi peneliti sebagai bahan diskusi mengenai



berbagai masalah yang muncul terkait dengan hak kepemilikan tanah dan
pengelolaan harta wakaf. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat
memberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya yang megambil topik
penelitian yang sama, yaitu permasalahan sengketa wakaf.
F. Definisi Konseptual
1. Hakim

Hakim adalah orang yang menjalankan tugas di Mahkamah Agung
serta di lembaga peradilan yang berada di bawahnya, termasuk dalam
sistem peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata
usaha negara, dan hakim di pengadilan khusus yang termasuk dalam
kategori tersebut.” Seorang hakim wajib mengikuti nilai-nilai hukum dan
rasa keadilan yang ada di masyarakat, memiliki integritas dan kepribadian
baik, adil, jujur, profesional dan berpengalaman di bidang hukum serta
wajib menaati kode etik dan juga pedoman perilaku hakim.®

Seorang hakim memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam
menjalankan tugasnya di lembaga peradilan. Hakim wajib menjaga
independensi dan kemandirian peradilan, serta bertindak berdasarkan
prinsip-prinsip keadilan dan hukum yang berlaku. Dalam melaksanakan
tugasnya, hakim harus mampu menerima, memeriksa, dan memutuskan
perkara dengan adil, jujur, dan tanpa memihak, sesuai dengan ketentuan

yang diatur dalam undang-undang.

7 Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
8 Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman



Dalam menjalankan perannya, hakim juga harus mampu beradaptasi
dengan perkembangan hukum dan masyarakat. Oleh karena itu,
pendidikan dan pelatihan terus-menerus menjadi hal yang esensial bagi
seorang hakim untuk meningkatkan kompetensinya dalam mengadili
perkara karena peran hakim sangat vital dalam memastikan bahwa sistem
peradilan berfungsi dengan baik dan mampu memberikan keadilan bagi
semua pihak yang terlibat dalam proses hukum.®

2. Wakaf

Wakaf adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh wakif
untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian dari harta miliknya agar
dapat digunakan secara permanen atau dalam jangka waktu tertentu sesuai
dengan kepentingannya. Tindakan ini digunakan untuk tujuan ibadah dan
kesejahteraan umum sesuai dengan ajaran agama.*©

Dalam Kompilasi Hukum Islam Buku 11l mengenai Hukum
Perwakafan, Pasal 215 Ayat (1) menjelaskan bahwa wakaf adalah suatu
tindakan hukum yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau badan
hukum untuk memisahkan sebagian dari harta miliknya dan mengelolanya
demi kepentingan ibadah atau kebutuhan umum secara permanen, sesuai

dengan ajaran agama.*

® M. Khusnul Khulug, “Kekuasaan Kehakiman di Indonesia: Struktur dan Peran dalam
Ketatanegaraan,” Pengadilan Agama Poso, 5 November 2024, diakses 5 September 2024,
https://www.pa-poso.go.id/publikasi/arsip-artikel/605-kekuasaan-kehakiman-di-indonesia-
struktur-dan-peran-dalam-ketatanegaraan

10 pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

11 pasal 215 Kompilasi Hukum Islam Buku 111 Hukum Perwakafan



https://www.pa-poso.go.id/publikasi/arsip-artikel/605-kekuasaan-kehakiman-di-indonesia-struktur-dan-peran-dalam-ketatanegaraan
https://www.pa-poso.go.id/publikasi/arsip-artikel/605-kekuasaan-kehakiman-di-indonesia-struktur-dan-peran-dalam-ketatanegaraan
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3. Hukum Positif

Hukum positif, yang juga dikenal sebagai ius constitutum, adalah
kumpulan prinsip dan aturan hukum baik yang tertulis maupun tidak
tertulis yang saat ini berlaku dan memiliki kekuatan mengikat, baik secara
umum maupun Khusus. Hukum ini ditegakkan oleh pemerintah atau
pengadilan di Indonesia. Dengan demikian, deskripsi hukum positif
menunjukkan bahwa ia terdiri dari hukum tertulis, yang dibuat oleh
institusi yang memiliki kuasa untuk menciptakan hukum, serta hukum
yang terbentuk dalam dinamika kehidupan sosial masyarakat tanpa
melalui penetapan oleh entitas yang berotoritas.?

Hukum positif yang diterapkan dalam penelitian ini di Indonesia
mencakup Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf,
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006
mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang
Wakaf, serta Kompilasi Hukum Islam.

4. Hukum Islam

Hukum Islam dalam kerangka sistem hukum di Indonesia
merupakan salah satu bentuk hukum positif yang berlaku di negara ini.
Hukum Islam diakui dan dihormati oleh umat Islam, yang merupakan
kelompok penduduk terbesar di Indonesia. Dalam praktiknya, hukum

Islam berperan sebagai salah satu sistem hukum yang ada dan memiliki

12 Slamet Suhartono, “Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya,” Jurnal limu
Hukum, no. 2(2020), 202 https://doi.org/10.30996/dih.v15i2.2549



https://doi.org/10.30996/dih.v15i2.2549
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peranan yang signifikan dalam mengatur kehidupan masyarakat di
Indonesia.’®* Hukum Islam yang dijadikan acuan dalam penelitian ini
meliputi prinsip-prinsip wakaf menurut imam mazhab, rukun wakaf
menurut Islam, ayat-ayat al-Qur’an dan hadis.
G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini termasuk dalam
kategori penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah
jenis penelitian yang memandang hukum sebagai suatu sistem norma yang
terstruktur. Sistem norma tersebut mencakup prinsip-prinsip, norma, dan
kaidah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, keputusan
pengadilan, perjanjian, serta doktrin atau ajaran hukum.

Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara menganalisis
bahan pustaka.'® Objek yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah
norma atau kaidah hukum. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan
argumentasi hukum yang dapat dijadikan dasar dalam menilai apakah
suatu peristiwa itu benar atau salah, serta untuk menjelaskan cara

pemahaman peristiwa tersebut menurut sudut pandang hukum.*®

13 palmawati Tahir & Dini Handayani, Hukum Islam, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018), 1.

14 Mukti Fajar, Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2023), 34.

15 Soerjono Soekanto, Sri Mamuiji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), 15.
16 Mukti Fajar, Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, 36.
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2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (case approach),

yakni metode penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah kasus-

kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan

jenis ini sering kali digunakan mengenai kasus-kasus yang sudah

mendapat putusan karena kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk

memperoleh suatu gambaran terhadap dampak penormaan suatu aturan

hukum dalam praktik hukum.’

3. Jenis Data dan Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder. Adapun bahan

hukum dari penelitian ini yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

1)

2)

3)

4)

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
Tentang Wakaf.

Kompilasi Hukum Islam Buku Il Hukum Perwakafan.

Putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor

453/Pdt.G/2020/PA.Kdi.

17 Johni lbrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, cet. 111, (Bayumedia Publishing:

Malang, 2007), 321.
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b. Bahan Hukum Sekunder
Sumber data sekunder adalah bahan hukum yang memberikan
penjelasan terkait dengan data primer. Sumber ini juga mencakup
bahan hukum tambahan yang berfungsi untuk memperkuat kevalidan
data primer. Peneliti menggunakan data sekunder yang meliputi buku,
jurnal dan skripsi yang relevan dengan topik penelitian ini.
c. Bahan Hukum Tersier
Berisikan data tambahan bagi bahan hukum primer dan
sekunder yang berfungsi untuk memperkuat kevalidan data. Peneliti
menggunakan data tersier berupa website non-jurnal dari instansi
resmi yang relevan dengan topik penelitian ini.
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam
penelitian ini adalah studi pustaka, yang mencakup pemilihan dan
pengumpulan semua bahan hukum yang relevan untuk mendukung
penelitian ini, serta analisis terhadap bahan hukum tersebut. Proses ini
melibatkan pencarian literatur yang berkaitan dengan topik yang diteliti,
mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, dan melakukan evaluasi
mendalam terhadap materi hukum vyang telah dikumpulkan untuk

memastikan kesesuaiannya dengan tujuan penelitian.
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5. Analisis Bahan Hukum
Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini
meliputi penyuntingan bahan hukum, klasifikasi bahan hukum, verifikasi
bahan hukum, analisis bahan hukum dan pembuatan kesimpulan.
H. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian oleh Ahmad Mathori, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta, dengan judul skripsi “Analisis Pertimbangan Putusan Majelis
Hakim Atas Perkara Sengketa Wakaf Antara Wakif dengan Nadzir
(Analisis Putusan No. 1509/Pdt.G/2019/PA.Dpk).” Jenis penelitian yang
digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui pendekatan
perundang-undangan (Statute Approach) dengan metode pengumpulan
data berupa studi kepustakaan (library research), yakni data primer, data
sekunder dan data tersier.®

2. Penelitian oleh Agung Jupriandi, mahasiswa Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara, dengan judul skripsi “Analisis Putusan Terhadap
Pembatalan Tanah Wakaf Yang Dialihfungsikan (Studi Putusan No.
591/Pdt.G/2019/PA.PIk).” Jenis penelitian yang digunakan adalah
penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan
dengan metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan (library

research), yakni data primer, data sekunder dan data tersier.°

18 Ahmad Mathori, “Analisis Pertimbangan Putusan Majelis Hakim Atas Perkara Sengketa Wakaf
Antara Wakif dengan Nadzir (Analisis Putusan No. 1509/Pdt.G/2019/PA.Dpk)” (Skripsi, UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022) https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/65353
19 Agung Jupriandi, “Analisis Putusan Terhadap Pembatalan Tanah Wakaf Yang Dialihfungsikan
(Studi Putusan No. 591/Pdt.G/2019/PA.P1k)” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
2022)



https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/65353
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3. Penelitian oleh Muhammad Nashirun, Abd. Qohar dan Hilmi Yusron
Rofi’l, mahasiswa UIN Raden Intan Lampung dengan judul jurnal
“Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Putusan Sengketa Tanah Wakaf
(Studi  Putusan No. 0115/Pdt.G/2019/PA.Prw Pengadilan Agama
Kabupaten Pringsewu).” Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian
kepustakaan melalui pendekatan yuridis normatif dengan mengumpulkan
data yang bersumber dari beberapa buku, tesis, jurnal, dan artikel yang
berkaitan.?

4. Penelitian oleh Muhammad Anas Fauzi, mahasiswa UIN Walisongo
Semarang, dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Pembatalan Ikrar Wakaf (Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto
Nomor: 795/Pdt. G/2008/Pa.Pwt. Tentang Pembatalan Ikrar Wakaf).”
Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (Legal Research)
melalui pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) dan
pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dengan analisis data
berupa analisis deskriptif kualitatif.?

5. Penelitian oleh Najmudin, Syihabudin dan Hasuri, dengan judul jurnal
“Penyelesaian Sengketa Wakaf Di Desa Kubang Puji Dalam Perspektif

Hukum Positif Di Indonesia.” Jenis penelitian yang digunakan adalah field

http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/20050/SKRIPSI_AGUNG%20JUPRIAN
DI_1806200063.pdf?sequence=1

20 Muhammad Nashirun, Abd. Qohar dan Hilmi Yusron Rofi’l, “Analisis Maslahah Mursalah
Terhadap Putusan Sengketa Tanah Wakaf (Studi Putusan No. 0115/Pdt.G/2019/PA.Prw Pengadilan
Agama Kabupaten Pringsewu),” AL-MAQASHIDI: Journal Hukum Islam Nusantara, no. 2(2022)
https://journal.unugiri.ac.id/index.php/almagashidi/article/view/1322/899

2L Muhammad Anas Fauzi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Tkrar Wakaf (Analisis
Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 795/Pdt. G/2008/Pa.Pwt. Tentang Pembatalan Ikrar
Wakaf)” (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2019) https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/10697



http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/20050/SKRIPSI_AGUNG%20JUPRIANDI_1806200063.pdf?sequence=1
http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/20050/SKRIPSI_AGUNG%20JUPRIANDI_1806200063.pdf?sequence=1
https://journal.unugiri.ac.id/index.php/almaqashidi/article/view/1322/899
https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/10697
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research (penelitian lapangan) dengan metode penelitian yuridis empiris

dengan sifat penelitian adalah deskriptif analitis.??

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No Nama Jud_u_l Identitas | Persamaan | Perbedaan
Peneliti Penelitian
1. | Ahmad Analisis Skripsi Penelitian Penelitian
Mathori Pertimbang | (UIN Syarif | yang yang
an Putusan | Hidayatulla | dilakukan dilakukan
Majelis h Jakarta oleh Ahmad | oleh Ahmad
Hakim Atas | tahun 2022) | Mathori dan | Mathori
Perkara peneliti ini | lebih
Sengketa berfokus menekanka
Wakaf pada n pada
Antara analisis dasar
Wakif putusan pertimbang
dengan hakim di an hakim
Nadzir pengadilan | dari sudut
(Analisis agama pandang
Putusan No. terkait hukum
1509/Pdt.G/ sengketa positif,
2019/PA.D perwakafan. | sedangkan
pk) peneliti ini
mengadopsi
perspektif
yang
mencakup
baik hukum
positif
maupun
hukum
Islam.
2. | Agung Analisis Skripsi Penelitian Penelitian
Jupriandi | Putusan (Universitas | Agung Agung
Terhadap Muhammad | Jupriandi Jupriandi
Pembatalan | iyah dan peneliti | lebih fokus
Tanah Sumatera ini terfokus | pada dasar
Wakaf Utara tahun | pada pertimbang
Yang 2022) analisis an hakim

22 Najmudin, dkk., “Penyelesaian Sengketa Wakaf Di Desa Kubang Puji Dalam Perspektif Hukum

Positif D1

Indonesia,”

Mizan:

https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.893

Journal of

Islamic

Law, no.

1(2021):  43-56


https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.893

17

Dialihfungsi putusan dari sudut
kan (Studi hakim pandang
Putusan No. pengadilan | hukum
591/Pdt.G/2 agama yang | positif,
019/PA.PIk) berkaitan sementara
dengan peneliti ini
sengketa menggunak
perwakafan. | an
perspektif
yang
mencakup
baik hukum
positif
maupun
hukum
Islam.
Muhamma | Analisis Al- Kesamaan Penelitian
d Maslahah Magashidi: | dengan yang
Nashirun, | Mursalah Jurnal peneliti dilakukan
Abd. Terhadap Hukum terletak oleh
Qohar dan | Putusan Islam pada Muhammad
Hilmi Sengketa Nusantara pembahasan | Nashirun
Yusron Tanah tahun 2022 | mengenai dan rekan-
Rofi’l Wakaf analisis rekannya
(Studi putusan menggunak
Putusan No. hakim di an
0115/Pdt.G/ pengadilan | perspektif
2019/PA.Pr agama maslahah
w terkait mursalah,
Pengadilan sengketa sementara
Agama perwakafan. | peneliti ini
Kabupaten mengadopsi
Pringsewu) perspektif
hukum
positif dan
hukum
Islam.
Muhamma | Tinjauan Skripsi Penelitian Penelitian
d Anas Hukum (UIN yang yang
Fauzi Islam Walisongo | dilakukan dilakukan
Terhadap Semarang oleh oleh
Pembatalan | tahun 2019) | Muhammad | Muhammad
Ikrar Wakaf Anas Fauzi | Anas Fauzi
(Analisis dan peneliti | membahas
Putusan ini berfokus | tentang
Pengadilan pada pembatalan
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Agama analisis ikrar wakaf,
Purwokerto putusan sedangkan
Nomor: hakim di penelitian
795/Pdt. pengadilan | ini fokus
G/2008/Pa. agama pada
Pwit. terkait keabsahan
Tentang sengketa wakaf.
Pembatalan yang
Ikrar melibatkan
Wakar) perwakafan.
5. | Najmudin, | Penyelesaia | Mizan: Kesamaan Penelitian
Syihabudi | n Sengketa | Journal of | dengan yang
n dan Wakaf Di Islamic Law | peneliti dilakukan
Hasuri Desa tahun 2021 | terletak oleh
Kubang pada Najmudin
Puji Dalam pembahasan | dan rekan-
Perspektif mengenai rekannya
Hukum sengketa menggunak
Positif Di wakaf. an jenis
Indonesia penelitian
hukum
empiris
sedangkan
peneliti
menggunak
an
penelitian
hukum
normatif

I. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, untuk mempermudah pemahaman dan menyusun

laporan secara sistematis, peneliti menyajikan struktur penulisan yang terdiri

dari empat bab sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Menjelaskan secara umum mengenai latar belakang permasalahan yang

diteliti, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, definisi konseptual, metode penelitian, penelitian terdahulu dan
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sistematika pembahasan. Bab ini berfungsi sebagai pengantar untuk materi
yang akan dibahas lebih mendalam, mengenai putusan hakim tentang
keabsahan wakaf tanah pada putusan nomor 453/Pdt.G/2020/PA.Kdi.
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan mengenai kajian pustaka yang mencakup tinjauan umum
tentang wakaf, tinjauan umum mengenai pengadilan agama, serta tinjauan
umum terkait hukum positif dan hukum Islam.
BAB IlI: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam
rumusan masalah, yang berkaitan dengan analisis putusan hakim mengenai
keabsahan wakaf tanah dari perspektif hukum positif dan hukum Islam.
BAB IV: PENUTUP

Bab ini adalah bab terakhir yang berfungsi sebagai penutup, mencakup

kesimpulan serta saran dari peneliti yang diperoleh melalui hasil penelitian.



BAB |1

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Wakaf
1. Wakaf Menurut Bahasa

Wakaf menurut bahasa berasal dari kata al-waqf (wakaf), al-habs
(menahan) dan at-tasbil (berderma untuk sabilillah). Kata wakaf berasal
dari bentuk masdar waqfu asy-syai’ yang berarti menahan sesuatu. Pada
pengertian secara istilah wakaf dijabarkan sebagai tindakan menahan
pemakaian dan pemberian aset, di mana seseorang dapat memanfaatkan
atau menggunakan hasil dari aset tersebut untuk tujuan amal, selama
barang tersebut masih ada.?®

Baik al-habs atau al-wagf memiliki arti yang terkait dengan konsep
menahan, melarang, dan mempertahankan. Istilah "menahan” digunakan
karena wakaf dilindungi dari kerusakan, penjualan, dan segala tindakan
yang tidak sesuai dengan tujuan awal wakaf. Selain itu, istilah ini juga
merujuk pada penahanan manfaat dan hasil dari wakaf yang dilarang untuk
diakses oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Selain disamakan dengan al-
habs, istilah al-waqgf juga memiliki kesamaan dengan at-tasbil, yang
berarti mengalirkan manfaatnya kepada yang berhak. Sebagaimana

dijelaskan pada sabda Nabi:?*

23 Ana Indah Lestari, “Revitalisasi Wakaf Untuk Kemaslahatan Umat,” Jurnal Zakat dan Wakaf, no.
1(2019): 57 https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/3031/2288

24 Abdurrohman Kasdi, Figih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif, (Yogyakarta: Idea
Press, 2021), 7.

20


https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/3031/2288
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Artinya:
“Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu dan engkau
sedekahkan (hasilnya). ” (HR. Al-Bukhari).?®

Hadis ini menunjukkan bahwa wakaf adalah salah satu bentuk amal
jariyah, di mana harta yang diwakafkan tetap ada dan tidak boleh dijual,
dihibahkan, atau diwariskan. Hasil dari harta tersebut dapat digunakan
untuk kepentingan sosial, seperti membantu orang-orang yang
membutuhkan. Hadis ini tidak hanya menekankan pentingnya wakaf
sebagai instrumen sosial tetapi juga memberikan panduan praktis tentang
bagaimana melaksanakannya dengan benar dan sesuai dengan ajaran
Islam.

Menahan pokok harta berarti wakif (pihak yang mewakafkan) tetap
memiliki hak atas harta tersebut, tetapi tidak dapat mengalihkan
kepemilikannya. Ini menegaskan bahwa wakaf bukanlah sekadar
melepaskan harta, tetapi lebih kepada pengelolaan harta untuk tujuan
kebaikan. Hasil dari wakaf dapat disedekahkan kepada mereka yang
membutuhkan, seperti fakir miskin, kerabat, dan orang-orang yang berhak
menerima. Ini mencerminkan semangat berbagi dan kepedulian sosial

dalam Islam.?®

%5 Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, al-Jami' as-Shahih, Juz 2, (Pakistan: al-
Maktabah as-Salafiyyah, 1403 H), 297.

26 Administrator, “Sejarah dan Perkembangan Wakaf,” BWI Perwakilan Kota Malang, 28 November
2019, diakses 5 September 2024, https://bwikotamalang.net/read/113405ddf4e2986367-Sejarah-
dan-Perkembangan-Wakaf



https://bwikotamalang.net/read/113405ddf4e2986367-Sejarah-dan-Perkembangan-Wakaf
https://bwikotamalang.net/read/113405ddf4e2986367-Sejarah-dan-Perkembangan-Wakaf
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2. Wakaf Menurut Imam Mazhab
a. Wakaf Menurut Imam Syafi’i

Imam Syafi'i mendefinisikan wakaf sebagai proses melepaskan
harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif. Wakif tidak boleh
melakukan apa pun terhadap harta yang diwakafkan, misalnya dengan
menjual atau menukar dengan barang lain. Setelah wakif meninggal,
maka harta tersebut tidak boleh diwariskan kepada ahli warisnya
karena yang dapat disalurkan hanya berupa manfaat dari barang yang
diwakafkan tersebut.?’

Wakaf adalah bentuk pengabdian kepada Allah dan masyarakat
yang bersifat permanen. Manfaat dari harta wakaf dapat disalurkan
kepada mauqufialaih, yaitu pihak-pihak yang berhak menerima
manfaat dari wakaf tersebut. Dengan demikian, wakaf menjadi
instrumen untuk menyalurkan kebaikan dan mendukung kegiatan
sosial yang bermanfaat bagi masyarakat luas.?

Dalam konteks ini, penting bagi wakif untuk memastikan bahwa
harta yang diwakafkan memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku,
serta dikelola dengan baik oleh nazhir atau pengelola wakaf.
Pengelolaan yang baik akan memastikan bahwa manfaat dari harta

wakaf terus mengalir dan memberikan dampak positif dalam jangka

27 Juhaya S. Praja, Perwakafan di Indonesia Sejarah, Pemikiran, Hukum, dan Perkembanganya,
(Bandung: Yayasan PIARA, 1995), 19.

28 Didah Kamilatul Hasanah, “Wakaf Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i Dan
Imam Ahmad Bin Hambal,” Al-Akhbar: Jurnal Illmiah Keislaman, no. 1(2023): 3
https://ejournal.unma.ac.id/index.php/aa/article/view/4302



https://ejournal.unma.ac.id/index.php/aa/article/view/4302
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panjang. Oleh karena itu, wakaf bukan hanya sekadar tindakan
hukum, tetapi juga merupakan komitmen moral untuk berkontribusi
pada kesejahteraan sosial dan spiritual masyarakat.
b. Wakaf Menurut Imam Maliki

Menurut Imam Maliki, wakaf tidak menghilangkan hak milik
wakif atas harta yang diwakafkan; sebaliknya, wakaf tersebut
membatasi wakif dari melakukan tindakan yang dapat mengalihkan
kepemilikannya kepada pihak lain. Dengan demikian, kepemilikan
atas benda wakaf tetap berada pada pemberi, karena terdapat
pemahaman bahwa penerima wakaf berfungsi seperti seorang hamba
yang melayani tuannya sepanjang hidupnya. Ini berarti bahwa
penerima wakaf tidak memiliki hak milik atas benda wakaf yang
mereka kelola.?®

Dalam pandangan ini, wakif tetap bertanggung jawab atas
pengelolaan dan penggunaan harta wakaf tersebut, meskipun
manfaatnya disalurkan kepada pihak lain. Wakif diharuskan untuk
menyedekahkan manfaat dari harta yang diwakafkan dan tidak
diperbolehkan menarik kembali wakafnya setelah proses perwakafan
dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun harta tersebut
digunakan untuk tujuan kebaikan, hak milik atas benda tersebut tetap

berada di tangan wakif.°

29 Muhammad Abid Abdullah, Hukum Wakaf, (Jakarta: IIMaN Press, 2004), 55.
%0 Didah Kamilatul Hasanah, “Wakaf Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i Dan
Imam Ahmad Bin Hambal,” 3.
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Dengan demikian, konsep wakaf dalam mazhab Maliki
mencerminkan keseimbangan antara hak milik individu dan tanggung
jawab sosial, di mana harta yang diwakafkan tetap menjadi milik
wakif tetapi dimanfaatkan untuk kebaikan masyarakat.

c. Wakaf Menurut Imam Abu Hanifah

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa wakaf yaitu suatu tindakan
yang menjaga dan mensyahrikan barang milik orang yang berwakaf
demi kebaikan. Menurut Mazhab Hanafi, mewakafkan harta tidak
berarti sepenuhnya melepaskan hak kepemilikan, karena wakif masih
diperbolehkan untuk mengambil kembali hartanya kapan saja dan
juga memiliki hak untuk menjualnya. Harta wakaf pun dapat
digunakan oleh ahli waris jika wakif telah meninggal dunia. Namun
terdapat pengecualiannya: jika wakaf dilakukan melalui wasiat yang
ditetapkan oleh hakim dan harta wakaf digunakan untuk masjid, maka
menurut Mazhab Hanafi, wakaf tersebut tidak boleh ditarik kembali.®*

Dalam konteks ini, meskipun wakif memiliki hak untuk menarik
kembali atau menjual harta yang diwakafkan, hal ini tidak berlaku
untuk wakaf yang ditujukan untuk kepentingan umum atau masjid, di
mana harta tersebut dianggap sebagai milik Allah dan tidak dapat
dipindahtangankan. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada

fleksibilitas dalam kepemilikan harta wakaf menurut Mazhab Hanafi,

31 Suhrawardi K. Lubis, Wakaf dan Pemberdayaan Umat, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 4.
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prinsip dasar dari wakaf tetap adalah untuk memberikan manfaat
kepada masyarakat.®2
d. Wakaf Menurut Imam Hambali

Imam Hambali mengartikan wakaf sebagai tindakan yang
membatasi kebebasan pemilik harta dalam menggunakan hartanya
yang bermanfaat, sambil menjaga keutuhan harta tersebut dan
mengalihkan semua hak penguasaan atasnya. Manfaat dari wakaf ini
dipakai sebagai tujuan kebaikan yang dapat mendekatkan diri kepada
Allah SWT %

Imam Hambali berpendapat sejalan dengan pandangan Imam
Syafi’i bahwa harta wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan, atau
diwariskan kepada siapa pun. Namun, jika benda wakaf sudah tidak
berfungsi atau tidak lagi sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh
wakif Imam Hambali berpendapat bahwa penjualan, pengubahan,
penggantian, atau pemindahan benda wakaf tersebut diperbolehkan.
Kebolehan ini bertujuan agar benda wakaf dapat berfungsi kembali
atau memberikan manfaat sesuai dengan tujuan wakaf, atau untuk
mencapai manfaat yang lebih besar bagi kepentingan umum, terutama

bagi umat Islam.

32 Didah Kamilatul Hasanah, “Wakaf Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i Dan
Imam Ahmad Bin Hambal,” 2-3.

3 Jubaedah, “Dasar Hukum Wakaf”, Tazkiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan
Kebudayaan, No. 2(2019): 258 https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/1153



https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/1153
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3. Wakaf Menurut Undang-Undang

Pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf
didefinisikan sebagai tindakan hukum dari wakif untuk memisahkan
dan/atau menyerahkan sebagian dari harta miliknya agar dapat
dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan
kepentingannya, untuk keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum
berdasarkan prinsip syariah.3

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa wakaf
adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau
badan hukum untuk memisahkan sebagian dari harta miliknya dan
mengelolanya secara permanen untuk kepentingan ibadah atau kebutuhan
umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.®

Definisi tersebut mencakup dua aspek. Pertama, pihak yang
mewakafkan harta bendanya disebut wakif, tanpa membedakan apakah
pihak tersebut adalah individu, kelompok, atau badan hukum. Kedua,
mengenai durasi wakaf, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 secara
eksplisit menyatakan bahwa benda wakaf dapat dimanfaatkan selamanya
atau untuk jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2004 diakui adanya wakaf yang bersifat mu agqat
(dengan jangka waktu tertentu). Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum

Islam (KHI) dinyatakan bahwa wakaf bersifat mu’abbad (abadi atau

34 pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
% Pasal 215 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam
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selamanya), di mana benda yang telah diwakafkan tidak bisa ditarik
kembali karena bukan lagi milik wakif.
Dasar Hukum

Secara umum, tidak ada ayat dalam al-Quran yang secara jelas
menjelaskan tentang konsep wakaf. Mengingat wakaf termasuk dalam
kategori infaq fi sabilillah, para ulama merujuk pada dalil al-Quran yang
membahas infaq fi sabilillah untuk menjelaskan konsep wakaf ini.

Beberapa dari ayat-ayat tersebut antara lain:®

“"ngupm vﬁ\&f\w/ ug;wbj;”gfgigiigizlg,&gj@
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Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil
usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari
bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan,
padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan
mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi
Maha Terpuji." (QS. Al-Bagarah Ayat 267)3

|
w
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Artinya:

"Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna)
sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun
yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.”
(QS. Ali 'Imran Ayat 92)3®

36

Badan Wakaf Indonesia, “Dasar Hukum Wakaf” diakses 24 Oktober 2023,

https://mww.bwi.go.id/dasar-hukum-wakaf/

37 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: CV Indah Press, 2002), 46.
38 Agama RI, Al-Qur’an, 63.
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Adapun hadis yang menjelaskan tentang wakaf adalah hadis Umar

bin Khattab ketika mewakafkan tanah di Khaibar:

o 1 B s Ot ol Glesd o 5ak BTG A g 13 3 2
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Artinya:

“Dari Ibn Umar ra, bahwa Umar bin Khattab mendapatkan bagian tanah
di Khaibar, kemudian ia menemui Nabi Muhammad saw untuk meminta
arahan. Umar berkata: ‘Wahai Rasulullah saw, aku mendapatkan
kekayaan berupa tanah yang sangat bagus, yang belum pernah
kudapatkan sebelumnya. Apa yang akan engkau sarankan kepadaku
dengan kekayaan itu?’ Nabi bersabda: ‘Jika kamu mau, kau bisa
mewakafkan pokoknya dan bersedekah dengannya.’ Lalu Umar
menyedekahkan tanahnya dengan persyaratan tidak dijual, tidak
dihibahkan, dan tidak diwariskan. Umar menyedekahkan tanahnya untuk
orang-orang fakir, kerabat, untuk memerdekakan budak, sabilillah, ibn
sabil, dan tamu. Tidak berdosa bagi orang yang mengurusinya jika
mencari atau memberi makan darinya dengan cara yang baik dan tidak
menimbun.” (HR. Bukhari)3®

Di Indonesia, dasar hukum wakaf berpatokan pada hukum positif,
seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan

Buku 111 Hukum Perwakafan Kompilasi Hukum Islam.

39 Abi Abdullah Muhammad, al-Jami’ as-Shahih, 297.
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5. Tata Cara Pelaksanaan Wakaf

Pada Kompilasi Hukum Islam dibahas mengenai tata cara
pelaksanaan wakaf, yaitu pihak yang ingin melakukan wakaf dapat
menyampaikan ikrar wakaf di depan Pejabat Pembuatan Akta Ikrar Wakaf
untuk melaksanakan proses tersebut. Isi dan format dari Ikrar Wakaf
ditentukan oleh Menteri Agama, pelaksanaan ikrar dan pembuatan Akta
Ikrar Wakaf dianggap sah apabila dihadiri dan disaksikan oleh dua orang
saksi saat melaksanakan ikrar tersebut, pihak yang melakukan wakaf
diwajibkan untuk menyerahkan bukti kepemilikan atas harta yang akan
diwakafkan. Jika objek yang diwakafkan adalah benda tidak bergerak,
maka harus dilengkapi dengan surat keterangan dari Kepala Desa yang
diperkuat oleh Camat setempat. Surat tersebut harus menjelaskan
kepemilikan atas benda tidak bergerak yang dimaksud, serta dilengkapi
dengan dokumen tertulis yang menjadi bukti kepemilikan benda tersebut.

Setelah harta wakaf diserahkan, pengawasan dan pengelolaan harta
tersebut dilaksanakan secara bersama oleh Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan, Majelis Ulama Kecamatan, dan Pengadilan Agama yang
berwenang. Ini menunjukkan bahwa pengawasan tidak hanya menjadi

tanggung jawab pihak eksekutif, tetapi juga melibatkan kolaborasi antara

40 Pasal 223 Kompilasi Hukum Islam Buku 111 Hukum Perwakafan
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eksekutif dan yudikatif untuk memastikan bahwa harta wakaf digunakan
sesuai dengan tujuan dan maksud yang telah ditetapkan.*!

Prosedur pelaksanaan wakaf yang sesuai melibatkan beberapa
langkah penting, termasuk persiapan dari calon wakif, pengucapan ikrar
wakaf yang disaksikan oleh dua orang saksi, penyerahan dokumen-
dokumen yang relevan, pendaftaran harta benda yang diwakafkan, serta
pengawasan dan pengelolaan harta wakaf oleh pihak yang berwenang.
Semua langkah ini bertujuan untuk memastikan keabsahan dan keamanan
aset wakaf, sehingga manfaat dari wakaf tersebut dapat terjamin untuk
periode yang telah ditentukan.

B. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Agama
1. Definisi

Pengadilan Agama yaitu pengadilan tingkat pertama yang berlokasi
di ibu kota kabupaten atau kota, dengan wilayah hukum yang mencakup
daerah tersebut.*? Pengadilan Agama dibentuk melalui Keputusan
Presiden® untuk berfungsi sebagai salah satu pelaksana kekuasaan
kehakiman bagi masyarakat yang mencari keadilan untuk Islam,
khususnya dalam menangani perkara-perkara tertentu sesuai dengan

ketentuan dalam Undang-Undang.**

41 Pasal 227 Buku 111 Hukum Perwakafan Kompilasi Hukum Islam

42 pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

43 Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

4 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
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Sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama
memiliki peran untuk memastikan bahwa setiap proses hukum yang
melibatkan perkara-perkara yang menjadi kewenangannya dijalankan
dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Fungsi utama
dari Pengadilan Agama ini sejalan dengan prinsip dasar bahwa kekuasaan
kehakiman dilaksanakan oleh pengadilan-pengadilan yang bebas dari
pengaruh pihak mana pun.

Dalam pelaksanaannya, Pengadilan Agama tidak berpusat pada
penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan, tetapi juga mengutamakan
upaya damai (islah) sebelum mengambil keputusan. Ini merupakan salah
satu ciri khas dari sistem hukum Islam yang menekankan pentingnya
penyelesaian perselisihan melalui musyawarah dan mufakat. Oleh karena
itu, dalam banyak kasus, Pengadilan Agama berusaha mendorong pihak-
pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan damai dengan
melakukan mediasi terlebih dahulu sebelum perkara diadili.*®

Untuk melaksanakan tugasnya, Pengadilan Agama yang dipimpin
oleh seorang Ketua Pengadilan dan didukung oleh hakim-hakim yang
memiliki keahlian dalam bidang hukum Islam. Para hakim ini berperan
untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan mengacu pada
sumber-sumber hukum Islam, seperti Al-Quran, Hadis serta peraturan

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

45 Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi
di Pengadilan
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Dengan hadirnya Pengadilan Agama di setiap kabupaten/kota,
masyarakat beragama Islam dapat mudah mengakses layanan hukum yang
sesuai dengan keyakinan mereka. Pengadilan Agama juga berperan dalam
melindungi hak-hak umat Islam dalam bidang-bidang yang menjadi
kewenangannya, serta memastikan bahwa setiap proses penyelesaian
sengketa dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan hukum yang
sedang berlaku.

2. Tugas dan Wewenang

Pengadilan Agama bertugas untuk memeriksa, mengadili,
memutuskan, dan menyelesaikan perkara yang melibatkan individu-
individu beragama Islam pada tingkat pertama dalam beberapa bidang,
antara lain:*® “perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq,
sadagah dan ekonomi syariah.”

Dalam perihal wakaf, Pengadilan Agama memiliki kewenangan
untuk memeriksa dan mengadili kasus-kasus yang berkaitan dengan
wakaf, termasuk pengajuan wakaf yang tidak sesuai dengan syariat Islam.
Dalam menangani kasus-kasus ini, Pengadilan Agama harus
mempertimbangkan apakah wakaf yang diajukan sudah memenuhi syarat-
syarat yang ditetapkan oleh hukum Islam, seperti niat yang jelas dan tidak

terikat oleh syarat tertentu. Selain itu, Pengadilan Agama juga harus

46 pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
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memastikan bahwa ikrar wakaf telah disaksikan oleh dua orang saksi yang
sah dan disetujui oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Dengan demikian, Pengadilan Agama memiliki peran yang sangat
penting dalam menegakkan keadilan dan memberikan solusi hukum yang
sesuai dengan norma-norma agama Islam. Dalam menangani kasus-kasus
yang berkaitan dengan hukum keluarga, sosial, dan ekonomi, Pengadilan
Agama harus mempertimbangkan syariat Islam serta hukum perdata yang
berlaku, sehingga manfaat hukum dapat terjamin dalam jangka waktu yang
panjang.

3. Putusan Pengadilan

Putusan yaitu produk hukum yang dihasilkan oleh hakim, berupa
pernyataan resmi yang dituangkan berupa bentuk tertulis dan disampaikan
secara lisan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil
dari pemeriksaan perkara gugatan.*’

Keputusan pengadilan bisa diambil setelah melalui serangkaian
tahapan pemeriksaan perkara yang menghasilkan putusan hukum dari
hakim. Pengambilan keputusan tidak dapat dilakukan tanpa adanya
keputusan dari majelis hakim, karena putusan hukum berfungsi sebagai
dasar dalam pengambilan keputusan yang akan diberikan kepada pihak-
pihak yang bersengketa. Secara umum, putusan pengadilan yaitu hasil dari

keputusan dari majelis hakim yang menandai akhir dari proses

47 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2005), 251.
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pemeriksaan perkara dan berisi penyelesaian terhadap sengketa yang
ada.*®

Dilihat dari segi fungsinya dalam menyelesaikan perkara, terdapat
dua jenis putusan:*®

a. Putusan akhir, keputusan yang menandai selesainya pemeriksaan
suatu perkara di pengadilan, baik setelah melalui proses pemeriksaan
yang keseluruhan maupun yang belum, atau bahkan yang tidak
menjalani tahapan pemeriksaan sama sekali.

b. Putusan sela, keputusan yang diambil selama proses pemeriksaan
perkara berlangsung, bertujuan untuk memastikan bahwa jalannya
pemeriksaan tidak terhambat. Keputusan ini hanya memengaruhi arah
persidangan dan tidak mengakhiri keseluruhan proses pemeriksaan.

Apabila dilihat dari segi isinya terhadap perkara/gugatan terbagi
menjadi empat macam, yaitu:>°

a. Menolak gugatan Penggugat. Keputusan ini termasuk dalam kategori
putusan negatif. Putusan penolakan adalah keputusan dari Hakim
yang menyatakan bahwa Hakim "tidak menerima gugatan
penggugat/permohonan pemohon" atau dapat juga diartikan sebagai
"permohonan  pemohon/gugatan  penggugat ditolak” karena
permohonan atau gugatan yang diajukan tidak memenuhi syarat

hukum, baik dari segi formil maupun materiil.

48 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 797.
49 Erfaniah Zuhriah, Peradilan Agama Indonesia, (Malang: Setara Press, 2016), 172.
%0 Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, 252-260.



35

b. Menolak semua gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Putusan ini
termasuk dalam kategori putusan negatif. Penolakan terhadap gugatan
tersebut merupakan keputusan akhir yang diambil setelah melalui
seluruh tahap pemeriksaan, di mana terbukti bahwa argumen-argumen
yang disampaikan tidak dapat dibuktikan.

c. Mengabulkan sebagian dari gugatan Penggugat dan menolak sisanya.
Putusan ini termasuk dalam kategori putusan campuran, yang
mengandung elemen positif dan negatif.

d. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan. Putusan ini
termasuk dalam kategori putusan positif, yang dijatuhkan ketika
semua syarat gugat telah terpenuhi dan seluruh argumen yang
mendukung petitum telah terbukti. Prinsip dasarnya adalah setiap
petitum harus didukung oleh dalil gugat.

C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Positif dan Hukum Islam
1. Hukum Positif

Terminologi hukum positif (ius constitutum) digunakan untuk
membedakannya dari hukum alam (natural law) serta dari hukum yang
akan datang (ius constituendum). Istilah hukum positif juga berfungsi
untuk membedakan dengan norma-norma hukum yang tidak dipositifkan,
yaitu norma-norma hukum tidak tertulis yang berlaku dan dihormati oleh
masyarakat, yang selanjutnya dikenal sebagai "hukum yang berlaku saat

ini."%t

51 Slamet Suhartono, “Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya,”, 201-202
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lus constitutum merupakan istilah dalam bahasa Latin yang berarti
hukum yang telah ditetapkan.®? Menurut Sudikno Mertokusumo dalam
bukunya, ius constitutum merujuk pada hukum yang berlaku saat ini dan
hukum yang sudah ditetapkan. Sementara itu, ius constituendum yaitu
hukum yang diharapkan akan ada di masa depan. lus constituendum
mencakup hukum yang masih perlu ditetapkan, yaitu hukum yang akan
datang. Perbedaan antara ius constitutum dan ius constituendum terletak
pada faktor waktu, yaitu masa kini dan masa depan. Dalam konteks ini,
hukum yang dipahami sebagai sistem hukum yang dikenal dengan istilah
"hukum positif." Setelah diundangkan, ius constituendum bertransformasi
menjadi ius constitutum. Dengan demikian, ius constitutum saat ini
dulunya merupakan ius constituendum.
Berikut ini adalah beberapa pandangan para ahli mengenai definisi
hukum:>*
a. Immanuel Kant, hukum dapat dipahami sebagai keseluruhan norma
yang mengharuskan individu untuk menyelaraskan kebebasan
mereka dengan kebebasan orang lain, dengan cara mematuhi

ketentuan yang mengatur kebebasan tersebut.

52 Hariyanto Sofyan Benyal, “Transformasi Kewenangan DPD Dalam Ius Constitutum Ke Arah Ius
Constituendum Demi Kesetaraan Dalam Bikameral,” Jurnal Panorama Hukum, no. 1(2020): 84
https://doi.org/10.21067/jph.v5i1.4202

53 Adminuniv, “Ius Constitutum dan Tus Constituendum,” Fakultas Hukum UMSU, 4 Januari 2022,
diakses 26 September 2024, https://fahum.umsu.ac.id/ius-constitutum-dan-ius-constituendum/

5 Arif Sugitanata, dkk,. “Hukum Positif dan Hukum Islam: Analisis Tata Cara Menemukan Hukum
dalam Kacamata Hukum Positif dan Hukum Islam,” JURISY: Jurnal llmiah Syariah, no. 1(2023):
4-5 https://doi.org/10.37348/jurisy.v3i1.242



https://doi.org/10.21067/jph.v5i1.4202
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b. Thomas Hobbes, hukum dapat dipahami sebagai suatu perintah dan
larangan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang, di mana
perintah dan larangan tersebut mengharuskan individu lain untuk
mematuhi berdasarkan kekuasaan yang dimiliki.

c. Utrecht, hukum berperan sebagai pedoman hidup yang mencakup
perintah dan larangan untuk menjaga ketertiban serta kedamaian,
yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Jika terjadi pelanggaran, akan
ada konsekuensi yang dijatuhi oleh pemerintah.

d. Jhon Austin, hukum dapat diartikan sebagai aturan yang dibuat
untuk memberikan pedoman hidup bagi individu yang berakal,
dengan kekuasaan yang dimiliki untuk mengatur perilaku mereka.

e. Satjipto Rahardjo, hukum dapat dipahami sebagai seperangkat
norma dan hasil karya manusia yang berfungsi untuk pegangan
perilaku, mencerminkan kemauan manusia dengan tujuan untuk
membina dan memberikan arahan.

Dalam hukum, terdapat beberapa elemen yang dapat dikategorikan
ke dalam berbagai bagian, seperti:>®

a. Subjek hukum, seseorang yang memiliki wewenang, hak, dan
kemampuan untuk melakukan tindakan hukum juga berfungsi
sebagai pendukung yang memiliki otoritas dalam konteks hukum

untuk melakukan tindakan yang memperkuat hak-hak tersebut.

% Sugitanata, “Hukum Positif dan Hukum Islam,” 6.
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b. Objek hukum, sesuatu yang memberikan keuntungan bagi subjek
hukum dan dapat berfungsi sebagai objek dalam konteks tertentu
yang relevan.

c. Perbuatan hukum, tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum dapat
menghasilkan hak dan kewajiban.

d. Peristiwa hukum, terjadi di masyarakat yang memiliki dampak atau
akibat tertentu.

Karakteristik atau ciri-ciri hukum positif yang mencakup beberapa
aspek penting, antara lain ditetapkan oleh otoritas yang berwenang,
berhubungan dengan perilaku manusia yang dapat diamati, merupakan
hasil dari proses rasionalisasi, serta memiliki eksistensi yang dikenal
sebagai keberlakuan hukum. Selain itu, hukum positif juga memiliki
bentuk, struktur, dan lembaga hukum tertentu yang mendukung
penerapannya. Yang terakhir, hukum positif memiliki tujuan yang ingin
dicapai, baik untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat maupun
untuk melindungi hak-hak individu dan kelompok.*®

Produk hukum positif di Indonesia yang mengatur mengenai wakaf
mencakup beberapa peraturan, antara lain:

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-
Undang ini merupakan dasar hukum utama yang mengatur mengenai
wakaf di Indonesia. Undang-Undang ini memberikan pengertian, prinsip,

tujuan, rukun dan syarat wakaf. Selain itu, undang-undang ini juga

% Slamet Suhartono, “Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya,” 203.
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mengatur tata cara pelaksanaan wakaf, termasuk peran Nazhir (pengelola
wakaf), harta benda yang dapat diwakafkan, serta pengawasan dan
pembinaan terhadap pengelolaan wakaf. Salah satu inovasi penting adalah
perluasan harta benda yang dapat diwakafkan, tidak hanya tanah tetapi
juga wakaf uang, yang memungkinkan pengembangan wakaf untuk
kesejahteraan masyarakat secara lebih luas.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang
Wakaf. Peraturan ini mengatur lebih rinci mengenai tata cara pelaksanaan
wakaf, mulai dari pendaftaran harta benda wakaf, pembuatan Akta Ikrar
Wakaf (AIW), hingga pengelolaan dan pelaporan harta wakaf oleh Nazhir.
Selain itu, PP ini juga menjelaskan mekanisme penggantian atau
pemberhentian Nazhir, prosedur pengelolaan harta benda wakaf yang telah
diubah statusnya, serta pengawasan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI1).
PP ini memperjelas teknis pelaksanaan wakaf sesuai ketentuan hukum
yang berlaku.

Kompilasi Hukum Islam, merupakan salah satu rujukan hukum
Islam yang diterapkan menjadi hukum positif di Indonesia, khususnya
dalam hukum keluarga dan perwakafan. Wakaf diatur dalam Buku Il
tentang Perwakafan, yang mencakup rukun, syarat, jenis harta benda
wakaf, dan pengelolaannya. KHI menegaskan pentingnya niat wakif
(orang yang mewakafkan), akad, dan keberadaan Nazhir dalam

pelaksanaan wakaf. KHI juga memberikan dasar hukum Islam yang
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dijadikan pedoman dalam peradilan agama ketika menangani perkara yang
berkaitan dengan wakaf.
2. Hukum Islam

Hukum Islam atau syariat Islam yaitu sistem kaidah yang didasarkan
pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul, yang mengatur tingkah laku
mukallaf (individu yang telah dibebani kewajiban) dan diakui serta
diyakini mengikat bagi seluruh pemeluknya. Menurut bahasa, syariat
Islam berarti jalan yang dilalui oleh umat manusia untuk mencapai Allah
SWT. Agama Islam tidak hanya mengajarkan mengenai pelaksanaan
ibadah kepada Tuhan semata. Melainkan juga menghasilkan aturan atau
sistem ketentuan llahi untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah
SWT dan hubungan manusia dengan sesamanya. Ajaran ini bersumber
dari seluruh instruksi Islam, khususnya Al-Quran dan Hadits. Istilah
"syariat” berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah SWT untuk
umat-Nya, dibawa oleh seorang nabi, baik yang terkait dengan keyakinan
(agidah) maupun aktivitas harian (amaliyah).>’

Berdasarkan pengertian yang diberikan oleh ulama ushul figh,
hukum Islam terbagi menjadi beberapa kategori, salah satunya adalah
hukum taklifi, yang mencakup perintah, larangan, dan pilihan di antara
keduanya. Selain itu, terdapat juga takhyir, yang merujuk pada hukum

mubah. Dalam konteks ini, mubah berarti hukum yang memberikan

5 Eva Iryani, “Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia,” Jurnal limiah Universitas
Batanghari Jambi, no. 2(2019): 24 http://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v17i2.357
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pilihan kepada mukallaf untuk memilih antara melakukan atau
meninggalkan suatu tindakan. Selanjutnya, hukum wadh'i yaitu ketetapan
yang menentukan suatu hal sebagai sebab, syarat dan penghalang (mani').
Dalam istilah Islam, hukum dapat dipahami sebagai ketentuan syara' yang
harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh para mukallaf, yang berbentuk
pilihan, tuntutan, atau hal lain yang melahirkan berbagai kategori hukum
seperti wajib, haram, sunnah, makruh dan mubah, yang dikenal sebagai
ahkam al-khamsah.%®

Pada hukum Islam, terdapat beberapa unsur yang dapat
dikategorikan ke dalam berbagai bagian:®®

a. Pembuat hukum (al-Hakim), yakni Allah SWT.

b. Subjek hukum (mahkum ‘alaih), yakni seseorang yang diberi hukum
(mukallaf). Mukallaf yang dimaksud adalah seseorang yang telah
memiliki kemampuan dalam bertindak hukum terhadap perintah dan
larangan dari pembuat hukum (Allah SWT).

c. Objek hukum (mahkum fih), tindakan dari mukallaf yang
berhubungan dengan ketetapan pembuat hukum (Allah SWT).

d. Ketetapan dari Allah SWT, terdapat perintah dan larangan.

Tujuan hukum Islam berfokus pada mencapai kebahagiaan bagi
manusia, baik di dunia maupun di akhirat, dengan cara menggali dan

mengadopsi hal-hal yang bermanfaat serta menolak atau mencegah hal-hal

%8 Hasbiyallah, Figh dan Ushul Figh, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 29.
%9 Sugitanata, “Hukum Positif dan Hukum Islam,” 6-7.
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yang merugikan (mudharat) bagi diri sendiri dan orang lain. Dalam istilah
yang lebih dikenal, ini disebut "Magashid al-Syari‘ah.” Tujuan utama yang
harus dicapai yaitu, menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jika
kelima unsur dari tujuan hukum ini tidak terpenuhi, maka kehidupan
manusia di dunia akan sulit mencapai ketentraman dan kedamaian yang
sempurna.®®

Ketetapan hukum Islam bersifat tetap. Ketentuan hukum Islam yang
tetap telah diterangkan dan ditetapkan oleh al-Qur’an dan Sunnah secara
pasti, jelas dan terperinci. Apabila ketentuan hukum itu mengalami
perubahan maka akan terjadilah kerusakan (mafsadah) dalam kehidupan
manusia, karena menyangkut persoalan-persoalan yang dharuriyah. Atas
dasar ini, para ulama telah merumuskan satu gaidah fighiyyah yang artinya
tidak ada ijtihad pada masalah-masalah yang sudah ada nash.®* Oleh
karena itu, ijtihad tidak dapat diterapkan pada kasus-kasus yang telah
secara jelas diatur oleh dalil-dalil yang gat'i al-wurud dan dalalah-nya.
Sementara itu, ketentuan hukum yang bersifat tidak tetap dan dapat
berubah dibedakan menjadi dua jenis: pertama, hukum yang diperoleh dari
dalil yang dapat mengalami perubahan, dan kedua, hukum-hukum yang
dihasilkan melalui ijtihad sebagai respons terhadap perkembangan

Zaman.®?

80 Abu Iskhag Muhammad Al-Syatibi, Al-Muwafqat fi Ushul al-Ahkam, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 84.
61 Fathurrahman Azhari, al-Qawaid al-Fighiyyah, (Banjarmasin: Lembaga Pengembangan Kualitas
Ummat, 2015), 221.

62 Abdullah Nashih ‘Ulwan, Syari’at Islam yang Abadi, terj. Daud Rasyid (Bandung: Usamah Press,
1992), 49.
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Hukum Islam yang mengatur tentang wakaf dapat ditemukan dalam
QS. Al-Bagarah Ayat 267, QS. Ali 'Imran Ayat 92 serta hadis yang
diriwayatkan oleh Bukhari yang menjelaskan tindakan Umar bin Khattab

saat mewakafkan tanah di Khaibar.
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Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil
usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari
bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan,
padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan
mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi
Maha Terpuji." (QS. Al-Bagarah Ayat 267)
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Artinya:
"Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna)
sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun
yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya."
(QS. Ali 'Imran Ayat 92)%

Adapun hadis yang menjelaskan tentang wakaf adalah hadis tentang

Umar bin Khattab yang mewakafkan tanah di Khaibar:

ywj\&u"’ u)suusuw\dﬁds@w@z s Al
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8 Agama RI, Al-Qur’an, 46.
4 Agama RI, Al-Qur’an, 63.
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Artinya:

“Dari Ibn Umar ra, bahwa Umar bin Khattab mendapatkan bagian
tanah di Khaibar, kemudian ia menemui Nabi Muhammad saw untuk
meminta arahan. Umar berkata: ‘Wahai Rasulullah saw, aku
mendapatkan kekayaan berupa tanah yang sangat bagus, yang belum
pernah kudapatkan sebelumnya. Apa yang akan engkau sarankan
kepadaku dengan kekayaan itu?’ Nabi bersabda: ‘Jika kamu mau, kau
bisa mewakafkan pokoknya dan bersedekah dengannya.’ Lalu Umar
menyedekahkan tanahnya dengan persyaratan tidak dijual, tidak
dihibahkan, dan tidak diwariskan. Umar menyedekahkan tanahnya untuk
orang-orang fakir, kerabat, untuk memerdekakan budak, sabilillah, ibn
sabil, dan tamu. Tidak berdosa bagi orang yang mengurusinya jika
mencari atau memberi makan darinya dengan cara yang baik dan tidak
menimbun.” (HR. Bukhari)®

Berdasarkan ayat dan hadis di atas, dapat dipahami bahwa wakaf
merupakan suatu bentuk amal yang berkelanjutan (sedekah jariyah) di
mana manfaat dari aset yang diwakafkan terus dirasakan oleh orang lain
selama aset tersebut tetap ada. Aset wakaf dapat berupa harta benda yang
bernilai dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Prinsip wakaf yang
dijelaskan oleh Rasulullah SAW kepada Umar bin Khattab menekankan
pentingnya menjaga agar aset wakaf tetap utuh dan hanya manfaatnya

yang dapat digunakan untuk kepentingan sosial.%®

8 Abi Abdullah Muhammad, al-Jami' as-Shahih, 297.

8 Asep Lukman Daris Salam dan Aris Surya Lesmana, “Tata Kelola Wakaf Perspektif Hukum Islam
dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004,” MURID: Jurnal Pemikiran Mahasiswa Agama Islam,
no. 1(2024): 50-51 https://doi.org/10.51729/murid.21639
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BAB Il1

PUTUSAN HAKIM TENTANG KEABSAHAN WAKAF TANAH
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

(Studi Putusan Nomor 453/Pdt.G/2020/PA.Kdi)

A. Putusan Hakim Tentang Keabsahan Wakaf Tanah Perspektif Hukum
Positif di Indonesia Pada Putusan Nomor 453/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Pelaksanaan wakaf di Indonesia diatur oleh peraturan hukum positif,
antara lain Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-
Undang ini berfungsi sebagai pedoman utama dalam pelaksanaan wakaf
dengan mengatur syarat dan prosedur wakaf, bahkan termasuk pengawasan
atasnya. Selain itu, pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan
Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang tercantum dalam Buku 11l Hukum
Perwakafan menjadi referensi penting bagi hakim dalam memutuskan kasus-
kasus wakaf di Pengadilan Agama.

Wakaf sebagai instrumen ekonomi yang penting dalam Islam, memiliki
peran yang signifikan dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi
umat. Adanya undang-undang adalah untuk mengatur secara menyeluruh
mengenai wakaf, memberikan dasar hukum yang jelas dan komprehensif untuk
pengelolaan serta pemanfaatan aset wakaf. Undang-undang ini bertujuan untuk
memastikan bahwa harta yang diwakafkan dapat dikelola dengan baik dan

memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
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Meskipun sudah ada regulasi yang mengatur tentang wakaf, masih
terdapat tantangan dalam hal pemahaman dan implementasi tata kelola wakaf
di lapangan. Banyak pihak yang perlu lebih memahami prinsip-prinsip dasar
wakaf dan bagaimana cara pengelolaannya sesuai dengan ketentuan hukum.
Hal ini mencakup aspek-aspek seperti niat wakif, jenis-jenis wakaf, serta hak
dan kewajiban nazhir sebagai pengelola harta wakaf.

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah kurangnya sosialisasi
mengenai undang-undang dan praktik wakaf kepada masyarakat luas.
Pendidikan dan penyuluhan tentang wakaf perlu ditingkatkan agar lebih
banyak orang memahami potensi dan manfaat dari wakaf, serta berkontribusi
dalam pengembangan ekonomi umat melalui instrumen ini. Oleh karena itu,
penting untuk terus mengeksplorasi dan mengembangkan pemahaman serta
praktik tata kelola wakaf, agar dapat memberikan dampak positif yang lebih
besar bagi masyarakat.®’

Salah satu perkara wakaf yang dibahas pada penelitian ini mengenai
gugatan. Nazhir yang mengajukan gugatan atas tanah wakaf karena tanah
tersebut masih dikuasai oleh nazhir sebelumnya sehingga merasa memiliki hak
atasnya. la berpendapat bahwa wakaf yang dilakukan pertama kali tidak sah,
sehingga nazhir sebelumnya sebagai pengelola objek wakaf tidak memiliki
dasar hukum. Hal ini disebabkan adanya proses wakaf tanah yang dilakukan

oleh wakif tidak mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Proses pewakafan

87 Asep Lukman Daris Salam dan Aris Surya Lesmana, “Tata Kelola Wakaf Perspektif Hukum Islam
dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004,” 48
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tersebut hanya berdasarkan surat wakaf di bawah tangan (bukan akta otentik),
yang tidak dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan
tidak diikuti dengan penerbitan sertifikat tanah wakaf.®®

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf,
ikrar wakaf harus dilakukan oleh wakif kepada nazhir di hadapan Pejabat
Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan disaksikan oleh dua orang saksi. Ikrar
ini dapat dinyatakan baik secara lisan maupun tertulis.5®

Setelah ikrar diucapkan, PPAIW akan membuat Akta Ikrar Wakaf yang
mencatat semua detail terkait wakaf tersebut, termasuk identitas wakif, nazhir,
dan harta benda yang diwakafkan. Akta ini menjadi dokumen resmi yang
membuktikan bahwa proses wakaf telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
hukum yang berlaku.

Dalam hal ini wakif tidak dapat hadir secara fisik atau tidak dapat
menyatakan ikrar secara lisan, ia dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa
yang diperkuat oleh dua orang saksi. Proses ini memastikan bahwa semua
tindakan terkait wakaf dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas, serta
melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat.

Dengan demikian, undang-undang tersebut juga mengatur bahwa harta
benda yang diwakafkan harus memiliki daya tahan lama dan manfaat jangka
panjang, sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

Dengan demikian, wakaf tidak hanya menjadi sarana untuk beramal, tetapi juga

88 Salinan Putusan Nomor 453/Pdt.G/2020/PA.Kdi
8 Pasal 17 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf
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sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan sosial secara
berkelanjutan.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 mengenai
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf,
dijelaskan tentang pembuatan akta ikrar wakaf. Pernyataan kehendak wakif
dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang diadakan dalam Majelis Ikrar
Wakaf dengan kehadiran nazhir, mauquf ‘alaih dan minimal dua saksi. Pada
wakaf benda bergerak, kehadiran nazhir dan/atau mauquf alaih dapat
dinyatakan melalui surat pernyataan. Jika mauquf ‘alaih bersifat publik,
kehadirannya tidak diwajibkan. Pernyataan kehendak wakif dapat berupa
wakaf khairi atau wakaf ahli, di mana wakaf ahli diperuntukan untuk
kesejahteraan kerabat berdarah. Apabila kerabat dari wakaf ahli tersebut punah,
statusnya akan beralih menjadi wakaf khairi yang ditentukan oleh Menteri
berdasarkan pertimbangan Badan Wakaf Indonesia (BWI1)."°

Dalam proses pembuatan AIW, PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar
Wakaf) bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua persyaratan
administrasi dipenuhi dan bahwa ikrar wakaf dilakukan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. Akta Ikrar Wakaf yang telah disusun akan
mencantumkan semua informasi penting mengenai wakif, nazhir, mauquf

‘alaih, serta rincian harta benda yang diwakafkan. Salinan dari akta ini

70 pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf
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kemudian disampaikan kepada pihak-pihak terkait untuk memastikan
transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan harta wakaf.

Peraturan Pemerintah ini menegaskan pentingnya prosedur yang jelas
dalam pelaksanaan wakaf untuk melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat
serta memastikan bahwa tujuan sosial dari wakaf dapat tercapai secara efektif.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku Il tentang Hukum
Perwakafan, dijelaskan prosedur perwakafan, di mana pihak yang ingin
mewakafkan hartanya dapat menyatakan ikrar wakaf di hadapan Pejabat
Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Pelaksanaan ikrar dan pembuatan Akta Ikrar
Wakaf dianggap sah jika dihadiri oleh dua orang saksi. Saat melaksanakan
ikrar, pihak yang mewakafkan wajib menyerahkan bukti kepemilikan harta
bendanya. Jika harta yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka
harus disertai dengan surat keterangan dari Kepala Desa yang diperkuat oleh
Camat setempat, yang menyatakan kepemilikan benda tidak bergerak tersebut
beserta dokumen tertulis yang melengkapi benda tersebut.’

Setelah semua persyaratan dipenuhi, PPAIW akan menyusun Akta Ikrar
Wakaf yang mencantumkan semua detail terkait wakaf, termasuk identitas
wakif, nazhir dan harta yang diwakafkan. Akta ini berfungsi sebagai bukti
hukum bahwa proses wakaf telah dilakukan secara sah dan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, PPAIW akan menerbitkan surat pengesahan untuk nazhir

dan mendaftarkan tanah wakaf ke Badan Wakaf Indonesia serta Kantor

"1 Pasal 223 Kompilasi Hukum Islam Buku 111 Hukum Perwakafan
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Pertanahan setempat untuk mendapatkan sertifikat wakaf. Proses ini penting
untuk memastikan bahwa harta wakaf dikelola dengan baik dan manfaatnya
dapat dirasakan oleh masyarakat sesuai dengan niat wakif.

Ketentuan di atas menjelaskan bahwa wakaf yang hanya didasari pada
surat wakaf yang dibuat secara informal (bukan akta otentik) tidak memiliki
kekuatan hukum. Oleh karena itu, segala bentuk penguasaan fisik terhadap
tanah wakaf, baik sebagian maupun seluruhnya, yang dilakukan tanpa
persetujuan dari nazhir yang sah dianggap sebagai tindakan yang tidak sah dan
melanggar hukum.

Dalam hukum positif, untuk memastikan keabsahan, wakaf juga harus
terpenuhi beberapa unsur seperti wakif, nazhir, harta benda wakaf, ikrar wakaf
dan peruntukan benda wakaf harus digunakan seperti dengan tujuan yang
ditetapkan oleh wakif dalam ikrarnya.”? Dalam ikrar wakaf, wakif (pihak yang
mewakafkan) menyerahkan hartanya sebagai wakaf dan dilakukan di hadapan
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Keabsahan wakaf pada hukum positif di Indonesia sangat bergantung
pada pemenuhan unsur-unsur di atas. Jika semua unsur ini sudah dipenuhi,
maka wakaf dianggap sah dan berlaku secara hukum. Jika ada salah satu unsur
yang tidak terpenuhi, seperti ikrar tidak dilakukan di hadapan PPAIW atau
objek wakaf yang diwakafkan masih dalam sengketa, maka wakaf tersebut

dapat dianggap tidak sah menurut hukum.

"2 Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf
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Dalam putusan Nomor 453/Pdt.G/2020/PA.Kdi dapat dilihat bahwa
hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya. Hakim menetapkan
bahwa wakaf yang dilakukan/diikrarkan oleh Tergugat 111 kepada Al-Irsyad
Islamiyah Sulawesi Tenggara ialah tidak sah menurut hukum karena tata cara
pelaksanaannya tidak berdasarkan pada Undang-Undang. Dalam hal ini
menunjukkan bahwa hakim memutus dengan mempertimbangkan Kkriteria
formalitas dalam tata cara pelaksanaan wakaf, seperti yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah
Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun
2004 tentang Wakaf dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Hakim juga menetapkan bahwa surat wakaf antara Tergugat 111 dan Al-
Irsyad Islamiyah Sulawesi Tenggara tidak memiliki kekuatan hukum yang
mengikat. Hal ini disebabkan karena surat tersebut tidak dibuat secara resmi
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang. Penegasan ini
menunjukkan bahwa hakim memprioritaskan aspek legalitas dalam dokumen
wakaf, yang mana harus dibuat secara resmi dan mengikuti proses formalitas
yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dalam konteks hukum, pentingnya
legalitas dokumen wakaf tidak bisa diabaikan, karena dokumen tersebut
berfungsi sebagai bukti sah dari niat wakif untuk mewakafkan harta bendanya.

Ketidakpatuhan terhadap prosedur ini dapat menyebabkan dokumen
wakaf dianggap tidak sah, seperti yang terjadi dalam kasus ini. Hakim berupaya
untuk menjaga integritas sistem perwakafan dengan menekankan pentingnya

mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Dengan demikian, keputusan hakim
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mencerminkan komitmen untuk memastikan bahwa semua transaksi wakaf
dilakukan dengan cara yang transparan dan sesuai dengan prinsip-prinsip
hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang ada.

Selain itu, hakim memutuskan bahwa wakaf yang dilaksanakan atau
diikrarkan oleh Tergugat 111 kepada Penggugat adalah sah menurut hukum, dan
Penggugat diakui sebagai nazhir yang sah untuk mengelola objek wakaf
tersebut. Keputusan ini menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan
adanya kesepakatan antara pihak-pihak terkait serta pemenuhan syarat-syarat
wakaf yang ditetapkan dalam Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam.
Dalam hal ini, hakim menilai bahwa semua prosedur yang diperlukan untuk
mewakafkan harta telah dilaksanakan dengan benar, termasuk ikrar wakaf yang
dilakukan di hadapan PPAIW dan disaksikan oleh saksi-saksi yang diperlukan.

Dalam konteks keabsahan wakaf, sangatlah penting untuk dicatat bahwa
wakaf harus memenuhi beberapa syarat, antara lain adanya niat yang jelas dari
wakif untuk mewakafkan harta bendanya, serta pengelolaan yang dilakukan
oleh nazhir sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, hakim
menilai bahwa semua syarat tersebut telah dipenuhi, sehingga wakaf tersebut
dapat dianggap sah.

Keputusan hakim tersebut tidak hanya berfungsi untuk menyelesaikan
sengketa hukum antara pihak-pihak terkait, tetapi juga berperan dalam
memperkuat sistem perwakafan secara keseluruhan yang juga menjadi langkah

penting dalam mendorong pertumbuhan dan pengembangan wakaf di
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masyarakat dan pada akhirnya dapat memberikan dampak positif bagi
kesejahteraan sosial dan ekonomi umat.

B. Putusan Hakim Tentang Keabsahan Wakaf Tanah Perspektif Hukum
Islam Pada Putusan Nomor 453/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Dalam perspektif hukum Islam, wakaf memiliki peran yang sangat
signifikan sebagai sarana untuk mendukung kesejahteraan sosial dan ekonomi
masyarakat. Wakaf tidak hanya dianggap sebagai amal ibadah, tetapi juga
sebagai alat yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Konsep ini berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang mengatur
penggunaan harta secara adil dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain
itu, wakaf juga memperkuat prinsip keadilan sosial dalam Islam dengan
mendukung redistribusi kekayaan serta memastikan akses terhadap sumber
daya ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat.”

Wakaf adalah ajaran dalam agama Islam yang bertujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan dan mendorong pembangunan peradaban yang
lebih maju. Konsep wakaf telah terbukti berhasil mendanai berbagai proyek
peradaban Islam dari generasi ke generasi, serta berkontribusi dalam
pengembangan sosial dan ekonomi. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW,

wakaf telah menjadi bagian integral dari kehidupan sosial umat Islam.”

3 Ahmad Riza Hidayat, dkk., “Manajemen Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-
Undang No. 41 Tahun 2004,” Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf, no. 1(2023): 15
https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v4i1.8029

4 Saprida, dkk., “Manajemen Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41
Tahun 2004,” Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah, no.
1(2022): 60 https://doi.org/10.36908/esha.v8i1.450
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Di era modern, wakaf kembali mendapatkan perhatian sebagai instrumen
penting dalam pembangunan ekonomi, dengan potensi untuk mengatasi
kemiskinan dan ketimpangan sosial melalui investasi yang produktif. Dengan
pengelolaan aset wakaf yang baik dan transparan, hasilnya dapat disalurkan
untuk program pendidikan dan kesehatan, menunjukkan bahwa wakaf bukan
hanya sekadar sumbangan harta, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab
sosial dalam membangun peradaban yang lebih baik.”

Dengan adanya wakaf, umat Islam dapat memberikan kontribusi
langsung dalam pengembangan infrastruktur sosial yang memberikan manfaat
bagi masyarakat secara luas. Dalam sejarahnya, wakaf telah berhasil mendanai
berbagai proyek yang tidak hanya memperkuat dasar-dasar agama tetapi juga
meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sebagai contoh, banyak universitas
dan lembaga pendidikan yang didirikan dengan menggunakan dana wakaf,
memberikan akses pendidikan yang lebih baik bagi generasi yang akan
datang.”®

Dalam praktik wakaf, harta milik individu tidak hanya digunakan untuk
kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat secara lebih
luas, seperti memberikan akses pendidikan dan layanan kesehatan kepada
mereka yang membutuhkan. Wakaf tidak hanya berfungsi sebagai alat hukum,

tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan moral dan sosial yang

75 Redaksi BWI, “Simak Ini Lho! Manfaat Wakaf Produktif Bagi Pembangunan Ekonomi,” BWI, 30
Oktober 2023, diakses 5 Oktober 2024, https://www.bwi.go.id/9098/2023/10/30/simak-ini-lho-
manfaat-wakaf-produktif-bagi-pembangunan-ekonomi/

6 Abdan Rahim, “Peran Wakaf Dalam Pengembangan Pendidikan Islam,” Al Qalam: Jurnal limiah
Keagamaan dan Kemasyarakatan, no. 1(2019): 89-90 http://dx.doi.org/10.35931/aq.v0i0.131
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diajarkan dalam Islam. Oleh karena itu, pengelolaan wakaf yang efisien dan
berkelanjutan sangatlah penting, tidak hanya pada tingkat lokal tetapi juga
memiliki dampak yang signifikan di tingkat nasional.”’

Meskipun istilah wakaf tidak disebutkan secara eksplisit dalam al-
Qur'an, terdapat banyak ayat yang mendukung konsep memberikan harta untuk
kepentingan umum dan ibadah, yang pada dasarnya berkaitan dengan praktik
wakaf. Beberapa ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang praktik wakaf antara
lain QS. Al-Bagarah ayat 267 dan QS. Ali 'Imran Ayat 92.

Kedua ayat tersebut menjelaskan bahwa memberikan harta kita untuk
kepentingan umum dan ibadah adalah tindakan yang sangat mulia dan dipuji
oleh Allah SWT. QS. Al-Bagarah ayat 267 menekankan pentingnya
mengeluarkan sebagian dari harta kita untuk kebaikan dan kemuliaan dunia
akhirat. Sementara itu, QS. Ali 'Imran ayat 92 juga menambahkan dimensi
moral dan spiritual dalam pemberian harta. Ayat ini menunjukkan bahwa hanya
ketika Kkita rela melepaskan sesuatu yang Kita cintai termasuk harta barulah kita
bisa mencapai tingkat kesempurnaan iman dan taqwa. Dengan demikian, kedua
ayat tersebut bukan saja mendukung praktik wakaf tetapi juga mengajak setiap
muslim untuk menjadi dermawan dan peduli terhadap kehidupan sosial.

Adapun salah satu hadis yang juga menjelaskan tentang praktik wakaf

adalah hadis tentang Umar bin Khattab yang mewakafkan tanah di Khaibar:

" Ahmad Riza Hidayat, dkk., “Manajemen Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-
Undang No. 41 Tahun 2004,” 16.
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Artinya:

“Dari Ibn Umar ra, bahwa Umar bin Khattab mendapatkan bagian
tanah di Khaibar, kemudian ia menemui Nabi Muhammad saw untuk meminta
arahan. Umar berkata: ‘Wahai Rasulullah saw, aku mendapatkan kekayaan
berupa tanah yang sangat bagus, yang belum pernah kudapatkan sebelumnya.
Apa yang akan engkau sarankan kepadaku dengan kekayaan itu?’ Nabi
bersabda: ‘Jika kamu mau, kau bisa mewakafkan pokoknya dan bersedekah
dengannya.’ Lalu Umar menyedekahkan tanahnya dengan persyaratan tidak
dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Umar menyedekahkan
tanahnya untuk orang-orang fakir, kerabat, untuk memerdekakan budak,
sabilillah, ibn sabil, dan tamu. Tidak berdosa bagi orang yang mengurusinya
jika mencari atau memberi makan darinya dengan cara yang baik dan tidak
menimbun.” (HR. Bukhari)’®

Berdasarkan hadis tersebut, dapat dipahami bahwa wakaf adalah bentuk
amal jariyah yang sangat dianjurkan dalam Islam, di mana seseorang dapat
menyedekahkan harta yang dimilikinya untuk kemaslahatan umum dan ibadah.
Pada konteks ini, Umar bin Khattab mencontohkan bagaimana wakaf
dilaksanakan dengan cara yang benar dan sesuai dengan petunjuk Nabi
Muhammad SAW. Wakaf yang dilakukan oleh Umar tidak hanya sekadar
menyerahkan harta, tetapi juga mengatur penggunaannya untuk berbagai
kepentingan sosial, seperti membantu orang-orang fakir, kerabat,

memerdekakan budak, dan mendukung kegiatan di jalan Allah. Hal ini

8 Abi Abdullah Muhammad, al-Jami’ as-Shahih, 297.
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menunjukkan bahwa wakaf memiliki dimensi sosial yang penting karena harta
yang diwakafkan dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.

Hadis ini menegaskan bahwa harta yang diwakafkan tidak diperuntukan
jual beli, dihibahkan, atau diwariskan, untuk memastikan bahwa manfaat dari
harta tersebut dapat terus diberikan kepada mereka yang membutuhkan.”
Dengan demikian, pelaksanaan wakaf yang dicontohkan oleh Umar bin
Khattab menjadi teladan bagi umat Islam dalam beramal dan berbagi harta,
serta memperkuat solidaritas sosial di antara anggota masyarakat. Ini adalah
contoh nyata dari wakaf produktif, di mana harta yang diwakafkan tetap dapat
memberikan hasil dan manfaat jangka panjang bagi banyak orang.

Keabsahan wakaf dalam hukum Islam dapat dinilai berdasarkan
terpenuhinya rukun-rukun wakaf yang telah ditetapkan. Rukun-rukun tersebut
terdiri dari beberapa elemen penting yang saling terkait, yaitu:® Pertama, wagqif
adalah pihak yang mewakafkan harta atau asetnya dengan niat untuk
memberikan manfaat kepada masyarakat. Wagqif harus memiliki kapasitas
hukum dan niat yang jelas untuk mewakafkan, sehingga tidak ada unsur
paksaan atau ketidakpahaman dalam proses tersebut.

Kedua, mauquf ‘alaih adalah pihak yang menerima manfaat dari wakaf
tersebut. Mauquf ‘alaih bisa berupa individu, kelompok, atau lembaga yang
berhak menerima manfaat dari barang yang diwakafkan. Dalam konteks ini,

penting untuk memastikan bahwa mauquf ‘alaih memenuhi syarat-syarat yang

9 Muchlis Bahar, “Commercialization of Wagqf Assets in the Perspective of Legislation and Islamic
Law,” Legal Brief, no. 4(2022): 2219-2226 https://doi.org/10.35335/legal.v11i4.458

8 M. Mubasyar Bih, dkk., Fikih Wakaf Lengkap Mengupas Problematika Wakaf, Masjid dan
Kenaziran, (Kediri: Lirboyo Press, 2018), 8.
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ditentukan dalam hukum Islam agar penerima manfaat dapat mengelola dan
memanfaatkan harta wakaf dengan baik.

Ketiga, mauquf merujuk pada barang atau harta yang diwakafkan.
Barang ini haruslah sesuatu yang memiliki nilai dan dapat dimanfaatkan secara
berkelanjutan. Dalam hal ini, wakaf dapat berupa benda bergerak seperti uang
atau kendaraan, maupun benda tidak bergerak seperti tanah atau bangunan.
Keberadaan mauquf yang jelas dan terdefinisi dengan baik sangat penting
untuk memastikan bahwa wakaf dapat dikelola dan dimanfaatkan sesuai
dengan tujuan awalnya.

Keempat, sighat adalah pernyataan waqif yang menunjukkan makna
mewakafkan, baik secara eksplisit (sharih) maupun implisit (kinayah). Sighat
ini merupakan ungkapan yang harus diucapkan oleh wagqif saat melakukan
ikrar wakaf, dan harus jelas serta tidak menimbulkan keraguan mengenai niat
wakif untuk mewakafkan harta bendanya. Sighat ini bisa dilakukan secara lisan
maupun tertulis, asalkan memenuhi syarat hukum yang berlaku.

Berkaitan dengan rukun wakaf yang telah ditetapkan dalam syariat Islam
dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dalam putusan Nomor
453/Pdt.G/2020/PA.Kdi, dapat disimpulkan secara tegas bahwa Tergugat 11l
yang telah mewakafkan tanah miliknya kepada Al-Irsyad Islamiyah Sulawesi
Tenggara telah memenuhi semua rukun wakaf yang diperlukan. Rukun-rukun
tersebut mencakup wagqif, mauquf ‘alaih, mauquf, dan sighat. Dalam hal ini,
wagqif adalah pihak yang mewakafkan tanahnya (Tergugat Ill), sementara

mauquf ‘alaih adalah Al-Irsyad Islamiyah Sulawesi Tenggara sebagai
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penerima wakaf. Barang yang diwakafkan, yaitu tanah tersebut yang jelas
memiliki nilai dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Oleh karena
itu, wakaf tersebut adalah sah.

Adapun sighat atau pernyataan wakaf yang dilakukan oleh Tergugat 11
dibuat baik secara lisan maupun tertulis dalam surat wakaf yang sah. Ini
menunjukkan bahwa proses pengikraran wakaf telah dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sighat ini penting karena merupakan
salah satu rukun wakaf yang harus ada agar wakaf dianggap sah, pernyataan
ini harus jelas dan tidak mengandung syarat-syarat yang dapat membatalkan
niat wakif. Dengan terpenuhinya semua rukun tersebut, maka wakaf yang
dilakukan oleh Tergugat 111 dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum yang
mengikat.

Dalam putusan Nomor 453/Pdt.G/2020/PA.Kdi dapat dilihat bahwa
hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut status wakaf yang
dilakukan oleh Tergugat Il kepada Al-Irsyad Islamiyah wilayah Sulawesi
Tenggara. Hakim mengatakan bahwa wakaf tersebut adalah tidak sah dan tidak
berdasarkan hukum dan juga menyatakan surat wakaf yang telah dibuat adalah
tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap objek wakaf tersebut.
Namun, jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, wakaf tersebut dianggap sah
karena telah memenuhi semua rukun yang diperlukan untuk pelaksanaannya.

Praktik wakaf dalam hukum Islam menegaskan bahwa harta yang telah
diwakafkan tidak dapat ditarik kembali. Ini berdasarkan prinsip bahwa setelah

seseorang mewakafkan hartanya, kepemilikan atas harta tersebut berpindah
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kepada Allah SWT, sehingga wakif tidak memiliki hak untuk mengklaim atau
mengambil kembali harta yang telah diwakafkan. Dalam hadis yang
diriwayatkan oleh Ibn Umar, Nabi Muhammad SAW menekankan bahwa
wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan. Hal ini menunjukkan
bahwa wakaf bersifat permanen dan harus digunakan untuk kepentingan umum
atau ibadah. Imam Syafi'i dan Imam Maliki menekankan bahwa setelah wakaf
dilaksanakan, wakif kehilangan hak atas kepemilikan harta tersebut. Hal ini
disebabkan karena wakaf merupakan tindakan hukum yang bertujuan untuk
memisahkan dan menyerahkan sebagian harta miliknya agar dapat
dimanfaatkan secara permanen. Bahkan, jika ada ahli waris yang meminta
kembali harta yang telah diwakafkan, hal itu dianggap sebagai pelanggaran
hukum. Penarikan kembali harta wakaf oleh ahli waris tidak diperkenankan
dan harus diselesaikan melalui musyawarah atau mediasi jika terjadi
sengketa.®

Berkaitan dengan praktik wakaf sebagaimana yang diajarkan dalam
syariat Islam dan dihubungkan dengan permasalahan dalam putusan Nomor
453/Pdt.G/2020/PA.Kdi, dapat disimpulkan bahwa wakaf yang dilakukan oleh
Tergugat I11 kepada Al-Irsyad Islamiyah Sulawesi Tenggara tidak dapat ditarik
kembali. Hal ini disebabkan karena pada saat wakif mewakafkan hartanya dan

mengucapkan ikrar wakaf, harta tersebut secara hukum sudah bukan lagi

8 Muhammad Wahyu Nugroho & Rozihan, “Penarikan Kembali Asset Wakaf Oleh Ahli Waris
Wakif (Studi di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak),” Jurnal IImiah Sultan Agung, no.
1(2022): 1035 https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/JIMU/article/view/26834



https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/JIMU/article/view/26834

61

menjadi milik wakif secara pribadi. Dalam konteks hukum Islam, wakaf
dianggap sebagai tindakan yang bersifat permanen.

Proses wakaf melibatkan beberapa rukun penting, termasuk niat yang
tulus dari wakif untuk memberikan manfaat kepada masyarakat melalui harta
yang diwakafkan. Ketika wakif mengikrarkan wakaf secara sukarela
melepaskan hak kepemilikan atas harta tersebut dan berkomitmen untuk
mengalihkan manfaatnya kepada mauquf ‘alaih, dalam hal ini adalah Al-Irsyad
Islamiyah Sulawesi Tenggara. Oleh karena itu, setelah ikrar wakaf diucapkan,
tidak ada lagi ruang bagi wakif untuk menarik kembali harta tersebut, baik
secara lisan maupun tertulis. Keputusan hakim dalam perkara ini menegaskan
pentingnya menghormati ikrar wakaf sebagai bagian dari komitmen moral dan
hukum yang harus dipatuhi oleh semua pihak. Hal ini juga mencerminkan
upaya untuk melindungi integritas sistem perwakafan di Indonesia, sehingga
masyarakat dapat merasa aman dan yakin untuk berpartisipasi dalam kegiatan
wakaf tanpa rasa khawatir akan adanya penarikan kembali aset yang telah
mereka sumbangkan.

Dalam putusan Nomor 453/Pdt.G/2020/PA.Kdi dapat dilihat bahwa
hakim mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut status wakaf
yang dilakukan oleh Tergugat Il kepada Al-lrsyad Islamiyah Sulawesi
Tenggara. Hakim juga mengabulkan permohonan Penggugat untuk
menjadikan Penggugat sebagai nazhir atau penanggung jawab objek wakaf

yang sah menurut hukum. Namun, jika dikaji melalui hukum Islam wakaf
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tersebut adalah sah, tidak dapat ditarik kembali (dicabut status wakafnya) dan

tidak dapat dipindah tangankan.

Tabel 2.1 Perbedaam Wakaf Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

No. Keterangan Hukum Positif Hukum Islam

a. Wakif a. Wagqif (orang yang

b. Nazhir berwakarf)

c. Harta benda wakaf b. Mauquf (benda

d. [lkrar wakaf yang diwakafkan)

1. | Rukun Wakaf e. Peruntukan hartabenda |c. Mauquf ‘alaih
wakaf (orang yang

f. Jangka waktu wakaf menerima wakaf)

d. Sighat (ikrar
wakaf)

a. Dilaksanakan oleh Wakif |a. Ikrar wakaf
kepada Nazhir di dilaksanakan
hadapan PPAIW dan secara lisan/tulisan
disaksikan oleh 2 orang  |[b. Pernyataan harus
saksi jelas dan tidak

2. | Ikrar Wakaf b. Ikrar wakaf dilaksanakan mengandung
secara lisan/tulisan dan Syarat-syarat yang
dituangkan dalam akta dapat
ikrar wakaf membatalkan

wakaf

Selamanya atau dalam Mu'abad

3. | Prinsip Wakaf jangka waktu tertentu sesuai | (selamanya/permanen)

dengan ikrar wakaf




BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan wakaf di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun
2004, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, dan Kompilasi Hukum
Islam. Ikrar wakaf harus dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar
Wakaf (PPAIW) dan disaksikan oleh minimal dua orang saksi. Keabsahan wakaf
bergantung pada pemenuhan syarat formal, seperti adanya surat wakaf yang
resmi. Dalam putusan Nomor 453/Pdt.G/2020/PA.Kdi, hakim mengabulkan
gugatan Penggugat karena prosedur wakaf antara Tergugat Il dan Al-Irsyad
Islamiyah tidak sesuai hukum. Sebaliknya, wakaf yang dilakukan Tergugat I11
kepada Penggugat dinyatakan sah karena memenuhi syarat yang ditetapkan.
Dengan demikian, keabsahan wakaf sangat tergantung pada pemenuhan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Wakaf yang diberikan oleh Tergugat 11l kepada Al-Irsyad Islamiyah Sulawesi
Tenggara dianggap sah menurut hukum Islam karena telah memenuhi semua
rukun wakaf, yaitu wagif, mauquf ‘alaih, mauquf, dan sighat. Meskipun hakim
mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut status wakaf tersebut,
dari perspektif hukum Islam, wakaf itu tetap diakui sebagai sah. Prinsip mu'abad
tercermin dalam sifat wakaf yang bersifat permanen dan tidak dapat dibatalkan,
sehingga keabsahan wakaf tersebut harus dihormati demi kepentingan umum

dan ibadah.
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B. Saran

1. Semua orang yang terlibat pada pengelolaan wakaf, termasuk nazhir dan wakif,
perlu meningkatkan pemahaman serta kepatuhan terhadap peraturan yang
berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan
Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Selain itu, sangat penting untuk melakukan
sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai prosedur yang benar dalam
pelaksanaan wakaf agar keabsahan wakaf dapat terjamin. Penguatan nazhir
melalui pelatihan dan pembinaan penting untuk memastikan bahwa pengelolaan
wakaf dilakukan dengan cara yang profesional dan akuntabel.

2. Semua pihak yang terlibat diharapkan untuk lebih memahami dan mematuhi
rukun-rukun wakaf yang diatur dalam syariat Islam serta peraturan hukum yang
berlaku di Indonesia. Penting bagi wakif untuk memastikan bahwa ikrar wakaf
dilakukan secara resmi di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)
dan disaksikan oleh dua orang saksi agar keabsahan wakaf dapat terjamin. Selain
itu, sosialisasi dan edukasi mengenai prosedur serta pentingnya pendaftaran
wakaf perlu ditingkatkan untuk mencegah sengketa di masa depan. Dengan
demikian, pemahaman yang baik tentang praktik wakaf akan mendukung
pengelolaan harta wakaf yang lebih efektif dan memberikan manfaat bagi

masyarakat.
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili
perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam
perkara wakaf antara :

H. Naguib Husein, SE bin H. Husein bin Awad, umur 46 tahun (Lahir di
Kendari, 23 Februari 1974), kewarganegaraan
Indonesia, agama Islam, pekerjaan wiraswasta,
berftempat tinggal di Jalan Bunga Matahari No. 18
Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat,
Kota Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara, bertindak
selaku Nazhir / Pengelola objek wakaf dan sebagai
Ketua Yayasan An-nur Kendari berdasarkan Akta
Notaris Hidayat, S.H., No0.92 pada tanggal 27
November 2013, dalam hal ini memberi kuasa kepada
Masri Said, S.H., M.H., Saddang Nur, S.H, dan Yogi
Surahman, S.H., Ketiganya adalah Advokat /
Konsultan Hukum & Advokat Magang pada Kantor
Kantor Hukum “MASRI SAID, S.H., M.H. & CO. LAW
FIRM (MSC LAW FIRM). Kewarganegaraan
Indonesia, beralamat di Kompleks Ruko, Jalan
Cristina Marta Tiahahu, (Samping Swalayan Nana
Jaya), Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga,
Kota  Kendari, Provinsi Sulawesi  Tenggara,
berdasarkan  Surat Kuasa  Khusus  Nomor:
230/SK/2020, tertanggal 25 Juni 2020, selanjutnya
disebut sebagai penggugat.

Melawan
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1. AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH SULAWESI TENGGARA, sebuah
organisasi / perhimpunan yang bergerak dibidang pendidikan,
dakwah dan sosial, berkedudukan di Jl. Pangaran Antasari No. 10,
Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi
Sulawesi Tenggara atau setidak-tidaknya masih dalam wilayah
hukum Pengadilan Agama Kendari, dalam hal ini memberi kuasa
kepada DR. Muhammad Dahlan Moga, SH., MH., Muhammad
Saleh, SH., MH., dan La Ode Muhammad Hiwayad, SH., Advokat &
Konsultan Hukum, berkantor di Kantor Hukum “M.Dahlan Moga &
Partners” JI. M.T. Haryono No. 9 A, Tlp. (0401) 3194709 Kambu,

Kendari — Sultra, beradasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
261/SK/2020, tanggal 13 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat I;

2. Ibrahim, S.P.,, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan
wiraswasta, pendidikan Strata Satu (S1), beralamat di Jl. Budi
Utomo, Belakang Masjid Annur Kendari, Kelurahan Kadia,
Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam
hal ini memberi kuasa kepada DR. Muhammad Dahlan Moga, SH.,
MH., Muhammad Saleh, SH., MH., dan La Ode Muhammad
Hiwayad, SH., Advokat & Konsultan Hukum, berkantor di Kantor
Hukum “M.Dahlan Moga & Partners” JI. M.T. Haryono No. 9 A, Tlp.
(0401) 3194709 Kambu, Kendari — Sultra, beradasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor: 262/SK/2020, tanggal 13 Juli 2020, selanjutnya
disebut sebagai Tergugat Il ;

3. H. Husein bin Awad, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan
wiraswasta, beralamat Perumahan Citraland, Blok F 1/12, JI. Malaka,
Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, dalam hal
ini dikuasakan kepada Herianto Halim, S.H., M.H., dan Asri, S.H.,
keduanya Advokat Konsultan Hukum pada Herianto Halim, S.H.,
M.H., & Co.Law Firm (H2C Law Firm), beralamat di Jalan Bahagia
No. 02, Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari,
Provinsi Sulawesi Tengggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
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Nomor: 271/SK/2020, tanggal 15 Juli 2020, selanjutnya disebut
sebagai TERGUGAT lII;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat I, Tergugat Il, dan
Tergugat IlI;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat |, Tegugat I,

dan Tergugat IlI;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal, 22 Juni
2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari
Nomor 453/Pdt.G/2020/PA.Kdi tanggal 25 Juni 2018, mengemukakan
hal-hal sebagai berikut :
1. Bahwa pada sekitar bulan November 2013, Penggugat bersama
para pendiri lainnya mendirikan sebuah yayasan yang bergerak
dibidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan yang bernama
YAYASAN AN-NUR KENDARI berdasarkan Akta Notaris Hidayat,
SH., No. 92 tertanggal 27 November 2013 berkedudukan di Jalan
Budi Utomo Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia Kota Kendari.
Penggugat didaulat oleh para pendiri sebagai pengurus dalam hal ini
Ketua Yayasan AN-NUR KENDARI. Tidak lama berselang,
Penggugat mendapat kepercayaan oleh H. HUSEIN bin AWAD
(Tergugat Ill) Untuk mengelola objek wakaf berupa sebidang tanah
hak milik berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 02042 atas nama
pemegang hak HUSEIN AWAD (Tergugat Ill) seluas + 3.066 M? (tiga
ribu enam puluh enam meter persegi) yang terletak di JI. Budi Utomo
Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari dengan batas-batas sebagai
berikut :

Sebelah utara : Tanah milik Dg. Mappa
Sebelah selatan : JI. Budi Utomo

Sebelah timur : Tanah milik Nurdin Syah
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Sebelah barat : Tanah milik Saleh

Di atas tanah tersebut telah berdiri bangunan dengan volume
bangunan £ 605,15 m2, ukuran bidang tanah dimaksud pada sisi
bagian Selatan: = 38 meter, sisi bagian Timur : £ 55 m, sisi bagian
Barat: £ 64 m, sisi bagian Utara: 36 m. Bidang tanah tersebut
sebelumnya pernah diamanahkan pengelolaannya kepada AL
IRSYAD AL ISLAMIYYAH SULAWESI TENGGARA sebuah
perhimpunan yang bergerak dibidang pendidikan, dakwah dan sosial
berkedudukan di Kota Kendari Sulawesi Tenggara dibawah
kepengurusan Bapak H. ALIBAS yang notabene sangat dipercaya
oleh pemilik objek wakaf H. HUSEIN bin AWAD (Tergugat II) namun
karena terjadi pergantian pengurus dimana Bapak H. ALIBAS
digantikan oleh bapak MUH. ALJUFRI dan setelah MUH. ALJUFRI
meninggal dunia pengelolaan objek tanah milik H. HUSEIN bin
AWAD tersebut menjadi terbengkalai dan tidak terurus dengan baik
sesuai dengan keinginan dan harapan pemilik objek wakaf serta
proses pewakafan tanah tidak dilakukan dengan benar sesuai
ketentuan hukum yang berlaku sehingga pewakaf (Tergugat IlI)
mengalihkan pengelolaan objek wakaf tersebut kepada Penggugat
selaku Ketua Yayasan AN-NUR KENDARI;

2. Bahwa maksud dan tujuan dari pengelolaan objek wakaf milik H.
HUSEIN bin AWAD (Tergugat Illl) oleh Al Irsyad Al Islamiyyah
Sulawesi Tenggara (Tergugat 1) tidak lain adalah agar objek wakaf
tersebut dapat dimanfaatkan bagi kepentingan umat Islam sebagai
ladang amal bagi H. HUSEIN bin AWAD (Tergugat Ill) dan dengan
harapan objek wakaf tersebut dapat dikelola dengan benar, jujur dan
sungguh-sungguh oleh Al Irsyad Al Islamiyyah Sulawesi Tenggara,
namun pada kenyataannya H. HUSEIN bin AWAD (Tergugat lll) saat
itu menemukan adanya ketidakberesan / kejanggalan dalam
pengelolaan objek wakaf termasuk dalam mengelola berbagai
bantuan yang masuk baik dalam bentuk materi dan lainnya. Selain itu
proses pewakafan ternyata hanya didasarkan pada surat wakaf
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dibawah tangan (bukan akta otentik) surat tersebut tidak dibuat
dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) sebagaimana
disyaratkan dalam ketentuan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004
tentang wakaf serta tidak pula ditindak lanjuti dengan penerbitan
sertifikat tanah wakaf oleh karena proses pewakafan tidak memenuhi
syarat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 41 Tahun
2004 tentang wakaf maka tindakan klaim / pengakuan baik dari
Tergugat | maupun Tergugat |l sebagai pengelola objek wakaf adalah
tidak berdasar hukum dan oleh karenanya segala tindakan
penguasaan secara fisik dengan cara menempati dan menduduki
objek wakaf baik sebagian maupun secara keseluruhan tanpa
persetujuan dari Nadzir yang sah yaitu Penggugat ataupun dari
pewakaf (wakif) merupakan tindakan tanpa hak dan melawan hukum ;

3. Bahwa secara faktual Penggugat mengelola objek wakaf sejak
tahun 2013, namun proses pewakafan dengan mengikuti ketentuan
Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf baru
dilaksanakan pada tahun 2015 yang mana pemilik objek wakaf H.
HUSEIN bin AWAD (Tergugat Ill) telah mengikrarkan wakafnya atas
harta benda milik wakif tersebut kepada Penggugat sebagaimana
tertuang dalam Akta lkrar Wakaf Nomor : KK.24-05-08/1-a/161/ IX/
2015 yang dibuat di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Kadia, Kota Kendari selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar

Wakaf Kecamatan Kadia, Kota Kendari;

4, Bahwa akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud di atas telah
sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No. 41
Tahun 2004 tentang wakaf yang mengatur bahwa ikrar wakaf
dilaksanakan oleh wakif kepada Nadzir di hadapan Pejabat Pembuat
Akta lkrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
Oleh karena itu pewakafan atas objek harta benda milik H. HUSEIN
bin AWAD Selaku wakif kepada Nadzir (Penggugat) adalah sah

menurut hukum;
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5. Bahwa selanjutnya sesuai ketentuan pasal 32 dan pasal 33 UU
No.41 Tahun 2004 tentang wakaf, Pejabat Pembuat Akta lkrar Wakaf
Kecamatan Kadia atas nama Nadzir menindak lanjuti ikrar wakaf
dimaksud dengan mengajukan permohonan pendaftaran tanah wakaf
kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari dengan melampirkan
surat permohonan konversi / penegasan hak, surat bukti pemilik
tanah, akta ikrar wakaf / akta pengganti akta ikrar wakaf dan surat
keterangan nadzir. Berdasarkan surat permohonan tersebut, Kantor
Pertanahan Kota Kendari kemudian menerbitkan Sertifikat Tanah
Wakaf dengan No. 00002 / Kel. Kadia atas nama NAZHIR H. NAGUIB
HUSEIN (Penggugat) dengan luas tanah 3.066 M? (tiga ribu enam
puluh enam meter persegi);

6. Bahwa berdasarkan rangkaian proses pewakafan objek harta
benda milik wakif (H. HUSEIN bin AWAD) berupa bidang tanah
beserta bangunan di atasnya telah memenuhi ketentuan hukum yang
berlaku baik secara formil maupun materil sebagaimana disyaratkan
berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang
wakaf. Penggugat selaku Nadzir telah melaksanakan amanah dari
wakif (Tergugat IllI) untuk memanfaatkan dengan sebenar-benarnya
objek tanah wakaf tersebut sesuai peruntukannya vyaitu untuk
kepentingan umat Islam, tempat beribadah, sarana pengembangan
ilmu agama Islam melalui dakwah dan kajian-kajian keislaman secara
rutin, pengembangan pondok Tahfiz TK Islam serta kegiatan kegiatan

keagamaan lainnya;

7. Bahwa sejak objek wakaf tersebut diserahkan kepada Penggugat
selaku Nadzir, objek wakaf tersebut telah dikelola serta difungsikan
dengan baik oleh Penggugat. Penggugat telah mendatangkan
seorang ustadz yang memiliki pengetahuan dan pemahaman agama
(ilmu syari'ah) yang mumpuni yaitu Ustadz Dani Sofyan, Lc. selain
ditugaskan sebagai Imam Masjid juga sebagai penceramah di Masijid
Annur Kendari sehingga masjid Annur Kendari saat ini dapat terkelola
dengan baik dan jumlah jamaahnya yang rutin beribadah dan
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mengikuiti kajian di Masjid cukup banyak dan terus bertambah, tentu
hal inilah yang sangat diharapkan oleh pewakaf (Tergugat Ill) atas

pemanfaatan objek tanah dan bangnan yang diwakafkan;

8. Bahwa dalam mengelola seluruh objek wakaf tersebut, Penggugat
mengalami kendala dan hambatan utamanya terkait dengan rencana
penambahan / renovasi bangunan gedung untuk kepentingan sarana
pendidikan yang mana Penggugat dan seluruh pengurus yayasan
Annur Kendari terhalang untuk melakukan pembangunan di areal
objek tanah wakaf disebabkan karena adanya tindakan Tergugat Il
(IBRAHIM, SP) yang menempati bangunan yang sebelumnya
dijadikan sebagai tempat tinggal bagi pengasuh pondok yang terletak
dibagian belakang Masjid AN-NUR KENDARI secara tanpa hak dan

melawan hukum ;

9. Bahwa Penggugat telah beberapa kali menyampaikan permintaan
dengan cara baik-baik kepada Tergugat Il untuk segera meninggalkan
bangunan tersebut, namun Tergugat Il tidak mengindahkan, Tergugat
Il tidak bergeming dan bahkan menolak untuk pindah dari bangunan
yang sedang ditempatinya tersebut dengan alasan bahwa Tergugat I
adalah termasuk pengurus yayasan Annur Al Irsyad Al Islamiyah yang
menurutnya merupakan pengelola objek wakaf. Selain menolak
pindah, selama Tergugat || menempati bangunan tersebut, Tergugat Il
telah melakukan tindakan-tindakan yang tidak patut, tidak etis dan
melanggar hukum dengan cara menyebarkan informasi yang tidak
benar dan berbau fithah dan menyesatkan serta menghasut
masyarakat disekitar lingkungan masjid ANNUR KENDARI agar
membenci dan menolak keberadaan Ustadz DANI SOFYAN, Lc. yang
merupakan imam masjid ANNUR KENDARI. Tergugat Il bahkan
pernah membuat surat pernyataan keberatan ditujukan kepada
Kantor Kemenag Kota Kendari dan DPRD KOTA KENDARI. Setelah
dilakukan rapat dengar pendapat (Hearing) dan klarifikasi di DPRD
KOTA KENDARI tuduhan dan tudingan Tergugat |l tidak terbukti
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karena memang senyatanya tidak berdasar dan sama sekali tidak

mengandung kebenaran;

10.Bahwa pada sekitar bulan Agustus tahun 2017, bertepatan
dengan menjelang hari raya Idul Adha, Penggugat bersama pengurus
Masjid dan yayasan ANNUR KENDARI memasukkan beberapa
hewan kurban yang siap dikurbankan dihari raya idul adha ke dalam
halaman objek wakaf yaitu tepatnya di belakang Masjid ANNUR
KENDARI namun Tergugat Il tidak terima dan mengajak beberapa
orang mendatangi rumah kediaman USTADZ DANI SOFYAN, Lc.
yang juga berada dibagian belakang masjid ANNUR KENDARI dan
dengan suara yang cukup keras disertai dengan ancaman kekerasan
memaksa masuk dengan cara merusak pintu rumah kediaman
Ustadz DANI SOFYAN, Lc. Tindakan Tergugat 1l jelas tidak patut baik
secara hukum, moral dan etika oleh karenanya beralasan hukum

untuk dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum ;

11.Bahwa Surat Wakaf tertanggal 7 Mei 1994 yang dijadikan dasar
klaim/pengakuan baik Tergugat | maupun Tergugat Il sebagai
pengelola objek wakaf adalah tidak sah oleh karena itu maka patut
dan beralasan hukum bilamana majelis hakim menyatakan bahwa
surat wakaf tertanggal 7 Mei 1994 adalah tidak memiliki kekuatan

hukum mengikat terhadap objek wakaf;

12.Bahwa memberikan kepastian hukum dan kejelasan mengenai
proses perwakafan atas bidang tanah dan bangunan yang menjadi
objek wakaf dari H. HUSEIN bin AWAD selaku pihak yang sangat
berkepentingan untuk memperjelas dan membuat terang perkara a
quo maka H. HUSEIN bin AWAD menurut hukum harus dimasukkan
sebagai pihak dalam perkara oleh karena itu maka Penggugat
melibatkan H. HUSEIN bin AWAD dalam perkara a quo sebagai
Tergugat IlI;

13.Bahwa Penggugat memasukkan / melibatkan H. HUSEIN bin
AWAD sebagai Tergugat Ill dalam perkara a quo selain karena alasan
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dan argumentasi dimaksud pada oin 12 di atas juga karena
Penggugat harus mempedomani putusan Kasasi Nomor: 464
K/Ag/2019 dalam perkara nomor: 0041/Pdt.G/2018/PA Kdi tanggal 13
Februari 2019 yang dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 5

putusdan a quo dinyatakan sebagai berikut:

“bahwa tidak dimasukkannya wakif sebagai pihak dalam perkara a
quo menjadikan gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) yang
mengakibatkan gugatan cacat formil dan oleh karenanya gugatan
harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet on vankelijk verklaard).
Berdasarkan hal tersebut maka permohonan kasasi harus dinyatakan
ditolak”

Mengenai dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam perkara
inipada prinsipnya adalah sama dengan perkara perdata yang pernah
diajukan ke Pengadilan Agama Kendari sebagaimana register dengan
nomor: 0041/Pdt.G/2018/PA.Kdi yang mana dalam perkara nomor:
0041/Pdt.G/2018/PA.Kdi  tersebut, pada tingkat pertama di
Pengadilan Agama Kendari telah menerima dan mengabulkan
seluruh petitum gugatan Penggugat, namun pada tinggkat banding
ternyata oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingggi Agama Kendari
menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena
alasan kurang pihak yang kemudian putusan Pengadilan tingkat
banding tersebut dikuatkan oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung.
Oleh karena itu demi sempurnanya gugatan Penggugat dan
mempedomani putusan Kasasi Nomor: 464 K/Ag/2019 dalam perkara
nomor: 0041/Pdt.G/2018/PA.Kdi tanggal 13 Februari 2019 serta agar
putusan perkara a quo nantinya dapat memiliki kekuatan mengikat
terhadap H. HUSEIN binAWAD (Tergugat Ill) maka berdasar dan
beralasan bilamana Penggugat memasukkan / melibatkan Tergugat
IIl dalam perkara a quo;

14.Bahwa Penggugat khawatir bilamana objek wakaf disalahgunakan

baik oleh Tergugat | maupun Tergugat Il dengan cara dialihkan secara
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melawan hukum kepada pihak lain (pihak ketiga) oleh karena itu
maka beralasan bila Tergugat | dan Tergugat Il dan/atau pihak ketiga
yang mendapat hak dari Tergugat | dan Tergugat Il dihukum untuk
mengosongkan / meninggalkan tanah obyek wakaf lalu menyerahkan

kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa syarat apapun ;

15.Bahwa agar putusan perkara ini berdaya paksa, patut bila Para
Tergugat | dan Tergugat Il dihukum membayar uang paksa (dwang
som) secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta
rupiah) setiap hari keterlambatan mematuhi isi putusan perkara ini

terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap ;

Berdasarkan uraian dalil posita di atas, Penggugat memohon kiranya
Ketua Pengadilan Agama Klas | A Kendari / Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk berkenan menjatuhkan
putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk

seluruhnya ;

2. Menyatakan Surat Wakaf tertanggal 7 Mei 1994 adalah tidak sah
dan tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap objek wakaf ;

3. Menyatakan Akta Ikrar Wakaf Nomor : KK.24-05-08/1-
a/161/1X/2015, tertanggal 28 September 2015 yang dibuat dihadapan
Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Kadia Kota Kendari dan
Sertifikat Tanah Wakaf No. 00002/Kel. Kadia atas nama Nadzir H.
NAGUIB HUSEIN adalah sah menurut hukum dan berkekuatan
hukum mengikat terhadap objek wakaf;

4. Menyatakan Penggugat sebagai Nadzir atau pengelola objek

wakaf yang sah menurut hukum ;

5. Menyatakan tindakan Tergugat | yang mengaku sebagai pengelola
objek wakaf yang sah dan tindakan Tergugat Il yang telah menempati
dan menduduki bangunan (objek wakaf) serta menghalang-halangi
dan menghambat Penggugat dalam membangun/merenovasi
bangunan (objek wakaf) tersebut sebagai tindakan melawan hukum ;
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6. Menghukum Tergugat | dan Tergugat Il dan/atau pihak ketiga
yang mendapat hak dari Tergugat | dan Tergugat Il dihukum untuk
mengosongkan / meninggalkan tanah obyek wakaf lalu menyerahkan

kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa syarat apapun ;

7. Menghukum Tergugat Il untuk tunduk dan taat terhadap isi

putusan dalam perkara a quo;

8. Menghukum Tergugat |, Tergugat Il dan Tergvugat Il untuk
membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;
SUBSIDAIR :
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat memohon putusan
yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Kuasa
penggugat dan kuasa tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa pengadilan selalu berusaha mendamaikan kedua belah
pihak akan tetapi tidak berhasil, bahkan kedua belah pihak telah
menempuh proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016
dengan Mediator Drs. H. Ahmad P, M.H., dan berdasarkan surat
Mediator tertanggal 27 Juli 2020 menyatakan bahwa proses mediasi
tidak berhasil, sehingga pemeriksaaan perkara ini dilanjutkan dengan
pembacaan surat gugatan Pengugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat | dan
Tergugat Il mengajukan jawaban tertulis yang pada pokoknya adalah
sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

A. PENDAHULUAN

Dasar filosofis keberadaan Peradilan Agama di Indonesia adalah nilai-
nilai yang terkandung dalam Pancasila yang dianut oleh bangsa
Indonesia terutama sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa’ yang
menjiwai sila-sila lainnya. sedangkan dasar sosiologis keberadaan
Peradilan Agama yang berdasarkan hukum Islam merupakan cerminan
normanorma bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Hukum
Islam sudah menjadi hukum yang hidup dalam masayarakat Indonesia
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sejak Islam mulai berkembang di nusantara. Adapun dasar yuridis yang
merupakan landasan konstitusional keberadaan Peradilan Agama di
Indonesia adalah Pancasila, Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dan UUD 1945;

Keberadaan dan kedudukan Peradilan Agama sudah diakui secara resmi
sejak dari zaman kolonial dengan terbitnya keputusan Raja Belanda
(KB) No. 24 tanggal 19 Januari 1882 yang dimuat dalam Sth. 1882 No.
152 tetapi kondisinya mengalami pasang surut namun secara umum citra
Peradilan Agama hanya sebagai “quasi pengadilan”. Namanya
pengadilan, tetapi pada hakikatnya sama sekali bukan pengadilan,
melainkan sekedar badan administrasi mengenai nikah, talak dan rujuk
(NTR), yang tidak memiliki kukuasaan untuk melaksanakan keputusan
sendiri. Lahirnya UU Nomor 7 Tahun 1989 merupakan momentum
kebangkitan dari keberadaan Peradilan Agama di Indonesia yang
mengakhiri keanekaragaman peraturan perundang-undangan yang
selama ini mengatur Pengadilan Agama dan mencapai puncak
kekokohannya dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004
tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai perubahan atas Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa semua
lingkungan peradilan, termasuk Peradilan Agama, pembinaan organisasi,
administrasi dan finansialnya dialihkan dari pemerintah kepada
Mahkamah Agung. Dan terakhir kedudukan dan kewenangan yang
dimiliki Peradilan Agama semakin diperkokoh lagi sehingga benar-benar
sudah menjadi peradilan yang mandiri dengan lahirnya Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor
50 Tahun 2009 yang juga memperluas kewenangan Pengadilan Agama
termasuk kewenangan mengadili sengketa ekonomi syariah;

Ekonomi Syariah adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya
untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan
permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islam, yaitu
berdasarkan atas ajaran agama Islam, yaitu Al Qur'an dan Sunnah Nabi;
Ekonomi syariah memiliki dua hal pokok yang menjadi landasan hukum
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sistem ekonomi syariah yaitu Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah, hukum-
hukum yang diambil dari kedua landasan pokok tersebut secara konsep
dan prinsip adalah tetap (tidak dapat berubah kapanpun dan dimana
saja);

Menurut Dr. Irfan Syauqi Beik, dalam karyanya berjudul wakaf sebagai
instrument ekonomi umat, menyatakan :

“Salah satu instrumen ekonomi syariah yang perlu mendapat perhatian
dan harus dikembangkan adalah wakaf. Wakaf merupakan instrumen
keuangan sosial syariah yang selama ini belum tergarap dengan baik,
meskipun beberapa institusi, terutama institusi pendidikan, telah
memberikan contoh bagaimana mereka bisa mengembangkan diri
dengan wakaf. Di Indonesia, Pondok Modern Gontor, Pondok Pesantren
Darunnajah dan Ull Yogyakarta adalah contoh lembaga pendidikan yang
mampu bertahan dan memberikan kontribusi signifikan bagi umat dan
bangsa melalui wakaf. Demikian pula Universitas Al Azhar Mesir yang
bertahan lebih dari 10 abad dengan mengandalkan pengelolaan wakaf
sebagai ujung tombak pendanaan dan pembiayaannya”;

Wakaf merupakan salah satu bentuk kegiatan ibadah sunnah yang
sangat dianjurkan bagi umat Islam. Sebagai suatu amalan ibadah
kepada Allah SWT, pahala wakaf akan selalu mengalir meskipun sang
wakif telah wafat. Selain itu, wakaf mempunyai fungsi lain yaitu sebagai
amal social;

Wakaf adalah ibadah yang diutamakan dalam Islam sebagai taqorrob
(pendekatan) diri kepada Allah SWT, sekaligus modal dalam
perkembangan dan kemajuan agama Islam. Mewakafkan harta yang
dimiliki, maka manfaat yang akan diperoleh lebih dari bersedekah atau
berderma, sebab harta wakaf bersifat abadi dan hasilnya dapat
terusmenerus dipergunakan untuk kepentingan masyarakat;

Kata “wakaf’ atau “waqf’ berasal dari bahasa arab “wagafa” yang artinya
“menahan” atau “berhenti” atau “diam ditempat”. Kata “waqafa (fiil madi)
-yaqifu (fiil mudari)-waqgfan (isim masdar) sama artinya dengan “habasa-
yahbisu-tahbisan” artinya mewakafkan. Disebut menahan karena wakaf
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ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai
dengan tujuan wakaf. Selain itu dikatakan menahan juga karena manfaat
dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapapun selain dari orang-orang
yang berhak atas wakaf tersebut;
Pengertian wakaf secara umum adalah Perbuatan hukum seseorang
atau kelompok atau badan hukum yang memisahkan sebahagian dari
benda miliknya dan melambangkannya untuk selama-lamanya guna
kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran
Islam
Para ahli figh mempunyai pandangan yang berbeda terhadap definisi
wakaf. Berikut beberapa definisi wakaf menurut ulama figh:
1. Menurut Mazhab Syafi’i dan Ahmad bin Hambal, wakaf adalah
melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif setelah
sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa
saja terhadap harta yang diwakafkan baik menjual, menghibahkan
atau mewariskan kepada siapapun;
2. Menurut Mahzab Hanafi, wakaf adalah menahan suatu benda
yang menurut hukum tetap milik si  wakif dalam rangka
mempergunakan manfaat untuk kebajikan. Berdasarkan definisi
tersebut maka kepemilikan atas benda wakaf tetap menjadi milik si
wakif dan yang timbul dari wakif hanyalah menyedekahkan
manfaatnya untuk digunakan oleh penerima wakaf;
3. Menurut Mahzab Malikiyah, wakaf adalah tidak melepaskan harta
yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut
mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan
kepemilikannya atas harta tersebut yang lain dan wakif berkewajiban
menyedehkahkan manfaat serta tidak boleh menarik kembali
wakafnya;
Dari berbagai rumusan pengertian tentang wakaf, dapat diartikan bahwa
wakaf adalah menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya
kepada seseorang atau Nazhir (pemelihara atau pengurus wakaf) atau
kepada suatu badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau
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manfaatnya dipergunakan sesuai dengan ajaran Islam. Benda yang
diwakafkan tidak lagi menjadi hak milik yang mewakafkan dan bukan

pula milik tempat menyerahkan, tetapi menjadi milik Allah;

Dasar Hukum Wakaf adalah sebagai berikut :
1. Menurut Al- Quran

Dalam Al-Qur’an maupun As-Sunnah tidak disebutkan secara eksplisit
tentang perintah wakaf. Namun para ulama’ sepakat bahwa wakaf
merupakan salah satu dari ibadah dalam Islam. Adapun dasar hukum
yang digunakan oleh para ulama’ dalam merumuskan hukum wakaf
adalah sebagai berikut:

- Q.S Al-Baqarah 261-262
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Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-

\

E\\
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orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa
dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-
tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa
yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi
Maha mengetahui. (261) orang-orang yang menafkahkan
hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa
yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya
dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka
memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran
terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati (262)
(Q.S Al-Bagarah 261-262).

- Q.S Al-Bagarah 267
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Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan
Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian
dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan
janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan
dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya
melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan
ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Q.S. Al-
Baqgarah: 267)

- Q.S Ali-Imran 92
o all BB sond O lshall s 0ol e lsdadh LI5 31 LIl &
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Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebijakan (yang
sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang
kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka
sesungguhnya Allah mengetahuinya. (Q.S. Ali-Imran: 92).
Ayat di atas menunjukkan bahwa untuk sampai kepada kebajikan
yang sempurna adalah dengan cara menafkahkan sebagian harta
yang dicintai. Menafkahkan atau mewakafkan harta yang dimiliki
maksudnya bukan keseluruhannya melainkan sebagian saja dan
dinafkahkan dari harta yang dicintai, bukan dari harta yang tidak
dicintai. Jika kemudian ayat ini dikorelasikan dengan Surrah Al-
Baqgarah ayat 267 yang menjelaskan agar jangan memilih yang
jelek untuk diwakafkan. Dengan mewakafkan harta yang dicintai
terlihat keseriusan seorang waqif;

2. Menurut Hadist- Hadist Rasulullah SAW
Adapun hadis Rasulullah yang menjadi dasar hukum wakaf
adalah sebagai berikut:

-  H.R. Muslim
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Artinya: Diceritakan oleh Yahya Ibnu Ayyub dan Qutaibah (yaitu

\n—

Ibnu Said dan Ibnu Hajar, mereka berkata diceritakan Ismail bin
Ja'far dari Ala’ dari bapaknya dari Abi> Hurairah: Sesungguhnya
Rosulullah SAW bersabda (Apabila anak Adam (manusia)
meninggal dunia maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara;
shodaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang
selalu mendoakan kedua orang tuanya. (H.R. Muslim).

- H.R. Muslim
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Artinya: Dirivayatkan dari Yahya ibn Yahya al-Tamimiy,
mengabarkan kepada kami Sulaim ibn Akhdar, dari ibn ‘Aun dari
Nafi’,dari Ibnu Umar, bahwa Umar Ibn Al-Khaththab mempunyai
sebidang tanah di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi untuk
meminta nasihat tentang harta itu seraya berkata, “Wahai
Rasulullah, sesungguhnya aku telah mendapat sebidang tanah
seperti itu. Rosulullah berkata, “Jika engkau mau, wakafkanlah
tanah itu dan bersedekahlah hasilnya. Berkata Ibnu Umar, “maka
Umar mewakafkan tanah itu dengan arti bahwa tanah itu tidak
boleh dijual lagi, dihibahkan dan diwariskan. Umar
menyedahkahkan hasil warta itu untuk orang fakir, kerabat,
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budak, untuk jalan Allah, orang telantar, dan tamu. Tidaklah
berdosa orang yang mengurusinya (nazir) memakan sebagian
harta secara wajar atau memberi makan asal tidak bermaksud

mencari kekayaan (H.R Muslim);

-  H.R Bukhari
“Sesungguhnya tanah wakaf tidak boleh di jual, tidak boleh
dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan”.

3. Pendapat Jumhur Ulama Tentang Wakaf

1) Syaikh Shalih Al- Fauzan menjelaskan,

“Wakaf termasuk akad yang dianggap sah dengan sekedar
ucapan sehingga tidak boleh dibatalkan. Hal ini sebagaimana
disebutkan dalam sabda Nabi Saw ‘tidak boleh di jual bendanya,
tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh di wariskan”. “begitu pula
seadainya harta di wakafkan itu belum ada yang
memanfaatkannya dan orang yang mewakafkan dalam keadaan
membutuhkannya dimasa tuanya wakaf tetap tidak bisa ambil

kembali.™;

2) Wahbah Zuhaili, al-fighu al-Islami wa Addilatuhu
(Damaskus : Dar Al-Fikr Al-Arabi, 2006) Jus, 8 Hal. 171,
menjelaskan :

“Sesungguhnya milik dalam pengawasan barang yang diwakafkan
adalah berpindah kepada Allah Ta'ala, Artinya : Barang yang telah
diwakafkan itu telah terlepas dari wewenang (kekuasaan)

manusia”;

3) Ahmad Azhar Basyir, dalam bukunya Wakaf Izarah dan
Syirkah, menjelaskan “Wakaf adalah menahan harta yang dapat
diambil manfaatnya tidak musnah seketika, dan untuk
penggunaannya yang dibolehkan serta dimaksudkan untuk
mendapatkan ridho Allah”;

Selanjutnya Ahmad Azhar Basyir menyatakan
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“Harta Wakaf tidak dapat dipindahkan kepada orang lain, baik

dengan diperjual belikan, diwariskan, maupun dihibahkan’;

Rukun Wakaf adalah sebagai berikut :
1) Wakif, yaitu Orang yang berwakaf;
2) Mauquf, yaitu benda yang diwakafkan;
3) Mawquf ‘alaih, yaitu orang atau badan hukum atau tempat
ibadah yang menerima dan mengelola harta benda wakaf;
4) Shighat, yaitu pernyataan sebagai suatu kehendak untuk
mewakafkan sebagian harta benda;
Berkaitan dengan rukun wakaf sebagaimana syariat islam tersebut, bila
dihubungkan dengan fakta-fakta hukum adanya wakaf tanah yang
dimiliki Tergugat 11l yang diserahkan kepada Al Irsyad Islamiyyah Wilayah
Sulawesi Tenggara, diuraikan sebagai berikut:
1. Wakif adalah H. Husein Awad berkedudukan sebagai
orang yang berwakaf ;
2. Maukuf bih adalah harta tidak bergerak berupa tanah SHM
No. 2042 tahun 1985 atas nhama Tergugat Il yang terletak di Jalan
Budi Utomo Kel. Kadia (dahulu Desa/Kel. Wua — Wua), Kec.
Kadia (dahulu Kec. Mandonga) Kota Kendari, dengan batas-batas

sebagai berikut :

- Sebelah utara : Tanah milik Dg. Mappa;
- Sebelah Selatan  : Jl. Budi Utomo;

- Sebelah Timur : Tanah Milik Nurdin Syah;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Saleh;

3. Mawquf ‘alaih, yaitu pihak yang diberi wakaf adalah Al-
Irsyad Islamiyah Wilayah Sulawesi Tenggara (Tergugat |);
4, Shigat, yaitu ialah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari
orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan
menjelaskan apa yang diinginkannya. Yaitu berupa Surat
Pernyataan Wakaf tanggal 7 Mei 1994;
Berdasarkan Fakta-Fakta hukum yang diuraikan diatas dan dihubungkan
dengan makna wakaf dalam syariat islam, maka secara tegas dapat
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disimpulkan bila Tergugat Il yang telah mewakafkan tanah miliknya
kepada Al- Irsyad Islamiyah Wilayah Sulawesi Tenggara adalah sah;
Bahwa selanjutnya proses wakaf yang dilakukan antara Penggugat dan
Tergugat Il didasar dengan rekayasa huku yaitu awalnya Penggugat
bersama Tergugat Il membuat Surat Keterangan Hilang atas SHM No.
2042 Tahun 1985 di Kepolisian yang kemudian atas dasar itu Tergugat Il
memohon di Kantor BPN Kota Kendari untuk diterbitkan Sertifikat
Pengganti (sama dengan yang dinyatakan hilang). Selanjutnya Sertifikat
Pengganti yang diterbitkan oleh BPN Kota Kendari tersebut oleh
Tergugat Il dan Penggugat melakukan proses Wakaf, kemudian terbitlah
Sertifikat Wakaf atas nama Yayasan An-Nur milik Penggugat;
Bahwa dalam perkara a quo terlihat jelas rekayasa hukum yang
dilakukan oleh Pengugat (anak) dan Tergugat Il (Bapak) dalam rangka
untuk menguasai tanah yang telah diwakafkannya dengan melawan
hukum dan agama. Hal tersebut dapat dilihat dimana Bapak dan Anak
membagi peran yaitu Bapak sebagai Tergugat Ill dan anak sebagai
Penggugat, serta Kuasa Hukum Penggugat merupakan Kuasa Hukum
Tergugat Il baik dalam proses hukum perdata (termasuk perkara a quo)
maupun di kepolisian;
B. DALAM KONVENSI
1. Bahwa Tergugat | dan Tergugat Il menolak dengan
tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang
secara tegas Tergugat | dan Tergugat Il akui kebenarannya;
2. WAKAF OLEH TERGUGAT IlIl ATAS TANAH SHM NO.
2042 TAHUN 1985 KEPADA TERGUGAT | BERDASARKAN
SURAT PERNYATAAN WAKAF TERTANGGAL 7 MEI 1994 (26
ZHULQAIDAH 1414 H) ADALAH SAH KARENA
DILAKSANAKAN MENURUT KETENTUAN SYARIAT ISLAM.
Bahwa Tergugat | dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil
Penggugat pada point No. 1, 2, 3, dan 4 karena merupakan sesuatu
yang mengada-ada dan tidak benar;
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Bahwa secara fakta hukum Tergugat Il telah mewakafkan kepada
Tergugat | berupa tanah seluas 3.066 M2 sebagaimana SHM No.
2042 tahun 1985 yang terletak di Jalan Budi Utomo Kel. Kadia
(dahulu Desa/Kel. Wua — Wua), Kec. Kadia (dahulu Kec. Mandonga)

Kota Kendari, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Tanah milik Dg. Mappa,;
- Sebelah Selatan : JI. Budi Utomo;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Nurdin Syah;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Saleh;
Bahwa penyerahan wakaf oleh Tergugat Il pada Tergugat |

dituangkan dalam Surat Pernyataan Wakaf tertanggal 7 Mei 1994
dengan disertai penyerahan Sertifikat tanah SHM No. 0204 tahun
1985;

Berdasarkan pada Surat Pernyataan Wakaf tertanggal 7 Mei 1994
tersebut dan dihubungkan dengan makna Wakaf (rukun) secara
hukum Islam, maka perbuatan hukum Wakaf tersebut adalah sabh;
Bahwa harta yang telah diwakafkan tidak boleh ditarik kembali
karena pada hakikatnya akad wakaf adalah memindahkan
kepemilikan kepada Allah, oleh karenanya Shighah (lafadz dari yang
mewakafkan) Tergugat Il yang telah menyerahkan wakaf kepada
Tergugat | (sebagai nadzir) sebagaimana yang telah dituangkan
dalam surat wakaf tertanggal 7 Mei 1994 adalah sah, dan tidaklah
dapat ditarik kembali. Oleh karena Tergugat | telah ditunjuk sebagai
nadhir oleh Tergugat Ill, maka menurut syariat islam nadzir tersebut
tidak dapat dipecat/diganti oleh siapapun karena syarat tidak bisa
berubah;

Bahwa bila dimaknai dari dalil Penggugat pada point No. 1 yang
menyimpulkan : “....... bidang tanah tersebut sebelumnya pernah
diamanahkan pengelolaannya kepada Al- Irsyad Islamiyah Wilayah
Sulawesi Tenggara sebuah perhimpunan yang bergerak dibidang

Adalah bentuk pengakuan

pendidikan, dakwah, dan sosial....
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yang tidak terbantahkan bahwa senyatanya tanah SHM No. 2042
tahun 1985 telah diwakafkan Tergugat 11l kepada Tergugat I;

Adapun dalih Penggugat dengan memaknai wakaf tersebut sebagai
“pengelolaan” adalah rekayasa yang tidak benar dan mengada —
ada, karena senyatanya sebagaimana Surat Pernyataan Wakaf
tertanggal 7 Mei 1994 disebutkan secara jelas bahwa Tergugat Il
menyerahkan dan mewakafkan tanah (bukan pengelolaan);

Bahwa tidak benar bila tanah wakaf yang diterima oleh Tergugat |
terbengkalai dan tidak terurus dengan baik, karena secara fakta
hukum Tergugat | dan Tergugat Il (sebagai pengurus) tanah wakaf
tersebut dipergunakan sebagaimana mestinya yaitu melaksanakan
dan mengelola dengan baik Masjid, Pondok Pesantren, dan RA/TK
(tetapi kemudian pada bulan Juli 2014 yaitu bertepatan Bulan Suci
Ramadhan dibongkar oleh Penggugat) yang berdiri diatas tanah
wakaf Tergugat I;

Bahwa secara fakta hukum Penggugat merupakan Ketua Yayasan
An-Nur yang notabene adalah anak dari H. Husein Awad;

Bahwa secara fakta hukum pula, Tergugat Ill yang telah mewakafkan
tanah kepada Tergugat I, ternyata Tergugat | dan Tergugat Il ketahui
pada sekitar Tahun 2015 Tergugat Ill mewakafkan tanah yang sama
dengan cara membuat keterangan palsu atau pemalsuan surat
dengan berdalih sertifikat SHM No. 2042 tahun 1985 dinyatakan
hilang, untuk kemudian sebagai dasar untuk diterbitkan Sertifikat
dengan Nomor yang sama (SHM No. 2042 tahun 1985) oleh Kantor
Pertanahan Kendari dan kemudian dialihkan melalui Wakaf dengan
terbitnya Sertifikat Wakaf No. 2 Tahun 2015 oleh Tergugat Il pada
anaknya (Yayasan An Nur);

Bahwa atas perbuatan menyatakan hilang SHM No. 2042 tahun
1985 (keterangan palsu/pemalsuan surat) oleh Tergugat Il dan
kawan-kawan yang notabene bagian dari jaringan Penggugat,
kemudian Tergugat | dan Tergugat Il melaporkan hal tersebut pada
Kepolisian Daerah (Polda) Sultra;
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Oleh karenanya, perbuatan Tergugat Ill bersama Penggugat yang
mana Tergugat Il mewakafkan tanah pada anaknya (padahal
sebelumnya telah mewakafkan pada Tergugat I) dengan dilandasi
merekayasa Sertifikat SHM No. 2042 tahun 1985 dinyatakan hilang
adalah perbuatan melawan hokum;

Bahwa Wakaf yang dilaksanakan oleh Tergugat Il atas tanah SHM
No. 2042 tahun 1985 kepada Tergugat | berdasarkan Surat
Pernyataan Wakaf tertanggal 7 Mei 1994 (26 Zhulgaidah 1414 H)
adalah sah karena dilaksanakan menurut ketentuan Syariat Islam;
Oleh karenanya, Para Tergugat menganggap dalil-dalil Penggugat
hanyalah rekayasa belaka dan adanya upaya merebut tanah wakaf

Tergugat | secara melawan hukum;

3. WAKAF ANTARA TEFRGUGAT ]l DENGAN
PENGGUGAT (ANAKNYA) DIBUAT DENGAN REKAYASA
YAITU SERTIFIKAT SHM NO. 2042 TAHUN 1985 DINYATAKAN
HILANG (KETERANGAN PALSU) SEHINGGA PARA
TERGUGAT MELAPORKAN KEPOLDA SULTRA, OLEH
KARENANYA WAKAF YANG DILAKUKAN OLEH H. HUSEIN
AWAD KEPADA PENGGUGAT (ANAKNYA) DIBUAT SECARA
MELAWAN HUKUM;
Bahwa Tergugat | dan Tergugat Il menolak dengan tegas dalil
Penggugat pada point No. 5 dan 6 karena merupakan sesuatu yang
mengada-ada dan tidak benar;
Bahwa secara hukum tindakan Penggugat yang mengajukan
permohonan untuk menerbitkan sertifikat tanah wakaf atas tanah
yang telah diwakafkan pada Tergugat | adalah tidak berdasar;
Bahwa dalam permohonan penerbitan Sertifkat Wakaf Penggugat
telah didasarkan pada adanya rekayasa berupa keterangan palsu
yang menyatakan bahwa Sertifikat SHM No. 2042 Tahun 1985
adalah hilang, padahal senyatanya secara fakta hukum Sertifikat
SHM No. 2042 Tahun 1985 tersebut tidak pernah hilang karena
Tergugat Il telah menyerahkan kepada Tergugat | ketika

Hal. 23 dari 73 hal. Put. No. 453/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakafkan tanah tersebut. Oleh karenanya Tergugat | dan
Tergugat Il melaporkan hal tersebut pada Polda Sultra;

Bahwa Surat Keterangan Hilang tersebut, oleh Penggugat bersama
Tergugat 1l dijadikan dasar untuk menerbitkan Sertifikat Pengganti
(sama dengan Sertifikat yang dinyatakan hilang) sehinga kemudian
Kantor BPN Kota Kendari berdasarkan Surat Keterangan Hilang
tersebut selanjutnya menerbitkan Sertifikat Pengganti. Selanjutnya
Penggugat dan Tergugat Il kemudian melakukan rekayasa wakaf
sehingga terbitlah Akta Wakaf dan Sertifikat Wakaf atas nama
Yayasan An-Nur milik Penggugat;

Bagaimana mungkin........... Penggugat berdalih proses Wakaf yang
dilakukannya adalah sah dan memenuhi ketentuan yang berlaku,
sementara Penggugat dari dalilnya sendiri memahami bila bapaknya
(Tergugat IIl) telah mewakafkan tanah beserta Sertifikat SHM No.
2042 Tahun 1985 tersebut pada Tergugat I;

Bahwa proses rekayasa yang dilakukan oleh Penggugat dan
Tergugat Il dengan menyatakan SHM No. 2042 Tahun 1985 adalah
dilakukan tanpa sepengetahuan Tergugat | dan Tergugat Il. Nantilah
ketika adanya proses hukum termasuk proses Pengadilan ini baru
Tergugat | dan Tegugat Il menyadari adanya rekayasa wakaf yang
dilakukan antara Penggugat dan Tergugat Ill dengan membuat Surat
Keterangan Hilang SHM No. 2042 Tahun 1985 demi untuk
menguasai tanah yang telah diwakafkannya kepada Tergugat I;
Dengan adanya niat yang tidak benar (jahat) antara Penggugat dan
bapaknya untuk memiliki kembali tanah Sertifikat SHM No. 2042
Tahun 1985 dan tidak lagi menghargai atau menjunjung nilai-nilai
syariat Islam (berpikiran materialistis dengan memikirkan nilai
ekonomis dunia semata) kemudian berupaya merebut tanah Wakaf
dari Tergugat | dengan merekayasa yaitu menyatakan Sertifikat SHM
No. 2042 Tahun 1985 (yang telah diserahkan pada Tergugat )

“hilang”;
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Dengan adanya fakta hukum berupa proses rekayasa yang tidak
benar atas Wakaf yang dilakukan oleh Targugat Il bersama
Penggugat atas tanah Wakaf Tergugat |, maka tentunya Wakaf
antara Tergugat Il dengan anaknya (Penggugat) dari sisi Syariat
Islam adalah perbuatan yang tentunya dilaknat oleh Allah SWT;
Adapun dari sisi hukum, perbuatan proses rekayasa Wakaf yang
dilakukan oleh Tergugat lll bersama Penggugat atas tanah Wakaf
Tergugat | adalah tidak mempunyai nilai hukum karena dilandasi oleh
perbuatan melawan hukum berupa keterangan palsu dengan
menyatakan hilang Sertifikat SHM No. 2042 Tahun 1985 (padahal
tidak hilang);

4, SEJAK TERGUGAT | MENERIMA WAKAF TANAH
SEBAGAIMANA SURAT PERNYATAAN WAKAF TERTANGGAL
7 MEI 1994 (26 ZHULQAIDAH 1414 H) KEMUDIAN TERGUGAT
I MENDIRIKAN MESJID AN-NURR, PONDOK PESANTREN,
RAUDLATUL ATHFAL (RA) SERTA KEGIATAN-KEGIATAN
UMAT LAINNYA.
Bahwa Tergugat | dan Tergugat Il menolak dengan tegas dalil
Penggugat pada point No. 7 dan 8 karena merupakan sesuatu yang
mengada-ada dan tidak benar;
Bahwa tidak benar dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, karena
senyatanya secara fakta hukum objek tanah wakaf Tergugat | diurus
dengan baik dengan Tergugat | beserta pengurusnya termasuk
Tergugat I,
Adapun proses Wakaf Penggugat dibuat berdasarkan rekayasa
hukum yang tidak benar untuk merebut tanah Wakaf Tergugat |I.
Proses rekayasa yang dilakukan oleh Penggugat bersama bapaknya
dengan membuat keterangan palsu serta menggunakan surat palsu
tersebut untuk menerbitkan Sertifikat Wakaf No. 2 Tahun 2015,
kemudian Tergugat | dan Tergugat Il laporkan ke Polda Sultra;
Dalil-dalil Penggugat yang berdalih mendatangkan penceramah,
mendatangkan jemaah banyak adalah rekayasa semata yang
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dilakukan oleh Penggugat atas perbuatan melawan hukum yang
dilakukannya pada Tergugat | dan Tergugat Il. Dalih Penggugat
tersebut merupakan “kedok” semata yang berlindung dibalik nama
Agama tetapi senyatanya perbuatannya yang mencoba merebut
tanah wakaf Tergugat | dengan bersama Bapaknya dengan
merekayasa menyatakan hilang dan menggunakan surat kehilangan
tersebut untuk menerbitkan Sertifikat Wakaf, Menjadi pertanyaan
yang kiranya dijawab secara bathin/hati nurani... apakah
perbuatan Penggugat tersebut merupakan perbuatan yang
dilaknat Allah SWT karena menginjak-injak  Syariat
Islam........??27?;

Bahwa dalil Penggugat mengenai Tergugat Il yang menempati
tempat tinggal pengasuh pondok adalah suatu tuduhan yang tidak
berdasar dan tidak benar. Bahwa Tergugat Il menempati rumah
Pengasuh pondok adalah berdasarkan persetujuan Tergugat |, dan
Tergugat Il telah menempati rumah tersebut sejak tahun 2004 karena
secara nyata tergugat Il adalah salah satu Pengajar/Pengasuh
Pondok Pesantren;

Oleh karenanya secara fakta hukum tidaklah berdasar dalil yang

diungkapkan oleh Penggugat dan merupakan rekayasa belaka;

5. TERGUGAT | SEBAGAI PENERIMA WAKAF TANAH
SEBAGAIMANA SURAT PERNYATAAN WAKAF TERTANGGAL
7 MEI 1994 (26 ZHULQAIDAH 1414 H), SEHINGGA TINDAKAN
TERGUGAT Il ATAS IZIN TERGUGAT |I. DALIL PENGGUGAT
TERHADAP TERGUGAT Il ADALAH REKAYASA BELAKA DAN
PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENGGUGAT BESERTA
BAPAKNYA TELAH DILAPORKAN PADA POLDA SULTRA;
Bahwa Tergugat | dan Tergugat Il menolak dengan tegas dalil
Penggugat pada point No. 9 dan 10 karena merupakan sesuatu yang
mengada-ada dan tidak benar;
Bahwa dalil Penggugat mengenai permintaan pada Tergugat Il untuk
tinggalkan tanah wakaf adalah suatu hal yang tidak berdasar dan
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tidak benar, karena senyatanya tanah tersebut adalah tanah wakaf
Tergugat I,

Adapun Tergugat I| menempati tanah wakaf serta rumah Pengasuh
pondok adalah berdasarkan persetujuan Tergugat | sebagai pemilik
wakaf, dan Tergugat Il telah menempati rumah tersebut sejak tahun
2004 karena secara nyata tergugat Il adalah salah satu
Pengajar/Pengasuh Pondok Pesantren;

Haruslah dipahami, bila Sertifikat Wakaf Penggugat dibuat
berdasarkan rekayasa hukum yang tidak benar untuk merebut tanah
Wakaf Tergugat |I. Proses rekayasa yang dilakukan oleh Penggugat
bersama bapaknya dengan membuat keterangan hilang SHM No.
2042 tahun 1985 yang merupakan keterangan palsu serta
menggunakan surat palsu tersebut untuk menerbitkan Sertifikat
Wakaf No. 2 Tahun 2015. Atas hal tersebut membuat Tergugat | dan
Tergugat Il melaporkan ke Polda Sultra;

Senyatanya dalil Penggugat mengenai hal bersurat ke DPRD Kota
Kendari adalah tidak benar. Tergugat Il pernah bersurat ke DPRD
Kota Kendari pada tanggal 1 September 2015 untuk melakukan
Hearing dengan agenda mempertanyakan mengapa tanah yang
telah diwakafkan oleh Tergugat Il pada Tergugat I, tapi kemudian
Tergugat Il mewakafkan lagi pada anaknya (diwakafkan 2 kali oleh
Pewakif H. Husein Awad). Kemudian hasil hearing di DPRD Kota
Kendari disimpulkan bahwa tidak dibenarkan adanya perwakafan 2
kali yang diberikan oleh Pewakif. Bahwa secara nyata dari hasil
hearing bersama Komisi | DPRD Kota Kendari telah diambil
kesimpulan yang dituangkan dalam suatu berita acara, akan tetapi
Penggugat tidak menerima dan menolak menandatangani berita
acara tersebut;

Bahwa kemudian pada awal 2018, Tergugat | danTergugat Il
mengetahui ternyata proses Wakaf Penggugat dibuat berdasarkan
rekayasa hukum yang tidak benar untuk merebut tanah Wakaf

Tergugat |. Proses rekayasa yang dilakukan oleh Penggugat
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bersama bapaknya dengan membuat keterangan palsu dengan
menyatakan bahwa Sertifikat SHM No. 2042 Tahun 1985 “hilang”
(padahal Sertifikat tersebut ada pada Tergugat |) serta menggunakan
surat palsu tersebut untuk menerbitkan Sertifikat Wakaf No. 2 Tahun
2015 tersebut, kemudian Tergugat | dan Tergugat Il telah melaporkan
ke Polda Sultra;

Oleh karennya, dalil-dalil yang diungkapkan oleh Penggugat
hanyalah suatu rekayasa (untuk merebut tanah wakaf Tergugat 1)
dengan menghalalkan segala cara dan mengangkangi Syariat Islam;
6. WAKAF OLEH TERGUGAT Illl ATAS TANAH SHM NO.
2042 TAHUN 1985 KEPADA TERGUGAT | BERDASARKAN
SURAT PERNYATAAN WAKAF TERTANGGAL 7 MEI 1994 (26
ZHULQAIDAH 1414 H) ADALAH SAH KARENA
DILAKSANAKAN MENURUT KETENTUAN SYARIAT ISLAM.
OLEH KARENANYA TIDAK BERALASAN DALIL-DALIL
PENGGUGAT;
Bahwa Tergugat | dan Trergugat Il menolak dengan tegas dalil
Penggugat pada point No. 11, 12, 13, 14, dan 15 karena merupakan
sesuatu yang mengada-ada dan tidak benar;
Bahwa penyerahan wakaf oleh Tergugat Il pada Tergugat |
dituangkan dalam Surat Pernyataan Wakaf tertanggal 7 Mei 1994
dengan disertai penyerahan Sertifikat tanah SHM No. 0204 tahun
1985;
Berdasarkan pada Surat Pernyataan Wakaf tertanggal 7 Mei 1994
tersebut dan dihubungkan dengan makna Wakaf (rukun) secara
hukum Islam, maka perbuatan hukum Wakaf tersebut adalah sah;
Bahwa pada awal 2018, Tergugat | dan Tergugat |l mengetahui
ternyata proses Wakaf Penggugat dibuat berdasarkan rekayasa
hukum yang tidak benar untuk merebut tanah Wakaf Tergugat I.
Proses rekayasa yang dilakukan oleh Penggugat bersama bapaknya
dengan membuat keterangan palsu dengan menyatakan bahwa
Sertifikat SHM No. 2042 Tahun 1985 “hilang” (padahal Sertifikat

Hal. 28 dari 73 hal. Put. No. 453/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ada pada Tergugat I) serta menggunakan surat palsu
tersebut untuk menerbitkan Sertifikat Wakaf No. 2 Tahun 2015
tersebut, kemudian Tergugat | dan Tergugat Il telah melaporkan ke
Polda Sultra;

Bahwa dengan dimasukkannya Pewakif (H. Husein Awad) sebagai
Tergugat Il dan adanya fakta hukum berupa proses rekayasa Wakaf
yang dilakukan oleh Tergugat Ill bersama Penggugat atas tanah
Wakaf Tergugat |, maka tentunya memberikan gambaran hukum bila
Wakaf antara Tergugat lll dengan anaknya (Penggugat) dari sisi
Syariat Islam adalah perbuatan menginjak-injak Syariat Islam dan
merupakan perbuatan yang dilaknat oleh Allah SWT;

Bahwa perkara a quo terlihat jelas rekayasa hukum yang dilakukan
oleh Penggugat (anak) dan Tergugat Ill Bapak) dalam rangka untuk
menguasai kembali tanah yang telah diwakafkannya dengan
melawan hukum dan agama. Hal tersebut dapat dilihat dimana
Bapak dan Anak membagi pearan yaitu Bapak sebagai Tergugat Il
dan anak sebagai Penggugat, serta Kuasa Hukum Penggugat
merupakan Kuasa Hukum Tergugat Il baik dalam proses hokum
perdata (termasuk perkarra a quo) maupun di kepolisian;

Terkait dengan hal-hal tersebut di atas, tentunya memberikan
kejelasan bila dalil-dalii yang diungkapkan oleh Penggugat
merupakan hal yang tidak berdasar dan tidak benar;

Bahwa dalil-dalil yang lain berupa pengosongan/meninggalkan tanah
objek wakaf dan uang paksa (dwang som) sangatlah tidak berdasar

secara hukum dan harus ditolak;

DALAM REKONVENSI
1. Bahwa Tergugat Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi dan
Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi dalam Gugatan
Rekonvensi ini;
WAKAF OLEH H. HUSEIN AWAD ATAS TANAH SHM NO. 2042
TAHUN 1985 KEPADA TERGUGAT | BERDASARKAN SURAT
PERNYATAAN WAKAF TERTANGGAL 7 MEI 1994 (26
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ZHULQAIDAH 1414 H) ADALAH SAH KARENA DILAKSANAKAN
MENURUT KETENTUAN SYARIAT ISLAM;

2. Bahwa sebagaimana telah diungkapkan pada bagian
PENDAHULUAN, telah memberikan kedudukan yang jelas mengenai
Wakaf dalam system hukum yang berlaku;

Bahwa secara fakta hukum H. Husen Awad telah mewakafkan kepada
Penggugat Rekonvensi berupa tanah seluas 3.066 M2 sebagaimana
SHM No. 2042 tahun 1985 yang terletak di Jalan Budi Utomo Kel.
Kadia (dahulu Desa/Kel. Wua — Wua), Kec. Kadia (dahulu Kec.
Mandonga) Kota Kendari, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Tanah milik Dg. Mappa;
- Sebelah Selatan  : JI. Budi Utomo;

- Sebelah Timur : Tanah Milik Nurdin Syah;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Saleh;

Bahwa penyerahan wakaf oleh H. Husen Awad pada Penggugat
Rekonvensi dituangkan dalam Surat Pernyataan Wakaf tertanggal 7
Mei 1994 dengan disertai penyerahan Sertifikat tanah SHM No. 2042
tahun 1985;

Berdasarkan pada Surat Pernyataan Wakaf tertanggal 7 Mei 1994
tersebut dan dihubungkan dengan makna Wakaf (rukun) secara
hukum Islam, maka perbuatan hukum Wakaf tersebut adalah sah;

3. Bahwa sebagaimana telah Penggugat Rekonvensi pada Bab
Pendahuluan, bahwa dasar-dasar Wakaf telah diatur dalam Syariat
Islam baik itu dalam Al-Quran, Hadist Nabi SAW, serta Pendapat
Jumhur Ulama yang mengandung makna antara lain “ bila harta yang
telah diwakafkan tidak bisa dibatalkan atau tidak bisa harta
diwakafkan lebih dari 1 kali”;

WAKAF ANTARA H. HUSEIN AWAD DENGAN TERGUGAT
REKONVENSI (ANAKNYA) DIBUAT DENGAN REKAYASA YAITU
SERTIFIKAT SHM NO. 2042 TAHUN 1985 DINYATAKAN HILANG
(KETERANGAN PALSU) SEHINGGA PENGGUGAT REKONVENSI
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MELAPORKAN KE POLDA SULTRA, OLEH KARENANYA WAKAF
YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT IIl KONVENSI (H. HUSEIN
AWAD) KEPADA TERGUGAT REKONVENSI (ANAKNYA) DIBUAT
SECARA MELAWAN HUKUM;

4. Bahwa kemudian Penggugat Rekonvensi yang menguasai dan
mengelola tanah wakaf pada waktu tengah melakukan kegiatan rutin
di sekitar tanah wakaf, Penggugat Rekonvensi didatangi oleh Tergugat
Rekonvensi yang mengaku-ngaku bila tanah wakaf Penggugat
Rekonvensi adalah tanahnya yang telah diwakafkan oleh bapaknya;

5. Bahwa atas alasan Tergugat Rekonvensi tersebut, kemudian
Penggugat Rekonvensi menyikapinya dengan menjelaskan bahwa
tanah wakaf tersebut telah diwakafkan oleh H. Husein Awad kepada
Penggugat Rekonvensi sebagaimana Surat Pernyataan Wakaf
tertanggal 7 Mei 1994;

6. Bahwa kemudian Tergugat Rekonvensi tidak menerima sikap
Penggugat Rekonvensi, dan selanjutnya melakukan pembongkaran
pagar pembatas mesjid dan pesantren;

7. Bahwa atas tindakan Tergugat Rekonvensi selanjutnya Penggugat
Rekonvensi sempat melaporkan ke DPRD Kota Kendari dengan
mempertanyakan mengapa tanah yang telah diwakafkan oleh
Tergugat Il pada Tergugat I, tapi kemudian Tergugat Il mewakafkan
lagi pada anaknya (diwakafkan 2 kali oleh Pewakif Tergugat IlI).
Kemudian hasil hearing di DPRD Kota Kendari disimpulkan bahwa
tidak dibenarkan adanya perwakafan 2 kali yang diberikan oleh
Pewakif. Bahwa secara nyata dari hasil hearing bersama Komisi |
DPRD Kota Kendari telah diambil kesimpulan yang dituangkan dalam
suatu berita acara, akan tetapi Penggugat tidak menerima dan
menolak menandatangani berita acara tersebut;

8. Bahwa selanjutnya pada tahun 2016 Tergugat Rekonvensi
mengajukan gugatan terhadap Penggugat Rekonvensi pada
Pengadilan Negeri Kendari terkait penguasaan tanah wakaf oleh
Penggugat Rekonvensi dengan berdalih memiliki Sertifikat Wakaf No.
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2 Tahun 2015 yang tanah wakaf tersebut diperoleh dari bapaknya,
kemudian oleh Pengadilan Negeri Kendari memutuskan tidak
menerima gugatan Tergugat Rekonvensi;
9. Bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi yang mengetahui
adanya Sertifikat Tanah No. 2 Tahun 2015 milik Tergugat Rekonvensi
tersebut, kemudian mempertanyakan dan meminta penjelasan pada
Kantor Pertanahan Kota Kendari.... mengapa bisa terbit Sertifikat
wakaf tersebut atas tanah SHM No. 2042 tahun 1985 yang
merupakan tanah wakaf Penggugat Rekonvensi sebagaimana Surat
Pernyataan Wakaf tertanggal 7 Mei 1994 dan senyatanya Sertifikat
SHM No. 2042 tahun 1985 dipegang oleh Penggugat Rekonvensi,
padahal Penggugat Rekonvensi tidak pernah melakukan pengalihan
pada Tergugat Rekonvensi ataupun pada pihak lain;
10. Bahwa kemudian Kantor Pertanahan Kota Kendari yang
heran dengan keberadaan Sertifikat SHM No. 2042 Tahun 1985 ada
pada Penggugat Rekonvensi, kemudian pihak Kantor Pertanahan
Kota Kendari membuka kembali dokumen-dokumen terkait SHM No.
2024 Tahun 1985 tersebut, kemudian pihak Kantor Pertanahan Kota
Kendari menjelaskan dengan memperlihatkan data yang menjadi
alasan diterbitkannya Sertifikat wakaf No. 2 tahun 2015 atas nama
Nadzir H. Naguib Husein yaitu adanya surat keterangan hilang
Sertifikat SHM No. 2042 tahun 1985 yang dibuat oleh Pemohon,
yang kemudian diterbitkanlah Sertifikat Pengganti dan penerbitan
Sertifikat wakaf No. 2 Tahun 2015;
11. Bahwa mendengar penjelasan Kantor Pertanahan Kota
Kendari tersebut, Penggugat Rekonvensi yang melihat dengan jelas
adanya rekayasa dan memahami adanya indikasi perbuatan pidana
terkait penerbitan Sertifikat Wakaf No. 2 Tahun 2015, kemudian
meminta dokumen-dokumen tersebut dan melaporkannya pada
Polda Sultra, karena Penggugat Rekonvensi menganggap
bagaimana bisa menyatakan hilang Sertifikat SHM No. 2042 tahun
1985 sementara SHM No. 2042 tahun 1985 tersebut ada pada
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Penggugat Rekonvensi dan telah diwakafkan oleh H. Husein Awad
pada Penggugat Rekonvensi;
12. Bahwa dengan menelaah adanya perbuatan rekayasa atas
Sertifikat Wakaf No. 2 tahun 2015 tersebut, memberikan kejelasan
hukum bila perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi
dengan mensertifikatkan tanah wakaf Penggugat Rekonvensi
tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
13. Bahwa perbuatan melawan hukum Tergugat Rekonvensi
tersebut nyata-nyata telah melanggar hak-hak hukum Penggugat
Rekonvensi dan sangat merugikan Penggugat Rekonvensi;
14. Bahwa oleh karena adanya pengakuan secara sepihak dari
Tergugat Rekonvensi tidaklah menutup kemungkinan jika Tergugat
Rekonvensi masih memiliki segala macam surat-surat lain yang
berkenaan pengalihan atau penguasaan atau lainnya, maka
berasalan hukum bila Sertifikat Wakaf No. 2 tahun 2015 serta segala
macam surat-surat atas nama Tergugat Rekonvensi atau siapa saja
yang menggunakannya yang berkaitan dengan tanah wakaf
Penggugat Rekonvensi, dinyatakan tidak berkekuatan hukum;
15. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat Rekonvensi
merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat
Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi berhak untuk meminta
ganti kerugian;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Tergugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kendari, Cg. Majelis Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan
menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut :
DALAM POKOK PERKARA :
DALAM KONVENSI :
- Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat | dan Tergugat II;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-
tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet otvankelijk ver klaard);
- Menghukum Penggugat membayar biaya dalam perkara ini;
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DALAM REKONVENSI :°
1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi
untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Wakaf sebagaimana Surat Pernyataan Wakaf
tertanggal 7 Mei 1994,
3. Menetapkan Tergugat | sebagai penerima wakaf atas tanah SHM
No. 2042 tahun 1985;
4. Menyatakan secara hukum Tergugat Rekonvensi telah melakukan
perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan secara hukum bahwa Sertifikat Wakaf No. 2 tahun
2015 serta segala bentuk surat-surat, apapun nama dan bentuknya
yang ada kaitannya dengan tanah wakaf Penggugat Rekonvensi
adalah tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000.000,-
(lima ratus juta rupiah) karena telah melakukan pembongkaran pagar
pembatas mesjid dan pesantren;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya dalam
perkara ini;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat III
mengajukan jawaban tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai
berikut:

DALAM POKOK PERKARA
1. Bahwa memang benar ada hubungan hukum yang timbul antara
Penggugat dan Tergugat Il yaitu berdasarkan adanya Akta lkrar
Wakaf Nomor: KK.24-05-08/1-a/161/1X/2015 yang dibuat di hadapan
Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia, Kota Kendari selaku Pejabat
Pembuat Akta lkrar Wakaf Kecamatan Kadia, Kota Kendari, yang
Tergugat Il sebagai wakif dan Penggugat sebagai Nadzir atas obyek
wakaf sebidang tanah hak milik berdasarkan sertifikat Hak Milik No.
02042 atas nama pemegang hak HUSEIN AWAD (Terguggat IlI)
dengan luas + 3.066 M2 (tiga ribu enam puluh enam ribu meter
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persegi) yang terletak di Jl. Budi Utomo Kel. Kadia, Kec. Kadia, Kota
Kendari dengan batas-batas sebagai berkut:

Sebelah Utara : Tanah milik Dg. Mappa;

Sebelah Selatan  : JI. Budi Utomo;

Sebelah Timur : Tanah milik Nurdin Syah;

Sebelah Barat : Tanah milik Saleh;

Yang di atas obyek tanah a quo telah berdiri bangunan dengan
volume + 605.15 M2 ukuran bidang tanah dimaksud pada sisi bagian
selatan: + 38 Meter, sisi bagian timur: £ 55 Meter, sisi bagian barat: +
64 Meter, sisi bagian utara: + 36 Meter;

2. Bahwa benar obyek tanah dan bangunan wakaf a quo Tergugat Il
sebagai wakif mempercayakan pengelolaan terhadap Penggugat agar
dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya obyek tanah dan bangunan
wakaf untuk kepentingan umat Islam dalam beribadah dan Dakwabh;

3. Bahwa dalil Penggugat pada poin 8 yang menyatakan adanya
penguasan atas sebagian obyek wzkzf a quo oleh Tergugat Il
(Ibrahim, S.P) yang menyebabkan terhalangnya perluasan
pembangunan obyek wakaf demi kepentingan umat adalah ttanpa
sepengetahuan Tergugat I, dan Tergugat Il tidak mengenal Tergugat
Il dan tidak pernah menghendaki adanya tindakan penguasaan
sebagian atas obyek wakaf a quo oleh Tergugat Il (Ibrahim, S.P), serta
Tergugat Il tidak pernah mearasa mengalihkan sebagian ataupun
menyuruh Tergugat Il (Ibrahim, S.P) untuk menempati sebagian atas
obyek tanah wakaf a quo;

4. Bahwa dalil Penggugat pada poin 14 yang menyatakann bahwa
obyek wakaf disalahgunakan baik oleh Tergugat | maupun Tergugat Il
dengan cara mengalihkan secaramelawan hukum kepada pihak lain
(pihak ketiga) merupakan menjadi kekawatiran oleh pihak Tergugat Ill
karena tujuan Tergugat Il sebagai wakif dalam mewakafkan obyek
atas tanah dan bangunan a quo adalah mencari keridhaan Allah
Subhanahu Wa Ta'ala, dan Tergugat Il membenakan upaya yang
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dilakukan oleh Penggugat dalam melindungi dan memanfaatakan
obyek wakaf sesuai keingnan awal Tergugat Il yakni H. Husein Awad;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 14 halaman 6 Tergugat
Il menerima dan membenarkan dalil tersebut karena dari awal
Tergugat Il menginginkan Penggugat yang mengelol obyek wakaf
karena Tergugat Ill merasa obyek wakaf telah dipergunakan dan
dimanfaatkan oleh Penggugat sudah sebagaimana mestinya serta
Tergugat Ill merasa sangat senang dan bahagia karena kegiatan
dakwah berjalan baik dan bangunan atas obyek wakaf mengalami
perkembangan;

Berdasarkan seluruh uraian jawaban di atas maka Tergugat
memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara
a quo untuk dapat memutuskan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara
yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atas jawaban Tergugat |, Tergugat Il, dan Tergugat IlI
tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis dalam
persidangan yang disusul dengan duplik Tergugat |, Tergugat Il, dan
Tergugat Il secara tertulis dalam persidangan seperti yang termuat
dalam berita acara sidang;

Bahwa penggugat untuk membuktikan dalil-daliinya telah
mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Permohonan Pendaftaran Tanah Wakaf Nomor
KK.24.05.08/1-a/161/1X/2015 tanggal 28 September 2015 yang telah
diberi meterai cukup dan distempel pos yang oleh Ketua Majelis
setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya
kemudian diberi kode (bukti P.1);

2. Fotokopi Akta lkrar Wakaf dari Kantor Urusan Agama Kecamatan
Kadia Nomor: KK-24.05.08/1-a/161/IX/2015 tanggal 28 September
2015, yang telah diberi meterai cukup dan distempel pos yang oleh
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Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai
dengan aslinya kemudian diberi kode (bukti P.2);

3. Fotocopy Salinan Akta Pengganti Akta lkrar Wakaf, dari Kantor
Urusan Agama Kecamatan Kadia Nomor KK.24.05.08/1-
a/161/1X/2015 tanggal 28 September 2015, yang telah diberi meterai
cukup dan distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah
dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian
diberi kode (bukti P.3);

4. Fotocopy Surat Pengesahan Nadzir, dari Kantor Urusan Agama
Kecamatan Kadia Nomor KK.24.05.08/1-a/161/IX Tahun 2015
tanggal 28 September 2015, yang telah diberi meterai cukup dan
distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan
aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode (bukti
P.4);

5. Fotokopi Surat Keterangan Tentang Perwakafan Tanah Milik
Nomor: 593.21/70/KK/IX/2015 tanggal 21 September 2015, yang
telah diberi meterai cukup dan distempel pos yang oleh Ketua
Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan
aslinya kemudian diberi kode (bukti P.5);

6. Fotokopi  Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, tentang Yayasan An-Nur Kendari
sesuai Nomor AHU-1990.AH.01.04 Tahun 2014, tanggal 14 April
2014, yang telah diberi meterai cukup dan distempel pos yang oleh
Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai
dengan aslinya kemudian diberi kode (bukti P. 6);

7. Fotokopi Surat Keputusan Ketua Yayasan An-Nur Kendari, Nomor
001.1/SK.AN-NUR/I11-2014, tanggal 10 Mei 2014, yang telah diberi
meterai cukup dan distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah
dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian
diberi kode (bukti P.7);

8. Fotokopi Surat Keputusan Ketua Yayasan An-Nur Kendari Nomor:
002/SK.AN-Nur/VI-2014 tanggal 25 Juni 2014, yang telah diberi

Hal. 37 dari 73 hal. Put. No. 453/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah
dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian
diberi kode (bukti P.8);

9. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Yayasan, Nomor 474.4/62/
KK/ XI1/2013, tanggal 10 Desember 2013, yang telah diberi meterai
cukup dan distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah
dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian
diberi kode (bukti P.9);

10. Fotokopi Surat Keputusan Yayasan An-Nur Al Irsyad Al
Islamiyyah Kota Kendari, Nomor 01/YA/X/2009, tanggal 27 Oktober
2009, yang telah diberi meterai cukup dan distempel pos yang oleh
Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai
dengan aslinya kemudian diberi kode (bukti P.10);

11. Fotokopi Surat Somasi oleh Yayasan An-Nur Kendari
kepada Bapak lbrahim, SP, tanggal 26 Januari 2015, yang telah
diberi meterai cukup dan distempel pos yang oleh Ketua Majelis
setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya
kemudian diberi kode (bukti P.11);

12. Fotocopy Surat Keputusan Ketua Yayasan An-Nur Al Irsyad
Al Islamiyyah tentang Pembentukan Pengurus Masjid An-Nur Al
Irsyad Al Islamiyyah Kota Kendari, Nomor 03/SP/ANNUR/IX-2013,
tanggal 4 Oktober 2013, yang telah diberi meterai cukup dan
distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan
aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode (bukti
P.12);

13. Fotokopi Naskah Penyerahan Gedung dan Masjid An-Nur
Al Bakar Nomor: 001.1/SK.AN-Nur/Ill-2014, tanggal 15 September
2007, yang telah diberi meterai cukup dan distempel pos yang oleh
Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai
dengan aslinya kemudian diberi kode (bukti P.13);

14, Fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan dari Walikota
Kendari Nomor 01/DPKPP/111/2018, tanggal 13 Maret 2018, yang
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telah diberi meterai cukup dan distempel pos yang oleh Ketua
Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan
aslinya kemudian diberi kode (bukti P.14);

15. Fotokopi Pengumuman melalui media masa Badan
Pertanahan Nasional Kota Kendari tentang Seritifikat Hilang Nomor:
183/300.7/111/2015 tanggal 24 Maret 2015, yang telah diberi meterai
cukup dan distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah
dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian
diberi kode (bukti P.15);

16. Fotokopi Sertifikat Tanah Wakaf Nomor: 0002 tanggal 29
Oktober 2015, yang telah diberi meterai cukup dan distempel pos
yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata
sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode (bukti P.16);

17. Fotolopi Akta Notaris Hidayat, SH Nomor 92 tanggal 27
Nopember 2013, yang telah diberi meterai cukup dan distempel pos
yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata
sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode (bukti P.17);

18. Fotokopi Naskah Penyerahan Gedung dan Masjid Annur Al
Bakar, tanggal 30 Nopember 2013, yang telah diberi meterai cukup
dan distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan
dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode
(bukti P.18);

19. Fotokopi  Sertifikat Hak Milik, Nomor 02042 tanggal 29
Oktoer 2015, yang telah diberi meterai cukup dan distempel pos
yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata
sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode (bukti P.19);

20. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepolisian Resort Kendari
Nomor: Sket/81/111/2015/Reskrim tanggal 18 Maret 2016, yang telah
diberi meterai cukup dan distempel pos yang oleh Ketua Majelis
setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya
kemudian diberi kode (bukti P.20);
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21. Fotokopi Surat Keterangan dari Keglurahan Kadia Nomor:
821.28/355/KK/1X/2014 tanggal 23 September 2014, yang telah
diberi meterai cukup dan distempel pos yang oleh Ketua Majelis
setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya
kemudian diberi kode (bukti P.21);

22. Fotokopi  Surat Peernyataan  Keberatan = Nomor:
102/PPA/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013, yang telah diberi meterai
cukup dan distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah
dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian
diberi kode (bukti P.22);

23. Fotokopi Akta Notaris Nomor 07- tanggal 19 Mei 2020,
yang telah diberi meterai cukup dan distempel pos yang oleh Ketua
Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan
aslinya kemudian diberi kode (bukti P.23);

24. Fotokopi Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusa Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.06-0017841
tanggal 20 Mei 2020, yang telah diberi meterai cukup dan distempel
pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya
ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode (bukti P.24);

25. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Keandari
Nomor: 041/Pdt.G/2018/PA.Kdi tanggal 13 Februari 2019, yang telah
diberi meterai cukup dan distempel pos yang oleh Ketua Majelis
setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya
kemudian diberi kode (bukti P.25);

26. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama
Keandari Nomor: 7/Pdt.G/2019/PTA.Kdi tanggal 26 April 2019, yang
telah diberi meterai cukup dan distempel pos yang oleh Ketua
Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan
aslinya kemudian diberi kode (bukti P.26);

27. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung R.l. Nomor:
646 K/Ag/2019, tanggal 25 September 2019, yang telah diberi
meterai cukup dan distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah
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dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian
diberi kode (bukti P.27);

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah
mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah
sumpahnya yaitu :

1. Ahmad Dahlan bin La Masihu, umur 56 tahun, agama Islam,
pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jala Mekar Lr. Al
Munawarah, RT.002/RW.007, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia,
Kota Kendari.

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama H. Naguib Husein

dan Tergugat I, Tergugat Il H. Ibrahim, dan Tergugat Ill dan saksi

tahu yayasan An-Nur;

- Bahwa saksi tahu obyek wakaf yang dipersengketakan

Penggugat dan Tergugat yang terletak di Jalan Budi Utomo, Kota

Kendari, dan saksi batas-batasnya, yaitu:

Sebelah Utara : Tanah Dg. Mappa;

Sebelah Selatan : Jalan Budi Utomo;

Sebelah Timur : Tanah Nurdin;

Sebelah Barat : Tanah saleh;

- Bahwa setahu saksi obyek wakaf tersebut milik H. Husein

bin Awad;

- Bahwa saksi tdak tahu kalau obyek tersebut diwakafkan

oleh H. Husein bin Awad kepada yayasan Al Irsyad Al Islamiyyah,

yang saksi tahu objek wakaf dikelola oleh Yayasan An-Nur. Hal ini
saksi tahu dari teman-teman jamaah di Masjid An Nur.

- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak hadir pada saat ikrar

wakaf diucapkan;

- Bahwa setahu saksi yang mengurus wakaf tersebut

sekarang adalah Yayasan An Nur;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat tenah wakaf

tersebut;
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- Bahwa setahu saksi obyek wakaf tersebut digunakan untuk
kegiatan dakwah, ibadah dan pengajian. Dan ustadz Dani yang
menjdi imam Masjid An Nur dan juga mengisi kajian-kajian.
- Bahwa yang saksi tahu pengurus Yayasan An-Nur
ketuanya adalah H. Naguib Husein (Penggugat);
- Bahwa saksi tidak tahu kalau sertifikat tanah tersebut
terjadi proses pengalihan;
- Bahwa setahu saksi Tergugat Il H. Ibrahim tinggal di rumah
tanah wakaf di belakang Masjid An- Nur. Saksi tidak tahu sejak
kapan Tergugat Il H. Ibrahim tinggal di lokasi objek wakaf tersebut,
dan setahu saksi ada juga yang tinggal di lokasi objek wakaf
tersebut yaitu Ustadz Dani Sofyan, Lc., sebagai imam Masjid An-
Nur;
- Bahwa setahu saksi tujuan Penggugat mengajukan
gugatan ke Pengadilan Agama Kendari untuk memperluas
pengembangan Masjid An Nur, namun dihalang-halangi oleh
Tergugat Il H. Ibrahim;
- Bahwa ada bangunan lain di lokasi tersebut selain Masjid
An-Nur, yaitu asrama untuk santri, rumah yang ditempati H.
Ibrahim, dan ustadz Dani Sofyan, Lc.;
- Bahwa saksi tidak pernah mengkonfirmasi kepada Ustadz
Dani Fiyan, Lc. Terkait isi ceramahnya, karena menurut saksi tidak
ada yang menyimpang dengan akidah;
- Bahwa sejak dikelola Yayasan An-Nur oleh Penggugat,
perkembangannya semakin berkembang, dengan jumlah jamaah
bertambah banyak, serta ada kajian setelah sholat maghrib
sampai memasuki waktu sholat isya, dan berjalan sampai
sekarang;

2. Mujerimin bin Muhammad, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan

Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Udi Otomo, Kelurahan Kadia,

Kecamatan Kadia, Kota Kendari:
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- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama H. Naguib Husain
dan Tergugat Il bernama Ibrahim serta Tergugat Ill;

- Bahwa saksi tahu obyek wakaf yang dipersengketakan
Penggugat dan Tergugat yang terletak di Jalan Budi Utomo, RT.
002/RW. 007, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari;

- Bahwa pemilik obyek wakaf tersebut adalah H. Husein bin
Awad,;

- Bahwa yang saksi tahu bahwa obyek wakaf tersebut
diserahkan kepada yayasan An Nur, yang diketuai oleh H. Naguib;
- Bahwa saksi pernah jadi santri di An-Nur pada tahun 2008,
tapi saksi keluar di awal tahun 2009, karena dikeluarkan oleh
Tergugat Il (H. Ibrahim) dan saksi pernah menjadi imam masjid
An-Nur dari tahun 2013 sampai tahun 2019;

- Bahwa saksi tahu di dalam obyek wakaf selain masjid ada
koperasi, rumah imam Ustadz Dani Sofyan, Lc., dan rumah
Tergugat Il (H. Ibrahim);

- Bahwa saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan pada
Pengadilan Agama, karena Penggugat menginginkan agar
Tergugat Il keluar atau pindah dari obyek wakaf, disebakan
Penggugat akan mengembangkan dan akan mendirikan Tahfiz
Qur’an dan TK;

- Bahwa saksi tahu Tergugat Il belum meninggalkan obyek
wakaf tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu alasan Tergugat Il masih bertahan
di obyek wakaf, dan saksi tidk tahu kalau Tergugat Il memiliki
legalitas sehingga masih bertahan sampai sekarang;

- Bahwa saksi tahu Penggugat selaku Pengurus An-Nur
sudah memiliki Akta Wakaf dari H. Husein, sehingga memliki
legalitas atas obyek wakaf tersebut;

- Bahwa setahu saksi Akta Wakaf diterbitkan pada tahun
2013, dan Yayasan An-Nur berdiri tahun 2013;
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- Bahwa saksi pernah mendengar kalau Penggugat akan
mengembangkan Yayasan An-Nur namun dihalang-halangi oleh
Tergugat Il (H. Ibrahim);

- Bahwa saksi tahu Tergugat Il pernah melakukan

penyerangan terhadap obyek wakaf yang akan dikembangkan

karena saksi menjadi korban pada bulan Agustus 2017 datang
bersama kelompok merusak pintu rumah Ustadz Dani;

- Bahwa saksi tahu Tergugat menolak hewan kurban berupa

sapi sebanyak 10 ekor untuk disimpan di area masjid dengan

alasa mengganggu;

- Bahwa saksi pernah mendengar kalau Penggugat meminta

agar Tergugat Il pindah dari obyek wakaf, namun Tergugat Il tidak

pergi dan masih bertahan sampai sekarang;
Bahwa Tergugat Il telah mengajukan alat bukti surat berupa:
1. Laporan kegiatan Dakwah Mesjid An Nur Kendari di bawah
naungan Yayasan An Nur Kendari (bukti TII.1);

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Tergugat Il juga telah
mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah
sumpahnya yaitu :

1. Dani Sofyan bin Ahmad Sopandi, umur 41 tahun, agama Islam,
pekerjaan Dose, tempat tinggal di Jalan Budi Utomo, RT.002/RW.007,
Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari:

- Bahwa saksi kenal Penggugat, Tergugat | dan Tergugat I

serta juga kenal Tergugat Il H. Husein bin Awad;

- Bahwa saksi tahu objek wakaf yang digugat oleh

Penggugat, karena saksi pernah tinggal di dalam objek wakaf,

yang terletak di Jalan Budi Utomo, RT:002 RW: 007, Kelurahan

Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari;

- Bahwa saksi tahu pemilik objek wakaf tersebut adalah H.

Husein bin Awad:;
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- Bahwa saksi tahu H. Husein bin Awad telah mewakafkan
objek wakaf tersebut kepada Penggugat, karena saksi hadir pada
saat terjadinya ikrar wakaf oleh wakif;

- Bahwa saksi pernah mendengar kalau Tergugat Ill pernah
mawakafkan kepada Tergugat |, namun saksi tidak tahu kapan
Tergugat 11l mewakafkan objek wakaf tersebut;

- Bahwa saksi tahu Tergugat Il melakukan ikrar wakaf
secara resmi, yang dilaksanakan oleh Kepala Kantor Urusan
Agama Kecamatan Kadia pada tahun 2015 yang dilaksanakan di
dalam Kompleks Mesdjid An-Nur di Kelurahan Kadia, Kecamatan
Kadia, Kota Kendari;

- Bahwa saksi tahu ada enam orang saksi yang hadir pada
saat proses ikrar wakaf, tiga orang saksi dari Kantor Urusan
Agama Kecamatan Kadia, dan tiga orang saksi dari Yayasan An-
Nur;

- Bahwa saksi tahu alasan Tergugat Il mewakafkan kembali
objek wakaf kepada Penggugat, karena pengelola sebelumnya
adalah Tergugat Il dianggap tidak amanah oleh Tergugat Ill;

- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat Il itu tidak amanah,
karena pernah ada kerja sama antara Tergugat Il dengan Dinas
Pertanian Kota Kendari untuk dikelola oleh santri, tetapi tidak
pernah terlaksana, dan Tergugat Il juga merasa kecewa dengan
pengelolaan yang dilakukan oleh Tergugat I;

- Bahwa saksi tahu pernah ada keributan dalam objek wakaf
ketika idhul Adha, dan saksi pernah menjadi korban keributan;

- Bahwa penyebab terjadinya keributan, adalah karena
Tergugat |l tidak setuju kalau sapi kurban disimpan di dalam lokasi
objek wakaf atau Mesjid, Tergugat Il juga pernah membuat petisi
kepada masyarakat dan menghasud masyarakat untuk membenci
saksi karena ceramah yang saksi bawakan dianggap radikal dan

menyesatkan;
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- Bahwa saksi tidak tahu alasan Terguggat Il menolak sapi
kurban di dalam halaman mesjid, karena dari tahun sebelumnya
tidak ada masalah dan selalu disimpan dalam halaman mesijid;

- Bahwa saksi tahu awalnya Penggugat sudah melakukan
pengembangan untuk membangun TK dan Tahfiz Qur'an dan
bahkan cakar ayam pondasi sudah jadi, namun terhalang oleh
Tergugat Il;

- Bahwa setahu saksi Tergugat Il menghalangi
pengembangan pembangunan, karrena Tergugat Il tidak mau
pindah dari tempat tinggalnya, sebab pembangunan yang
dilakukan oleh Penggugat mengambil tanah yang ditempati oleh
Tergugat Il;

- Bahwa saksi tahu, Penggugat telah memberitahu Tergugat
Il secara lisan maun tertulis kalau Penggugat akan mendirikan
bangunan untuk pengembangan mesjid, tetapi Tergugat Il tetap
bertahan;

- Bahwa tempat tinggal Tergugat Il masih termasuk dalam
objek wakaf;

- Bahwa setahu saksi objek wakaf dikelola oleh Penggugat
sejak tahun 2013;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat akta ikrar wakaf Tergugat
Il;

- Bahwa perkembangan objek wakaf ketika dikelola oleh
Tergugat Il, tidak maksimal dan tidak ada perkembangan;

- Bahwa dalam objek wakaf ada bangunan selain mesijid
yaitu rumah saksi sebagai imam, rumah Tergugat Il, dan
pesantren;

- Bahwa saksi jadi imam mesjid An- Nur sejak tahun 2010,
dan sakksi dipanggil oleh Tergugat Il atas perintah Tergugat IlI;

- Bahwa perkembangan Mesjid An-Nur setelah dikelola oleh

Penggugat sangat pesat dan berkembang, yang tadinya jamaah
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hanya tiga saf, sekarang sudah ful dan bahkan mesjid tidak cukup
untuk jamaabh;
2. Ali Hasimu bin Haruda, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan
PNS, tempat tinggal di Jalan Chairil Anwar, RT.001/RW.003,
Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari:
- Bahwa saksi kenal Penggugat, Tergugat | dan Il serta Trergugat Il
H. Husein bin Awad,;
- Bahwa saksi tahu objek wakaf yang digugat oleh Penggugat,
karena saksi pernah tinggal di dalam objek wakaf sewaktu saksi
pesantren yang terletak di Jalan Budi Utomo, RT:002 RW:007,
Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari;
- Bahwa pemilik objek wakaf adalah H. Husein bin Awad,;
- Bahwa saksi tahu awalnya objek wakaf dikelola oleh H. Alibas,
namun sekarang dikelola oleh Penggugat;
- Bahwa saksi kenal H. Alibas adalah Ketua yayasan Al Irsyad Al
Islamiyah sebelum berubah menjadi An-Nur;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Tergugat Ill mewakafkan objek
wakaf kepada Terrgugat II;
- Bahwa saksi tahu Tergugat Il telah mewakafkan kepada Tergugat
II;
- Bahwa setahu saksi ada akta ikrar wakaf, tapi dibawah tangan,
namun saksi tidak pernah melihat fisik suratnya;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Al Irsyad Al Islamiyah didirikan;
- Bahwa saksi tahu objeka wakaf dialihkan kepada Penggugat pada
tahun 2015, dan yayasan An-nur didirikan pada tahun 2013;
- Bahwa setahu saksi alasan Tergugat Il mewakafkan objek wakaf
kepada Penggugat, karena Tergugat Il tidak puas kepada
pengelola sebelumnya;
- Bahwa yang mendirikan mesjid pada objek wakaf adalah Tergugat
1,
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- Bahwa saksi tahu sering terjadi perselisihan antara Tergugat I
dengan Pengurus Mesjid, karena Tergugat Il sering melakukan
pergantian ustadz;

- Bahwa saksi tahu Tergugat Il pernah membuat surat bahwa Dani
Sofyan mengajarkan ajaran Islam yang radikal dan sesat;

- Bahwa awalnya Penggugat sudah melakukan pengembangan
untuk membangun TK dan Tahfiz Quran dan bahkan cakar ayam
pondasi sudah jadi, namun terhalang oleh Tergugat Il;

- Bahwa alasan Tergugat Il menghalangi pengembangan bangunan
karena Tergugat Il tidak mau pindah dari tempat tinggalnya, sebab
pengembangan yang dilakukan oleh Penggugat mengambil tanah
yang ditempati oleh Tergugat Il, sedangkan tanah yang ditinggali
oleh Tergugat Il masih termasuk objek wakaf;

- Bahwa Penggugat sudah sering memberitahu Tergugat I, baik
secara lisan maupun secara tertulis kalau Penggugat akan
mendirikan bangunan untuk pengembangan mesijid, tatapi Tergugat
Il tetap bertahan;

- Bahwa Penggugat meangelola objek wakaf tersebut sejak tahun
2013, dan awalnya dikelola oleh Al Irsyad Al Islamiyabh;

- Bahwa saksi tahu kalau di dalam objek wakaf pernah terjadi
perselisihan yang dilakukan oleh Tergugat II, karena Tergugat I
menolak sapi kurban untuk disimpan di halaman mesjid, sejak
tahun sebelumnya setiap idul adha sapi kurban selalu disimpan di
dalam halaman mesijid;

- Bahwa saksi tahun Tergugat Il tidak pernah mengambil
keuntungan dari mesjid, justru Tergugat Il yang telah memberi
sumbangan untuk pembangunan mesjid;

- Bahwa saksi tahu, Tergugat Il pernah melaporkan ustadz Dani
Sofyan ke DPRD Kota Kendari atas kajian dan ceramah yang
diajarkan oleh ustadz Dani Sofyan dianggap sesat dan radikal, tapi

semua itu tidak terbukti dan tidak melenceng dari agama Islam;
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- Bahwa saksi masuk dalam struktur Yayasan An-Nur sebagai

pengawas Yayasan An-Nur;

- Bahwa pemilik objek wakaf adalah H. Husein sesuai dengan

sertifikat;

Bahwa Tergugat | dan Tergugat Il mengajukan alat bukti tertulis
berupa:

1. Fotokopi Sertifikat SHM No. 2042 yang telah diberi meterai cukup
dan distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan
dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode
(bukti T1II. 1);
2. Fotokopi Surat Keputusan Nomor: 269-SK-1438 tertanggal 26
Syawal 1438/20 Juli 2017, yang telah diberi meterai cukup dan
distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan
aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode (bukti
TLI. 2);
3. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kanteor Departemen Agama
Kota Kendari Nomor: 61 Tahun 2009 tentang Persetujuan Pendirian
Raudlatul Athfal di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kota
Kendari, tertanggal 5 Nopember 2009, yang telah diberi meterai cukup
dan distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan
dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode
(bukti TLII. 3);
4. Fotokopi Piagam Kantor Kementerian Agama Kota Kendari
Nomor: Kd.24.05/5/PP.007/06/2012, yang telah diberi meterai cukup
dan distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan
dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode
(bukti TLII. 4);
5. Fotokopi Undangan DPRD Kota Kendari Nomor: 005/DPRD/2015
tertangal 1 September 2015, yang telah diberi meterai cukup dan
distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan
aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode (bukti
TLII. 5);
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6. Fotokopi Akta An-Nur Al Irsyad Al Islamiyah dari Notaris Hidayat,
S.H. Nomor 6, tanggal 12 Maret 2001, yang telah diberi meterai cukup
dan distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan
dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode
(bukti TLII. 6);
7. Fotokopi Surat Keputusan Nomor 737 Tahun 1998 tanggal 17 Juli
1998 dari Walikota Kendari, yang telah diberi meterai cukup dan
distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan
aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode (bukti
TLIL 7);
8. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kepolisian Nomor
STPL/ 962/VIII/2015/RES KENDARI tanggal 3 Agustus 2015 dari
Kepolisian Resor Kendari, yang telah diberi meterai cukup dan
distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan
aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode (bukti
TLII. 8);
9. Fsotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Nomot
49/Pdt.G/2016/ PN Kdi. tanggal 15 November 2016, yang telah diberi
meterai cukup dan distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah
dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian
diberi kode (bukti T1,11. 9);
10. Fotokopi Tanda Bukti Laporan Kepolisian Nomor
TBL/85/111/2018/ SPKT POLDA SULTRA tangggal 15 Maret 2018 dari
Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, yang telah diberi meterai
cukup dan distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah
dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian
diberi kode (bukti TI,11. 10);
11. Fotokopi Pernyataan Warga terhadap Mesjid An-Nur, Kota
Kendari, yang telah diberi meterai cukup dan distempel pos yang
oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata
sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode (bukti TI,11. 11);
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12. Fotokopi Surat Keputusan Pengurus ilayyah Al Irsyad Al
Islamiyah Sulawesi Tenggara Nomor 02/PW/X/2009 tanggal 27
Oktober 2009, yang telah diberi meterai cukup dan distempel pos
yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata
sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode (bukti TI,11. 12);

13. Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Nomor 01-00-
00/0110/D.IIl.4/X/ 2012 tanggal 17 Oktober 2012 dari Kesatuan
Bangsa dan Politik, Direktur Ketahan Seni, Budaya, Agama dan
Kemasyarakatan, yang telah diberi meterai cukup dan distempel pos
yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata
sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode (bukti T1,11. 13);

14, Fotokopi Surat Keputusan Kementerian Agama Kota
Kendari Nomor 61 tahun 2009 tanggal 5 Nopember 2009, yang telah
diberi meterai cukup dan distempel pos yang oleh Ketua Majelis
setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya
kemudian diberi kode (bukti TI,1I. 14);

15. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama
Kendari Nomor 7/Pdt.G/2019/PTA Kdi tanggal 26 April 2019, yang
telah diberi meterai cukup dan distempel pos yang oleh Ketua
Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan
aslinya kemudian diberi kode (bukti TI,11. 15);

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Tergugat | dan
Tergugat Il juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan
keterangan di bawah sumpahnya yaitu:

1. Sudin Empa bin La Empa, umur 52 tahun, agama Islam,
pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Pekuburan Umum, RT:018
RW:006, Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat | namanya Yayasan Al Irsyad Al
Islamiyahh dan kenal Tergugat Il namanya Ibrahim, dan saksi tidak

tahu Tergugat I, tapi saksi kenal namanya saja H. Husein;
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- Bahwa saksi tahu Penggugat menggugat objek wakaf, karena
saksi pernah menjadi pengurus pada Al Irsyad Al Islamiyah yang
terletak di atas objek wakaf di Jalan Budi Utomo, Kelurahan Kadia,
Kecamatan Kadia, kota Kendari;

- Bahwa saksi menjadi pengurus Al-Irsyad Al-Islamiyah pada tahun
1993 sampai tahun 1996 dan jabatan saksi adalah anggota;

- Bahwa Al-Irsyad Al-Islamiyah didirikan pada tahun 1993, yang
diketuai oleh H. Alibas;

- Bahwa pemilik objek wakkaf adalah H. Husein bin Awad;

- Bahwa sepengetahuan saksi objek wakaf telah diwakafkan oleh
Tergugat Il kepada Tergugat | dan pengurusnya;

- Bahwa saksi pernah mendengar kalau Tergugat Il pernah
mewakafkan objek wakaf kepada Tergugat |;

- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Tergugat Ill melakukan ikrar
wakaf kepada Tergugat | secara resmi atau ikrar di bawah tangan,
tapi pernah ada surat penyerahan Tergugat Il kepada Tergugat I;

- Bahwa proses wakaf dilaksanakan oleh Tergugat Il kepada
Tergugat | pada tahun 1994;

- Bahwa saksi tidak tahu orang yang menjadi saksi ikrar wakaf,
karena saksi tidak melihat proses wakaf;

- Bahwa saksi tahu alasan Tergugat Ill mewakafkan kembali objek
wakaf kepada Penggugat, karena Ai-lrsyad Al-Islamiyah
terbengkalai dan tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga
ditarik kembali oleh Tergugat Ill dan diwakafkan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu ada tidaknya ikrar wakaf yang dibuat
Tergugat Il kepada Penggugat;

- Bahwa saksi tahu jabatan Tergugat Il dalam kepengurusan mesjid
An-Nur sebagai Pimpinan An-Nur;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat keputusan tentang
kepengurusan Mesjid An-Nur;

- Bahwa saksi tidak tahu kalau di dalam objek wakaf ada keributan

yang terjadi;
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- Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat Il pernah melaporkan

Imam Mesjid An-Nur yang bernama Dani Sofyan;

- Bahwa saski tidak tahu alasan Terguat Il menolak hewan kurban

disimpan dalam lokasi mesjid;

- Bahwa saksi tahu pada awal diwakafkan objek wakaf hanya ada

pondasi asrama dan mes;jid;

- Bahwa saksi tidak tahu alasan Tergugat Il pernah menghalangi

pengembangan bangunan An-Nur;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Kuasa Hukum

Tergugat | dan Il untuk mengajukan satu orang saksi lagi, namun Kuasa

Hukum Tergugat | dan Il tidak dapat mengajukan satu saksi lagi;

Bahwa Majelis hakim telah melaksanakan pemeriksaan
setempat pada tanggal 19 Nopember 2020 terhadap obyek sengketa
yakni:

Sebidang tanah wakaf di Jalan Budi Utomo, Kelurahan Kadia,
Kecamatan Kadia, Kota Kendari dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Dg. Mappa, ukuran
38.10 meter,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Budi Utomo, ukuran
37.70 meter,
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Nurdin Syah
ukuran 70.70 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Saleh, ukuran
78.70 meter;
Di atasnya terdapat bangunan berupa:
1. Bangunan Pesantren (Asrama Santri) di atas tanah wakaf, dengan
ukuran sebagai berikut:
- Sebelah Utara, ukuran 21.10 meter;
- Sebelah Selatan, ukuran 21.10 meter;
- Sebelah Timur, ukuran 7.10 meter;
- Sebelah Barat, ukuran 8.14 meter;
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2. Bangunan yang ditempati oleh Tergugat Il di atas tanah wakaf,
dengan ukuran sebagai berikut:
- Sebelah Utara, ukuran 7.16 meter;
- Sebelah Selatan, ukuran 5.36 meter;
- Sebelah Timur, ukuran 8.55 meter;
- Sebelah Barat, ukuran 8.55 meter;
3. Rumah Imam di atas tanah wakah, dengan ukuran sebagai berikut:
- Sebelah Utara, ukuran 7.30 meter;
- Sebelah Selatan, ukuran 7.30 meter;
- Sebelah Timur, ukuran 13.78 meter;
- Sebelah Barat, ukuran 7.67 meter;
4. Bangunan Tempat Wudhu di atas tanah wakaf, dengan ukuran
sebagai berikut:
- Sebelah Utara, ukuran 5.32 meter;
- Sebelah Selatan, ukuran 5.32 meter;
- Sebelah Timur, ukuran 6.52 meter;
- Sebelah Barat, ukuran 6.52 meter;
5. Bangunan Tempat Tinggal Pengurus di atas tanah wakaf, dengan
ukuran sebagai berikut:
- Sebelah Utara, ukuran 8.75 meter;
- Sebelah Selatan, ukuran 8.75 meter;
- Sebelah Timur, ukuran 15.60 meter;
- Sebelah Barat, ukuran 15.60 meter;
6. Bangunan Masjid An Nur di atas tanah wakaf , dengan ukuran sebagai
berikut:
- Sebelah Utara, ukuran 32.70 meter;
- Sebelah Selatan, ukuran 32.70 meter;
- Sebelah Timur, ukuran 18.35 meter;
- Sebelah Barat, ukuran 18.35 meter;
Bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara
tertulis pada persidangan tanggal 23 Nopember 2020 dan Kuasa
Tergugat | dan Il, serta Kuasa Tergugat Ill telah mengajukan kesimpulan
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secara tertulis pada persidangan tanggal 26 Nopember 2020 seperti
yang termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk ringkasnya isi putusan ini, cukuplah pengadilan
menunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA
|. Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan berusaha mendamaikan kedua
belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, bahkan kedua
belah pihak telah menempuh proses mediasi sesuai dengan PERMA
Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator Drs. H. Ahmad P, M.H., dan
berdasarkan Laporan Mediator tanggal 27 Juli 2020 mediasi dinyatakan
tidak berhasil,

Menimbang, bahwa Penggugat dan para Tergugat masing-masing
telah mewakilkan kepada Kuasa Hukum dan selanjutnya Majelis Hakim
memeriksa kelengkapan administrasi kuasa hukum tersebut dan
berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa
kuasa hukum para pihak Penggugat dan para Tergugat telah memenuhi
ketentua peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat
diterima untuk mewakili pemberi kuasa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa gugatan ini adalah perkara wakaf, maka yang
pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah proses perwakafan yang
dilakukan oleh H. Husein bin Awad kepada Al Irsyad Al Islamiyah
Sulawesi Tenggara telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat
gugatannya bahwa H. Husein bin Awad pernah memberikan amanah
pegelolaan sebidang tanah wakaf seluas kurang lebih 3.066 m2 yang
terletak di JI. Budi Utomo Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota
Kendari dengan batas-batas sebagai berikut :
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Sebelah Utara : Tanah milik Dg. Mappa

Sebelah Selatan : JI. Budi Utomo

Sebelah Timur : Tanah milik Nurdin Syah

Sebelah Barat : Tanah milik Saleh
Kepada Al Irsyad Al Islamiyyah Sulawesi Tenggara dengan didasarkan
pada surat wakaf di bawah tangan (bukan akta otentik) dan tidak dibuat
di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar wakaf (PPAIW);

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, Tergugat | dan Il dalam
jawabannya menerangkan bahwa Tergugat | dan Il menolak dengan
tegas dalil Penggugat pada poin No. 1, 2, 3, dan 4 karena merupakan
sesuatu yang mengada-ada dan tidak benar;

Menimbang, bahwa secara fakta hukum H. Husen Awad telah
mewakafkan kepada Tergugat | berupa tanah seluas 3.066 M2
sebagaimana SHM No. 2042 tahun 1985 yang terletak di Jalan Budi
Utomo Kel. Kadia (dahulu Desa/Kel. Wua — Wua), Kec. Kadia (dahulu
Kec. Mandonga) Kota Kendari, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Tanah milik Dg. Mappa
- Sebelah Selatan : JI. Budi Utomo

- Sebelah Timur : Tanah Milik Nurdin Syah
- Sebelah Barat : Tanah Milik Saleh;

Bahwa penyerahan wakaf oleh H. Husen Awad pada Tergugat |
dituangkan dalam Surat Pernyataan Wakaf tertanggal 7 Mei 1994
dengan disertai penyerahan Sertifikat tanah SHM No. 2042 tahun 1985.
Berdasarkan pada Surat Pernyataan Wakaf tertanggal 7 Mei 1994
tersebut dan dihubungkan dengan makna Wakaf (rukun) secara hukum
Islam, maka perbuatan hukum Wakaf tersebut adalah sah.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa H.
Husein bin Awad pernah memberikan amanah pegelolaan sebidang
tanah wakaf kepada Al Irsyad Al Islamiyyah Sulawesi Tenggara dengan
didasarkan pada surat wakaf di bawah tangan (bukan akta otentik) dan
tidak dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta lkrar wakaf (PPAIW)
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adalah dalil/pernyataan yang bersifat negatif, sedang jawaban/dalil
Tergugat | dan Il yang menyatakan bahwa penyerahan wakaf oleh H.
Husen Awad pada Tergugat | dituangkan dalam Surat Pernyataan Wakaf
tertanggal 7 Mei 1994 dengan disertai penyerahan Sertifikat tanah SHM
No. 2042 tahun 1985 adalah dalil/pernyataan yang bersifat positif.

Menimbang, bahwa menurut doktrin pembebanan pembuktian
bahwa bila ada dalil/pernyataan yang bersifat negatif dan ada juga
dalil/pernyataan bersifat positif, maka pembuktian harus dibebankan
kepada pihak yang dalilnya bersifat positif, oleh karena itu berdasarkan
doktrin tersebut, maka pembuktian harus dibebankan kepada Tergugat |
dan II;

Menimbang, bahwa Tergugat | dan Il untuk membuktikan dalil
sanggahannya tersebut telah mengajukan alat bukti T.II.1 berupa
fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 2024, atas nama Husein Awad
tanggal 20 April 1985 telah bermeterai cukup dan cap pos, yang cocok
dengan aslinya dan telah dinazegelen, dan memenuhi syarat materiil dan
formil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah H.
Husein bin Awad memiliki tanah wakaf?

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan H. Husein bin Awad
memiliki sebidang tanah yang terletak di JI. Budi Utomo Kelurahan
Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari dengan batas-batas sebagai
berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Dg. Mappa

Sebelah Selatan : JI. Budi Utomo

Sebelah Timur : Tanah milik Nurdin Syah

Sebelah Barat : Tanah milik Saleh

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, Tergugat dalam

jawabannya menerangkan bahwa secara fakta hukum H. Husen Awad
telah mewakafkan kepada Tergugat | berupa tanah seluas 3.066 M2
sebagaimana SHM No. 2042 tahun 1985 yang terletak di Jalan Budi
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Utomo Kel. Kadia (dahulu Desa/Kel. Wua — Wua), Kec. Kadia (dahulu

Kec. Mandonga) Kota Kendari, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Tanah milik Dg. Mappa
- Sebelah Selatan : JI. Budi Utomo

- Sebelah Timur : Tanah Milik Nurdin Syah
- Sebelah Barat : Tanah Milik Saleh;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.19
berupa Fotocopy Sertifikat Hak Milik, Nomor 2042 tanggal 03 Agustus
2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan
Kota Kendari yang memperlihatkan aslinya di persidangan dan telah
dinazegelen, telah memenuhi syarat materiil dan formil, sehingga
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Tergugat | dan Il telah mengajukan bukti T.1
berupa fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 2042 tertanggal 20 April
1985 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Agraria Kendari
yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, sehingga bukti T.1
tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik;

Menimbang, bahwa di dalam bukti T.1 tersebut menerangkan
bahwa sebidang tanah seluas 3.066 m2 (tiga ribu enam puluh enam
meter persegi) yang terletak di Desa Wua-Wua, Kecamatan Kendari,
Kabupaten Kendari adalah milik Husein Awad, sehingga bukti T.1
tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi T.I dan T.I
sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil
sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg., namun demikian keterangan
saksi teresebut, tidak didukung oleh saksi yang lain, sehingga
keterangan 1 (satu) orang saksi merupakan keterangan saksi Unus
Testis Nullus Testis, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan murni Tergugat | dan
Il dalam persidangan dan alat bukti T.1 dihubungkan dengan keterangan
saksi |, Il Penggugat dan saksi 1 Tergugat | dan Il serta pemeriksaan
setempat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa H. Husein bin Awad
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telah memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan Budi Utomo,
Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari dengan batas-batas
sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Dg. Mappa,

ukuran 38.10 meter;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Budi Utomo,

ukuran 37.70 meter;

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Nurdin Syah

ukuran 70.70 meter;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Saleh, ukuran 78.70

meter;

Menimbang, bahwa Tergugat | dan Il mengajukan bukti T.2 berupa
fotocopy Surat Keputusan Nomor 269-SK-1438 tanggal 26 Syawal 1438
H / 20 Juli 2017 tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Pimpinan
Wilayah Al Irsyad Al Islamiyyah Provinsi Sulawesi Tenggara masa Bakti
1438-1443 H/2017-2022 M vyang dibuat dan ditandatangani oleh
Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyyah yang cocok dengan aslinya dan
telah dinazegelen;

Menimbang, bahwa bukti T.2 tersebut menerangkan personalia
Pimpinan Wilayah Al Irsyad Al Islamiyyah Provinsi Sulawesi Tenggara
masa Bakti 2017-2022 M, bukan pengurus pada Tahun 1994 (7 Mei
1994) yakni pada saat H. Husein bin Awad mewakafkan tanahnya,
sehingga bukti T.2 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat | dan Il juga mengajukan bukti T.6
berupa fotocopy Akta Pendirian Yayasan An Nur Al Irsyad Al Islamiyyah,
Nomor 6 tanggal 12 Maret 2001 yang dibuat dan ditandatangani oleh
Achmad Kiki Said, S.H., sebagai Notaris pengganti Hidayat, S.H., yang
cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen. Di dalam bukti T.6 tersebut
menerangkan bahwa terhitung sejak tanggal 12 — 3 — 2001 berdiri suatu
yayasan bernama Yayasan An Nur Al Irsyad Al Islamiyah berkedudukan
di Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa Yayasan An Nur Al Irsyad Al Islamiyyah
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Kendari tersebut berdiri pada tanggal 12 Maret 2001. Ini berarti bahwa
H. Husein bin Awad mewakafkan tanahnya pada tanggal 7 Mei 1994
yayasan tersebut belum berdiri, sehingga bukti T.6 terebut harus
dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat H. Husein bin
Awad mewakafkan tanahnya pada tanggal 7 Mei 1994, tidak jelas siapa
pengurus Wilayah Al-Irsyad Al-Islamiyyah Provinsi Sulawesi Tenggara
pada waktu itu, sehingga tidak jelas siapa nazhirnya wakaf tersebut,
akibatnya tidak terlihat adanya pergantian nazhir setiap 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan
Pemerintah RI Nomor : 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menerangkan bahwa
masa bakti nazhir adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak jelas nazhirnya, akibatnya
tidak ada pergantian nazhir setiap 5 (lima) tahun, maka hal ini tidak
sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Rl Nomor 41
Tahun 2006 tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 218 ayat (1) Kompilasi Hukum
Islam menerangkan bahwa pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan
kehendaknya secara jelas dan tegas kepada nadzir di hadapan Pajabat
Akta lkrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (6), yang
kemudian menuangkannya dalam bentuk ikrar wakaf, dengan disaksikan
oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi. Dan dalam Pasal 223 ayat (3)
menerangkan bahwa pelaksanaan ikrar, demikian pula pembuatan Akta
Ikrar Wakaf, dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-
kurangnya 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut ditemukan fakta bahwa pada saat H. Husein bin Awad
mewakakan tanahnya, tidak jelas nazhirnya, tidak diikrarkan di hadapan
Kepala Kantor Urusan Agama sebagai Pejabat Pembuat Akta lkrar
Wakaf dan juga tidak dituangkan dalam Akta lkrar Wakaf serta tidak
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disaksikan sekrang-kurangnya 2 (dua) orang saksi, sehingga tidak
memenuhi Pasal 218 ayat (1) dan Pasal 223 ayat (3) Kompilasi Hukum
Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ikrar wakaf
yang dilakukan oleh H. Husein bin Awad pada tanggal 7 Mei 1994
kepada pimpinan Wilayah Al Irsyad Al Islamiyyah Sulawesi Tenggara
tidak sah dan menetapkan bahwa surat wakaf tertanggal 7 Mei 1994
tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada Tahun 2015
pemilik obyek wakaf H. Husein bin Awad telah mengikrarkan wakafnya
atas harta benda milik wakif kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, Tergugat | dan Il dalam
jawabannya menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 1, 2, 3,
dan 4 karena merupakan sesuatu yang mengada-ada;

Menimbang, oleh karena dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat |
dan Il, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg pembuktian harus dibebankan
kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil tersebut
telah mengajukan alat bukti P.3 berupa fotocopy Akta lkrar Wakaf Nomor
KK.24.05.08/1-a/161/1X/2015 tanggal 28 September 2015 yang dibuat
dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
Kadia/Pejabat Pembuat Akta lkrar Wakaf yang cocok dengan aslinya
dan telah dinazegelen, sehingga bukti P.3 tersebut telah memenuhi
syarat formil suatu akta autentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.3 tersebut menerangkan bahwa
pada hari Senin Tanggal 14 Dzulhijjah 1436 Hijriyyah bertepatan tanggal
28 September 2015 H. Husein Awad, selanjutnya disebut wakif dan H.
Naguib Husein, jabatan Ketua yayasan An Nur Kendari, selanjutnya
disebut nadzir menerangkan bahwa wakif telah mengikrarkan kepada
nadzir/yayasan An Nur Kendari atas' sebidang tanah miliknya berupa
tanah pekarangan, sertifikat/parsial hak milik nomor: 2042, luas, 3.066
m2 (tiga ribu enam puluh enam meter persegi) terletak di Kelurahan
Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara
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dengan batas-batas : sebelah Timur : tanah hak milik Nurdin Syah,
Barat : tanah hak milik Saleh, Utara : tanah hak milik Dg Mappa,
Selatan : Jalan Budi Utomo, untuk keperluan pembangunan Masjid An
Nur, Podok tahfidz, TK Islam dengan dihadiri dan disaksikan oleh Wirda
Husein dan Rahmi Husein. Tanah wakaf tersebut diurus nadzir H. Naguib
Husein, S.E jabatan Ketua Yayasan An Nur Kendari dan tanah wakaf
tersebut adalah wakaf dari H. Husein Awad yang diwakafkan pada
Tahun 2015, sehingga alat bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat
materil suatu akta autentik;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan alat bukti
P.16 berupa fotocopy Sertifikat Tanah milik, Nomor 00002, Provinsi
Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, Kecamatan Kadia, Kelurahan Kadia
tertanggal 29 Oktober 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala
Kantor Pertanahan Kota Kendari yang cocok dengan aslinya dan telah
dinazegelen, sehingga bukti P.16 tersebut telah memenuhi syarat formil
suatu akta autentik;

Menimbang, bahwa di dalam P.16 tersebut menerangkan bahwa
tanah wakaf nomor: 00002, Desa Kadia, asal hak milik nomor 2042, akta
ikrar wakaf tanggal 28 — 09 — 2015 nomor KK.24.05.08/1-a/161/IX/2015,
nama wakif H. Husein Awad, dengan luas tanah 3.066 m2 dan nama
nazhir H. Naguib Husein untuk an. Masjid An Nur dan pondok Tahfidz
TK Islam, sehingga bukti P.16 tersebut telah memenuhi syarat materil
suatu akta autentik;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.3 telah memenuhi
syarat dan materil suatu akta autentik, maka bukti P.3 telah bersifat
sempurna dan telah memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat,
sehingga dengan demikian berdasarkan alat bukti P.3 tersebut
dihubungkan alat bukti P.16, P.19, P.1, P.2, T1, T2, dan T.6 dan
keterangan saksi | dan Il Penggugat dan keterangan saksi 1 dan 2
Tergugat lll, serta pemeriksaan setempat harus dinyatakan terbukti
bahwa pada tanggal 28 September 2015 di hadapan Kepala Kantor
Urusan Agama Kecamatan Kadia, Kota Kendari selaku Pejabat Pembuat
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Akta lkrar wakaf, H. Husein Awad sebagai wakif telah mengikrarkan
kepada nazhir H. Naguib Husein/Yayasan An Nur Kendari sebidang
tanah hak miliknya sebagai wakaf yang terletak di Jalan Budi Utomo,
Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari dengan batas-batas
sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Dg. Mappa,

ukuran 38.10 meter;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Budi Utomo,

ukuran 37.70 meter;

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Nurdin Syah

ukuran 70.70 meter;

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Saleh,

ukuran 78.70 meter;

Untuk keperluan pembangunan Masjid An Nur, pondok tahfidz TK Islam
dengan dihadiri dan disaksikan oleh Wirda Husein dan Rahmi Husein;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan kapan
berdiri Yayasan An Nur Kendari. Hal ini Penggugat telah mengajukan alat
bukti P.6 berupa fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-1990.AH.01.04 Tahun
2014 Tentang Pengesahan Yayasan, tanggal 14 April 2014 yang dibuat
dan ditandatangani oleh a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum yang
cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, sehingga bukti P.6 tersebut
telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik;

Menimbang, bahwa di dalam bukti P.6 tersebut menerangkan
bahwa memberikan pengesahan akta pendirian yayasan An Nur Kendari,
berkedudukan di Jalan Budi Utomo, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia,
Kota Kendari, sehingga bukti P.6 tersebut telah memenuhi syarat materil
suatu akta autentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.6 tersebut telah
memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, maka
berdasarkan alat bukti P.6 dihubungkan dengan alat bukti P.7 dan P.16 ,
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harus dinyatakan terbukti bahwa pada tanggal 14 April 2014 a.n. Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum mengesahkan akta pendirian yayasan An
Nur Kendari yang berkedudukan di Jalan Budi Utomo, Kelurahan Kadia,
Kecamatan Kadia, Kota Kendari;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan siapa
pengurus Yayasan An-Nur Kendari?. Untuk membuktikan hal ini
Penggugat telah mengajukan alat bukti P.7 berupa Fotocopy Surat
Keputusan Ketua Yayasan An-Nur Kendari, Nomor 001.1/SK.AN-NUR/III-
2014, tanggal 10 Mei 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh H.
Naguib Husein, SE selaku Ketua Yayasan An-Nur Kendari yang cocok
dengan aslinya dan telah dinazegelen, sehingga bukti P.7 tersebut telah
memenuhi syarat formil suatu bukti surat dan di dalam bukti P.7 tersebut
mengangkat mereka yang namanya terlampir menjadi pengurus yayasan
An Nur Kendari dan berlaku pada tanggal 10 Mei 2014, sehingga bukti
P.7 tersebut telah memenuhi syarat materil suatu bukti surat;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.7 telah memenubhi
syarat formil dan materil suatu bukti surat dihubungkan dengan bukti
P13, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pada tanggal 10 Mei 2014
telah diangkat H. Naguib Husein, S.E selaku Ketua Yayasan An Nur
Kendari;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan : Apakah
nazhir telah disahkan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat
telah mengajukan alat bukti P.4 berupa fotocopy Surat Pengesahan
Nadzir, Nomor KK.24.05.08/1-a/161/1X Tahun 2015 tanggal 28
September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor
Urusan Agama Kecamatan Kadia/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf
yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, sehingga bukti P.4
tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik;

Menimbang, bahwa di dalam bukti P.4 tersebut menerangkan
bahwa pada hari Senin tanggal 14 Dzulhijjah 1436 Hijriyah bertepatan
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tanggal 28 September 2015 Masehi, kami Kepala Kantor Urusan Agama/
Pejabat Pembuat Akta lkrar Wakaf Wilayah Kecamatan Kadia, Kota
Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara, mengesahkan: 1). H. Naguib
Husein, S.E jabatan Ketua Yayasan An Nur Kendari, 2). Ustadz H. Zezen
Zainal Mursalin, L.C., jabatan pendiri Yayasan An Nur Kendari, 3). Ali
Hasima, S.P, M.Si, jabatan pengwas Yayasan An Nur Kendari, 4).
Mahmud Al-Habsy S.E, jabatan bendahara yayasan An Nur Kendari.
5).Ustadz Dani Sofyan L.C, jabatan imam Masjid An Nur Kendari,
sebagai nadzir atas tanah wakaf yang terletak di Kelurahan Kadia,
Kecamatan Kadia, Kota kendari Propinsi Sulawesi Tenggara, sehingga
bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.4 tersebut telah
memenuhi syarat formil dan materil, maka alat bukti P.4 tersebut telah
bersifat sempurna dan mengikat, sehingga dengan demikian harus
dinyatakan terbukti bahwa pada tanggal 28 September 2015, Kepala
Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia, Kota Kendari selaku Pejabat
Pembuat Akta Ikrar Wakaf mengesahkan:

1. H. Naguib Husein, S.E selaku Ketua yayasan An Nur Kendari.

2. Ustadz H. Zezen Zainal Mursalin, L.C., selaku pendiri yayasan An

Nur Kendari.

3. Ali Hasimu, S.P, M.Si, selaku pengwas yayasan An Nur Kendari.

4.  Mahmud Al-Habsy S.E, selaku bendahara yayasan An Nur

Kendari.

5. Ustadz Dani Sofyan L.C, selaku imam Masjid An Nur Kendari.
sebagai nadzir terhdap tanah wakaf yang terletak di Kelurahan Kadia,
Kecamatan Kadia, Kota kendari Propinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa alat bukti Surat Wakaf, tertanggal 7 Mei 1994
yang diselipkan oleh Tergugat | dan Il di dalam alat bukti Tergugat | dan
Il. 1 tidak memperlihatkan aslinya dalam persidangan, maka berdasarkan
yurisprudensi putusan Mahkamah Agung R.I nomor: 3609 K/Pdt/1985
tanggal 5 — 12 — 1987, tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus

dikesampingkan;
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Menimbang, bahwa alat bukti, T.5, dan T.11 tidak berhubungan
langsung dengan proses wakaf, sehingga alat bukti tersebut tidak perlu
dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada pada tanggal 28 September 2015 di hadapan Kepala
Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia, Kota Kendari selaku Pejabat
Pembuat Akta l|krar wakaf, H. Husein Awad sebagai wakif telah
mengikrarkan kepada nazhir H. Naguib Husein/Yayasan An Nur
Kendari sebidang tanah hak miliknya sebagai wakaf yang terletak di
Jalan Budi Utomo, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari
dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Dg. Mappa,

ukuran 38.10 meter;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Budi Utomo,

ukuran 37.70 meter;

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Nurdin Syah

ukuran 70.70 meter;

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Saleh,

ukuran 78.70 meter;

Untuk keperluan pembangunan Masjid An Nur, pondok tahfidz TK
Islam dengan dihadiri dan disaksikan oleh Wirda Husein dan Rahmi
Husein;

2. Bahwa pada tanggal 14 April 2014 a.n. Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktur Jenderal Administrasi
Hukum Umum mengesahkan akta pendirian Yayasan An Nur Kendari
yang berkedudukan di Jalan Budi Utomo, Kelurahan Kadia,
Kecamatan Kadia, Kota Kendari;

3. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2014 telah diangkat H. Naguib
Husein, S.E selaku Ketua Yayasan An Nur Kendari;
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4. Bahwa pada tanggal 28 September 2015, Kepala Kantor Urusan
Agama Kecamatan Kadia, Kota Kendari selaku Pejabat Pembuat Akta

Ikrar Wakaf mengesahkan :

a. H. Naguib Husein, S.E selaku Ketua Yayasan An Nur
Kendari;
b. Ustadz H. Zezen Zainal Mursalin, L.C., selaku pendiri

Yayasan An Nur Kendari;

C. Ali Hasimu, S.P, M.Si, selaku pengwas Yayasan An Nur

Kendari;

d. Mahmud Al-Habsy S.E, selaku bendahara Yayasan An Nur

Kendari;

e. Ustadz Dani Sofyan L.C, selaku imam Masjid An Nur

Kendari;

sebagai nazhir terhdap tanah wakaf yang terletak di Kelurahan Kadia,
Kecamatan Kadia, Kota kendari Propinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf jo Pasal 32 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf jo Pasal 218 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa ikrar wakaf dilaksanakan
oleh wakif kepada nazhir dihadapan Pejabat Pembuat Akta lkrar Wakaf
dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Dan dalam Pasal 21 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 jo Pasal 30 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomr 42 Tahun 2006 jo Pasal 223 ayat (3)
Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa ikrar wakaf dituangkan
dalam akta ikrar wakaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut
dihubungkan dengan Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2004 jo Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 30 ayat
(1) Peraturan Pemerintah Nomr 42 Tahun 2006 jo Pasal 218 ayat (1) dan
Pasal 223 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim
berpendapat bahwa wakaf yang dilakukan/diikrarkan oleh oleh H. Husein

Hal. 67 dari 73 hal. Put. No. 453/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awad alias H. Husein bin Awad alias H. Husein Awad Al Bakkar pada
tanggal 28 September 2015 kepada H. Naguib Husein, SE/Yayasan An
Nur Kendari selaku nazhir berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan
Budi Utomo, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari dengan
batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Dg. Mappa,

ukuran 38.10 meter;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Budi Utomo,

ukuran 37.70 meter;

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Nurdin Syah

ukuran 70.70 meter;

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Saleh,

ukuran 78.70 meter;

Adalah sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka tindakan
Tergugat | yang mengaku sebagai pengelola obyek wakaf tersebut dan
tindakan Tergugat Il yang menempati dan menduduki bangunan di atas
obyek wakaf tersebut adalah tindakan melawan hukum;

Il. Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa bahwa dan tujuan gugatan penggugat
rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkn pada bagian
konvensi menjadi turut pertimbangan pada bagian rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi sangat terkait/mempunyai
koneksitas dengan gugatan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa apa yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi
dalam petitumnya telah dipertimbangkan pada gugatan konvensi dan
oleh karena gugatan penggugat konvensi dikabulkan, maka Majelis
Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi harus ditolak
seluruhnya;

Ill. Dalam Konvensi dan Rekonvensi.
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Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konvensi/Penggugat
Rekonvensi adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 ayat
(1) pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rrekonvensi harus dihukum
membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-
undangan yang berlaku serta hukum syar’i yang berkaitan denga perkara
ini.

MENGADILI
|. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menetapkan bahwa wakaf yang dilakukan/diikrarkan oleh H.
Husein Awad alias H. Husein bin Awad alias H. Husein Awad Al
Bakkar kepada Pimpinan Wilayah Al Irsyad Al Islamiyyah Sulawesi
Tenggara berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Budi Utomo,
Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari dengan batas-
batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Dg. Mappa,

ukuran 38.10 meter;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Budi Utomo,

ukuran 37.70 meter;

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Nurdin Syah

ukuran 70.70 meter;

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Saleh,

ukuran 78.70 meter;

Adalah tidak sah menurut hukum;

3. Menetapkan surat wakaf tertanggal 7 Mei 1994 adalah tidak
memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

4. Menetapkan bahwa wakaf yang dilakukan/diikrarkan oleh H.
Husein Awad alias H. Husein bin Awad alias H. Husein Awad Al
Bakkar kepada H. Naguib Husein, SE/Yayasan An Nur Kendari
berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Budi Utomo, Kelurahan
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Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari dengan batas-batas sebagai
berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Dg. Mappa,

ukuran 38.10 meter;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Budi Utomo,

ukuran 37.70 meter;

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Nurdin Syah

ukuran 70.70 meter;

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Saleh,

ukuran 78.70 meter;

Adalah sah menurut hukum;
5. Menyatakan Akta Ikrar Wakaf Nomor : KK.24-05-08/1-
a/161/1X/2015, tertanggal 28 September 2015 yang dibuat di
hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia Kota
Kendari dan Sertifikat Tanah Wakaf No. 00002/Kelurahan Kadia,
tertanggal 29 Oktober 2015, nama Nadzir H. NAGUIB HUSEIN
adalah sah menurut hukum dan memiliki kekuatan hukum yang
mengikat terhadap objek wakaf;
6. Menetapkan Penggugat sebagai nazhir atau pengelola obyek
wakaf seperti yang tersebut pada poin 4. Amar putusan ini;
7. Menetapkan  tindakan Tergugat | yang mengaku sebagai
pengelola objek wakaf yang sah dan tindakan Tergugat Il yang telah
menempati dan menduduki bangunan (objek wakaf seperti yang
tersebut pada poin 4. Amar putusan ini) serta menghalang-halangi
dan menghambat Penggugat dalam membangun/merenovasi
bangunan (objek wakaf seperti yang tersebut pada poin 4. Amar
putusan ini) sebagai tindakan melawan hukum;
8. Menghukum Tergugat | dan Tergugat Il dan/atau pihak ketiga
yang mendapat hak dari Tergugat | dan Tergugat Il untuk
mengosongkan/ meninggalkan tanah obyek wakaf seperti yang
tersebut pada poin 4. Amar putusan ini lalu menyerahkan kepada
Penggugat;
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Il. Dalam Rekonvensi;

- Menolak gugatan penggugat rekonvensi seluruhnya;
Ill. Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Menghukum kepada Tergugat | Konvensi / Penggugat |

Rekonvensi dan Tergugat Il Konvensi/Penggugat Il Rekonvensi

untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.846.000,- (dua

juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis
Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin tanggal 14
Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir
1442 Hijiriyah. oleh kami Drs. H. Moh. Ashri, MH sebagai Ketua Majelis,
Drs. H. Muhammadong, M.H., dan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H., masing-
masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut
diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang
dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Asril Amrah, S.HI.
sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat
Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan dan Kuasa Tergugat lll, dan diluar
hadinya Kuasa Tergugat | dan Il Konvensi/Penggugat | dan Il

Rekonvensi;

Ketua Majelis,

Drs. H. Moh.Ashri, M.H.

Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. H. Muhammadong, M.H., Drs. H. Syamsul Bahri,M.H.

Panitera Pengganti,

Asril Amrah, S.HI.
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Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP

Biaya Pendaftaran Rp.  30.000,00

Relaas | P & T.LIIL1I Rp. 70.000,00

Redaksi Rp. 10.000,00

2. Proses Rp. 50.000,00

3. Panggilan Rp. 1.140.000,00

4. Pemb. Isi Putusan Rp. 170.000,00

5. Pemeriksaan Setempat Rp. 1.370.000,00

6. Meterai Rp. 6.000,00_
Jumlah Rp. 2.846 .000,00

(dua juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah).
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